
L Pasal 18 ayat (6) Und.ang-Undang Dasar Negara 
Republlk Indonesia Ta.hu11 194:;; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 4247 Ta.mbahan Lembaran Negarn 
Republik Indonesia.Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 26 To.bun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

a. bahwa penyelengsaraan bangunan gedung harus 
dilaksanakan seeara tertib, sesuai dengan fungsinya 
dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis 
bangunan gedung agar menjamin keselamatan 
penghuni dan lingkungannya; 

b. bahwa. untuk melaksanakan ketentuan Pasal l09 
ayat ( J) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang .Peraturan ~lakAAnaan Unda.ng-Und.ang 
Nomor 28 Tamm 2002 tentang Bangunan Gedung; 

c. bahwa Peratl.lran Daerah Kabupaten · Pringsewu 
Nomor 4 Ta.bun 2012 tentang Bangunan Gedung 
masih terdapat kekurangan dan tidak lagi sesuai 
dengan perkembangan kebutunan masyarakat dan 
perundang-undangan di bidang bangunan gedung; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana 
dimaksud dalam huruf a earnpai dengan huruf e, 
perlu menetapkan Peraturan 0l'IP.Nih tentang 
Bangunan Oedung; 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BANGUNAN GEDUNG 

TENTANG 

BUPATI PRINOSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERA1URAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 12 TAHUN 2017 

Mengingat 

Mcnimbang 



4. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tent.ang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200B Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangrut 
(Lembaran Negara Republik Jndnnesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Und::mg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor 5587) 
&ebagsimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
tndonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor ·1;1 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Lembaran NP.gara Republik Indonesia. Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 

B. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan Negara [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 1 ?.Q, 
Tamhslhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3866); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha clan Peran Masyaraka.t Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 3955) sebagaimana b!lah diubah dengan 
Peraturan, Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesta Nomor 5092); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spekll:um Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Rf:publik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3981); 

J t. P~ratura.n Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, TambahWI 
Lembaran Niegaia Republik Indonesia Nomor 4385); 

,-·· 
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20. Peraturan Mentcri .Negara Perumahan Rakyat Nomor 
14/PERMEN/M/2006 tP.ntang Penyelenggaraan 
Perumahan Kawasan Khusus; 

21. Pcraturan Menteri Negara Perumahan Ri.k}at Nomor 
16/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggara.an 
Perumahan Kawasan Industri; 

22. Pnaturan Menteri Dalam Negeri N()mor 24 Tahun 
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu: 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan 
Teknis Bangunan Oedung; 

Nomor 
Teknis 

Rangka 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
otJ/t'fIT/ 1993 tentang Persyaraten 
I"Enycl.cnggaman Bangunan Industri Dalam 
Penanaman Modal; 

la. Peraturan Prceiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pemhangunan Bangunan Oedung Negara [Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2011); 

16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang 
Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri; 

17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor 50); 

18. Peratursin Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
63/PRT / 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, 
Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai 
dan Beke.s Sungai; 

12. Pcratura.n Pemerintah Norn.or 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Numor 83, 
Twnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4!'\32): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang \Vilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 tlomor 21, 
Tambahan Lembaran Negi1.m Republik Indonesia 
Nomor 5103); 



35. Peraturan Menleri Pckerjaan U:mum Nomor- 
26/PRT/M/2008 tH1t.nng Persyaratan Teknis Sistem 
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Oedung dan 
Lingkungan; 

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
16/K.PTS/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW 
Kabupaten; 

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT{M/2008 t.entang Pedoman Pemeliharaan 
dan Perawatan Bangunan Gedung; 

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT/M/2008 tcntang Penyusunan Reneana 
lnduk SistP.m Proteksi Kebakaran; 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
06/PRT/M/2007 tentang Peduma.n Umum Rencana 
Tata Bangunan dan Linfl)cungan; 

28. Peraturan Menteri t>ekerjaan Umum Nomol' 
24/PJIT/M/2007 tentlmg Pedoman Teknis fain 
Mendllikan BangunAn; 

29. Peraturan. Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT /M/'2007 tent:ang Pedoman Sertiilkat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung; 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
?.6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli 
Bangunan Gedung; 

31. Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tekrus 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

::\2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawa.san 
Perkotaan; 

·- 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umnm Nomor 
30/PRT/M/2006 tent.ang Pedoman Telmis Fasilitas 
dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 

26. Perllturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/P-gr/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat 
Tinggi; 



44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
l l/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada 
Bangunan Oedung dan Persilnya (Serita Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2014Nomor 1394); 

45. Peraturan Menteri Pekerja.an Umum den Perurnahan 
Rakynt Nomor 01/PRT/M/2015 t~ntang Bangunan 
Oedung Caglll' Bud.a.ya Yang Dilestarikan [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn.or 308); 

46_ Peratursn Menreri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan 
Gedung Hijau [Berita .Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 309); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk llukum Daerah 
(Berita Negara Republik IndonP.Sia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

Nnmor 08 
Sertifikasi 

42. Pcraturan Menteri Li.ngkungan Hid.up 
TAhun 2010 tentang Kriteria dan 
Bangunan Ramah Lingkungan; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pemberian hill Mendirikan 
Bangunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 276); 

37 _ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nome>r 
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan 
Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Daerah 
Beeerta Reneana Ri11dnya; 

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis 
Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan: 

39. Peraturan Mcnteri P<:kerjrum Umum Nomor 
16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis 
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nom<lr 701); 

40. Pf!raturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
17/PRT/M/2010 tentaog Pedoman Teknis Pendataan 
Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia 
tahun 2010 Nomor 702); 

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Rcvit.o.lioosi 
Kawnsan (Derita Negara Republik Indonesia tahun 
2010 Nomor 703); 

,-. 



Dalam Pcra.turan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupatcn Pringsewu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beeerta Pcrangkat 

De.eroh sebagai unsur l)f!nyelenggArn pemerintahan 
daerah. 

3. Bupati .Rdalah Bupati Pringsewu. 

Pasal 1 

BAl::5 i 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

PERATURAN Dt\ERAH TENTANG BANGUNAN GRDUNQ. 

MEMUTUSKAN; 

BUPATi t'f<INGSEWU 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERW AK11.AN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEl'f PRINGSEWU 

48. Pera.turan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 
2008 tenmng Pemetiharaan Kebudayaan Lampung; 

49. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomoT l Tahun 
2010 tentang Renr..11na Tata Ruang Wilayah Provinsi 
La.mpungTahun 2009-2029; 

50. Pcraturm1 Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 
Tahun 2014 tentana Arsitektur Bangunan Gedung 
Berornamen Lampung; 

51. Peraturan Guhernur Lampung Norn.or 22 Tahun 2006 
tentang Persyaratan dan Penerapan Arsitektur 
L.ampung pada Bangunan Gedung; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 
(Letnba.ran Daerah Kabupo.ten Pringsewu Tahun 
2011 Nomnr 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 131); 

Menetapkan 

,-. 
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4. Dewan Perwalcilsm Rakyat Daerah Kabupaten 
Pringsewu, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 
unsur penyelenggara. pemerintahen daerah. 

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah adalah ~idem Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan ~rintahan negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'l'ahun 
1945. 

6. Bangunan Gedung adalah wujud fi.SJ'k basil pekerjaan 
konstruksi yeng menyatu dengan terupat 
kedudukannya, aebegian atau eeluruhnya berada 
diataa clan/sitau didalam tanah dan/atau air, yang 
berlungsi sebagai tempa.t manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegialan usaha, kegiat.an soaial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 

7. Bangunan Oedung Umum adalah bangunan gedung 
yang fungmnya untuk kepmtingan publik, baik 
berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun 
fungsi sosial dan budaya. 

8. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung 
yang digunakan untuk kepentingan umum dan 
bangunan gedung fungfil khusus, yang dalam 
pembangunan dan/ata.u pP.ma.nfaatannya 
membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau 
merniliki kompleksitas tertentu yang dapat 
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat 
dan lingkungannya. 

9. Bangunan Gedung Ad.at merupakan bangunan 
gcdung yang didirikAn :rnenggunakan kaidah/norm.a 
adat ma&Yarakat setempat sesuai dengan budaya dan 
si.stem nilai yang berlaku untuk dimanfaatkan sebagai 
wadah kegiatan adat. 

10. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional 
merupakan bangunan gedung yang didirikan 
menggunakan kl.tldah / norma ttadi.sional masyamkat 
setempat siesuai dengan hudaya yang diwariskan 
secara turun temurun untuk dinumfaatkan sebagai 
wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selajn dari 
kegiatan adat. 

11. Klasifikasi Bangunan Oedung adalah klasifi.kasi dari 
rungsl bangunan gedung berdasa.rkan pcmcnuhrul 
tingkat persyaratan adminiatratif dan persyaratan 
teknisnya. 

,.-. 



12. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan 
gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai 
bangunan cagar budaya sesuai dengan kctentuan 
peraturan perunda.ng-undangan tentang cagar 
budaya. 

13. Dangunan Oedung Hijau adalah bangunan gedung 
yang memenubi persyaratan bangunan gedung clan 
memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam 
penghematan energi, air clan sumberdaya lainnya 
melalui penerapan prinlrip bangunan gedung hijau 
eesuai ~gan funp dan klasifikasi dalam setiap 
tahapan penyelenggaraannya. 

14. Keterangan Rencana KSthupat.en adalah informasi 
tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan 
yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada 
Jokasi tertentu. 

15. lzin Mendirikan Bangunan Gedung yang setanjutnya 
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh 
Pcmerintoh Kabupaten Pringsewu kepada pemilik 
bangunan geduna untuk membangun baru, 
m.engubah, memperluas, mengurangi. dan/atau 
merawat bangunan gedung 8esuai dengan 
persyaraUll1 administratif dan per11yaratan telmi!I. 

16. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Oedung 
adalah permohonan yang di1akulran pemilik 
bangunan gedunr: kepada Pemerintah Daerah untuk 
mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung. 

17. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman 
yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan 
dan/atau pa.gar yang ditarik pada jarak tertentu 
1::1ej~jar dengan aa jalan, tepi luar kepala jernba.tan. 
tepi sungai, t.epi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, 
tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan 
tenaga listrik dan pipas gas, tergantung jerns garts 
sempadan yang dicantumkan. 

18. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis 
maya pada persil atau lHpak 5ebagai batae minimum 
diperkenankannya didirikan bangunan gedung, 
dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau 
tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi. atau garis 
sempadan pagar atau batas perlilil atau tapak. 

19. Koefiaien Dasar Bangunan, yang selanjutnya 
diaingkat KDB adalah angka persentaee perbandingan 
antma luae seluruh lantai dasar bangunan gedung 
dan Iuas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tat.a ruang 
dan rencana tata bangunan serta ltngkungan. 

r>. 
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20. KoefisiP.n Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KLB adalah a.ngka persentase perbandingan antara 
luas seluruh lantai bangunan gedung clan luas tanah 
perpetakan/dl:l.eaah perencanaan yang di.kuasai sesuai 
rencana ta.ta ruang dan rencana tata bangunan serta 
ling)rungan. 

21. Koefisien Daerah Hijau, _yang selanjutnya disingkat 
KDH adalah angka persentase perbandingan antara 
lua.s seluruh ruang terbuka di luar bangunan get.lung 
yang diperuntukkan bagi pertrunanan/penghijauan 
dan luasi ta.nab ~takan/daerah perencanaan yang 
dikuasai eesuai rencana tata ruang dan rencana tata 
bangunan serta Jingkungan. 

22. Koefisien Tapak Basemen, yang selaniutnya disingkat 
KTB adaleh angka persentase perbandingan 1:1111aa·a 
luas tapak basemen dan Iuae lahan/tanah 
perpetakan/daerali pP.Nmcanaan yang dilcuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan serta 
lingkungan. 

23. Pedoman Teknis sdalah acuan teknis yang 
merupakan penjabaran Iebih lanjut darl peraturan 
pemerintah daJain bentuk ketentuan tekni~ 
penyelenggaraan ba.ngunan gedung. 

21. Standar Telmia adalah standar yang dlbakukan 
sebagai standar tata cara, standar apesifikasi dan 
standar metode uji baik berupa standar nasiona1 
Indonesia maupun standar Internaeional yang 
diberlakukan dalam penyelenggaraan hangunan 
gP.dung. 

25. Rencana Tata Ru.Ang Wilayah Kabupaten yang 
selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan 
tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

26. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang 
~lanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari 
Ren.cana Tsita Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam 
rencana pemanfaatan kawasan perkotaan. 

27. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur 
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan 
ketentuan pengendaliannya dan clfsusun unluk setlap 
tJlok/.zona peruntukan ynng penetapan .zonanyi1 
dal111m rencana rinci tata ruanR. 

28. Rencana Tata Bangunan dan Linglcungan, yang 
selaniutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang 
bangun suatu kawasa.n untuk mengendalikan 
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program. 
bengunan don lingkungan. rencana umum dan 
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan 
pengendalian rencana dan pedoman pengendalian 
pelaksanaan. 

/~- .... 
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29. Penyel.enggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 
pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses 
perencanaan t.eknis clan pe1aksanaan konstruksi serta 
kegiatan pemanfaatan, pele$:arlan dan 
pembongknran. 

3U. f'erencanaan Teknis adala.h proees mcmbuat gambar 
teknis brulgunan gedung dan kelengk11pannya yang 
mengikuti tahapan prarencana, pengembangan 
rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri 
atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana 
mekanikal/elektrikal, rcneana tata ruang luar, 
rencana tatia ruang-dalam/interior serta rencana 
spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan 
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman clan 
standar teknis yang berlaku. 

31. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim 
ahli bangUnan gedung ya11g disusun secara tc:rtulie 
dan profeaional terkait dengan pemenuhan 
persyaratan teknis bangunan gedung baik clalam 
proses pembangunan, pemanfaatan, pe)estarian 
maupun pembongkaran bangunan gedung. 

32. Pemanfaatan Bangunan Oedung adalah kegiatan 
memanfaatkan bangunan gedung eesuai dengan 
fungsi yang telah ditetapkan, teemasuk kegiatan 
pemeliharaan, perawatan dan pemerikeaa.n secara 
berkala. 

33. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan 
keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan 
sarananya dalarn tcnggang waktu tertentu guna 
menyatakan kelaikan funcsi bangunan gedung. 

34. Laik Fungsi adalah sue.tu kondisi bangunan gedung 
yang memenuhi persyarata.n administratif dan 
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan 
gedung yang ditetapkan. 

35. Pemelihara.an adalah kegiatan menjaga keandalan 
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya 
agar selalu laik fuug:!li. 

36. Pera.watan adalah k.egiat.an m.emperbaiki dan/atau 
mengganti lmgia11 bangunan gedung, kompenen, 
bah.an bangunan de.n/atau prasarana dan sarana 
agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 

37. Pelestarian adalah kegjatan perawatan. pemugaran, 
serta pemeJiharaan bangunan gedung dan 
Jingkungannya untuk m.engembalikan k:eandalan 
bangunan terscbut !iCSUai dengan asliny.a atau eesuat 
den.gan keadaan menurut periede yang dikehendaki . 

.-. 
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38. Pemusaran bangunan ge(lung yang dilindungi dan 
dilestarikan adalah kegiatan memperbaild, 
memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk 
aslinya. 

39. PembongJcanm adalah kegiatan membongkar atau 
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan 
gedung, komponen, bahan bangunsn dan/atau 
prasarana dan sarananya. 

40. Pengelolaan air hujan pada bangunan g00ung dan 
persilnya, adalah upaya dan kegiatan untuk 
mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan 
cara memaksimalkan pemanfaa.tan air hujan, urfdtrasi 
air hujan dan menyimpan scmentara air hujan untuk 
menurunkan debit banjir melalui optirnasi 
pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen 
buatan. 

41. Penyelenggam Bangunan Gedung adalah pemilik, 
penyedia jasa konstruksi dan pengguna ba.ngunan 
gedung. 

42. Pemilik Bangunan Gedung adelah orang, badan 
hukum, ketumpok orang atau perkumpula.n yllllg 
menunit hukurn AAh sebagai pemilik ba.ngunan 
gedung. 

43. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik 
bangunan gedung dan/atau bukan pemilik ba.ngunan 
gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik 
bangunan gedung y.wig mengunakan dan/atau 
mengelola ba.ngunan gedung atau bagian bangunan 
gedung seeuai dengan fungsi yang ditetapkan. 

44. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah 
orang perorangan atau badan yang kegiatan 
usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi 
l>idang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, 
pelaksane, konstruk&i, pengawas/:manajemen 
konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan 
gedung dan penyediajasa konstruksi lainnya 

45. Tim Ahli Bangunan Gedung yana selanjutnya 
disingkat T ABG adalah tim yang terdiri dari para ahli 
yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan 
gedung unluk memberikan pertimba.ngan teknie 
da1am pm..<ies penelit:ian dokumen rencana teknis 
dengan masa penugasan terba.tas dan juga untuk 
memberilcan masukan dalam penyelesaian mesatan 
penyelenggaraan ban"unan gedung tertentu yang 
susunan anggctanya ditun,juk seeara kBsus per kasua 
disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung 
tertentu tersebut, 



46. Pengkaji TP.knis ada!ah orang perorangan atau badan 
hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk 
melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan tungsi 
bangunan gedung sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

47. Penga.wi.is adaJah orang ymtg mendapat tugas untuk 
mengaWMi pelalcAAnaan mendirikan bangunan sesuai 
dengan IMB yang diangJcal: oleh pemilik bangunan 
gedung. 

48. Masyarakat adalah perorangan, lrelompok, badan 
hukum atau us.aha dan Jembaga atau organisasi yang 
kegiatannya di bidang bangunan gedung, t.ermasuk 
mo.syarakat h.ukum adat dan masyarakat ahli, yang 
ber]repentingan dengan penyelenggaraa.n bangunan 
gedung, 

49. Peran Masyarakat dalmn penyelenggaraan bangunan 
gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang 
merupakan perwujudan kehendak clan kcinginan 
masyarakat untuk memantau dan meniaga 
ketertiban. memberi masukan, menyampaikan 
pendapat dan pertimbangan serta melakukan gugatan 
perwaltilan berkaitan dengan penyelenggaraan 
bangunan gedung. 

50. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang 
dio.dakan untuk mendengarkan dan menampung 
aspirasi masya.rakat bail< berupa pendapat, 
pertimbangan maupun usulan dari ma.syarakat 
umum sebagai masukan untuk menetapkan 
kebija.kan Pcmerintah/Pemerintah Daerah dalam 
pc!!nyelenggaraan bangunan gedung, 

51. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang 
diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili 
kelompok dalam mengajukan gugaian untuk 
kepentingan mcrcka sendiri dan sekaligus mewakili 
pihak yang dirugikan yang memiliki kesama.an fakt.a 
atau dasar hukum antara wakil kelompok dan 
anggota lcelompok yang dimaksud. 

52. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
adalah kegiatDn pengaturan, pemberdayaa.n dan 
pengawasan dalam rangka mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik sehmgga setiap 
penyelenggaraan bangunan gedung dapat 
berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan 
gedung yang sesuai dengan fungsinyn serta 
tenYUjudnya kepastian hukum. 

53. Pengaturan edalah pcnyusunon dan pelembagaan 
peeaturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk 
dan standar teknis bangunan gedung sampai di 
daerah dan operasionalisa9inya di masyarakat. 

.. ~ 



·--- ··-- 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 
a. m.ewujudkan bnngun.an gedung yang fungsiona1 rlan 

sesuai dengan tata banguaan gedung yang serasi dan 
selaras dengan lingkungannya; 

b. mewujudkan tertib penyelengga.raan bangunan 
gedung yang menjamin keandalan tekni.s bangunan 
godung da.ri segi keselamatan, lcf!~ha.tan, 
kenyamanan dan kemudahan; dan 

c, mewujudkan kepa.stian hukum dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung. 

Pasa13 

Paragraf2 
Tujuw:1 

Peratura.n Daerah ini dimaksudkan sebagai: 
a. pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 

28 Tuhw1 2002 tentang Bangunan Oedung dan 
Pera.tunm Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bail< dalam 
pemenuhan peniy;,uatan yang diperluka.n dahun 
penyelenggaman bangunan geriung, maupun dalam 
pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung 
di daerah; 

b. acuan untuk mengatur dan mengendali.kan 
penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari 
perizinan, perencanaan, pelaksanaan kcnsmiksi, 
pemanfaa.tan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. ,- .. 

Bagian Kedua 
Maksud, Tujuan dan Lingkup 

Paragraf 1 
Mak sud 

Pasal 2 

terhadap 
I1P-n.Jndang- 
dan upaya 

55. Pengawasan adalah pe111a.11tauan 
pelaksanaan penerapan peraturan 
undangan bidang bangunan gedung 
penegakan hukum. 

54. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuh 
kembanJd<an kesadaran akan hale, kewajiban dan 
pe1 an para penyelenggara bangunan gedung dan 
aparat t'emsintah Daerah dalwm penyclengga.raan 
bangunan gedung. 



BABll 
FUNGSI DAN .KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Paea.15 

(l) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan 
mengenai pemenuhan pe1·i.yaratan tekn.ia bangunan 
gcdung ditinjau d.ari segi tat.a bangunan dan 
lingkungan maupun lreandalannya serta sesuai 
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam. RTRW, 
RDTRdan/atau RTBL Kabupaten Pringsewu. 

(2) Fungei bangunan gedung meliputi: 
a. bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi. 

utama sebagai tempat manusia tinggal; 
b, bangunan gedung liJngsi k:eagam8.an dengan 

fungsi ul.alna sebagai tempat manueia melakukan 
ibadah; 

e, bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi 
utama sebagai tempat manusia mela.kukan 
kegiatan usaba; 

d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya 
dengan fungsi urama sel.,.gai tcmpat numusia 
melakukan kegiatan sosial clan budaya; 

e. bangunan gedung fungsi khuRus dengan fungsi 
utama sebazai tempat manusia melakukan 
kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan 
tinggi dan/atau tingkat rtstko bahaya t.i.nggi; dan 

f. bangUnan gedung lebih dari satu fungsi. 

Paragraf3 
Unglrup 

Pasal 4 

(1) Lingkup Pemturan Daerah ini meliputi ketentuan 
mengenai fungal dan klal'Sifikasi bangunan gedung, 
persyaratan ba.ngunan gedung, (IP.nyelenggaraan 
bangunan gedung, TABG, peran masyarakat, 
pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan 
gedung, sanksi administratif, penyldi.kan, pidana clan 
peralihan. 

(2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal 
persyarat.an, penyelenggaraan dan pembinaan tidak 
diatur dalam Pera.tu.ran Daerah ini, maka harus 
mengikuti peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



.• 

(1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi 
utama sebagei tempat manusia tinggal dapat 
berbentuk: 
a. bangunan rumah tinggal tunggal; 
b.bangunan rum.ah tinggal deret; 
c. bangunan rumah tinggal sueun; dan 
d.bengunan rumah tinggal sementara. 

(21 Bangunan gedung fungai keagamaan dengan fung3i 
utama sebagai t.cmpe.t manuaia m.elakukan ibarlah 
keagamru1n dapat berbentuk: 
a. bangunan masjid, mushola, langgar atau surau; 
b.bangunan gereja dan kapel; 
c, ba.ngunan pura; 
d.bangurum vihara; 
e. bangunan kelenteng; clan 
f. bangunan kp,agamaan dengan sebutan lainnya. 

(3) Bangunan gedung fun~i usahe. dengan fungsi utaina 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha 
dapat berbentuk: 
a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan 

perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya; 
b. bangunan gedung peroagangan seperti bangunan 

pasar, pertokoan. pusat peTbelanjaan, mall dan 
sejenisny.R; 

c. bangunan gedung pabrik; 
d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan 

hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya; 
e, bangunan gedung wisata dan rekreasi sepeni 

tempat rekreast, bioskup dan sejenisnya; 
f. bangunan ge(}ung terminal scperti bangunan 

staeiun kereta api, terminal bus angkutan umum, 
halte bus, pelabuhan sungai dan pelabuhan 
perikanan; 

g. bangunan gedung tempat penyimpanan 
sementara seperti bangunan gude.ng, gcdung 
parkir dan sejenisnya; dan 

h. bangunan gedung t~mpat penangkaran at.au 
budidaya seperti bangunan sarang burung walet, 
bangunan petemakan sapi dan sejenisnya. 

(4) Bangunan gedung sosial clan budaya dengan fungsi 
utama sebagal tempat manusia melakukan kegiatan 
sosial dan buclaya dapat berbentuk: 
a. bangunan gedung pelayanan pendidikan scpcrti 

bangunrui sekolah taman kanAk kanak, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya; 

Pasal 6 



(1) Kla,.;fikasi bangunan gedung rnenurut kelompok 
fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan sya.rat 
administra.si dan persyaratan teknis bangunan 
gedung. 

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana di.maksud 
dalam Pasal 5 dildasi.fika.sikan berdasarkan tingkat 
kompleksitas, tingkat permancn&i, tingkat risiko 
kebakaran, zona&i gempa, lokasi, ketinggian 
dan/atau kepemilikan. 

(3) KJa.aifikaRi berda.sarkan tingkat kompleksitas 
meliputi: 
a. bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan 

gedung dengan karakter sederhana serta mewiliki 
lwmpleksitas dan tcknologi eederhana dan/atau 
bangunan gedung yang sudah memiliki desain 
prototipe; 

Pasal 7 

b. bangunan gedung pe)ayanan kesehatan seperti 
bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalm, 
rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenienya; 

c. bangunan gedung kebu.dayaan seperti bangunan 
tnueeum, gedung kesenian, bangunan gedung 
adat clan sejenimya; 

d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan 
laboratorium fisika, 1aboratorium kimia da.n 
IaboTatorlum lainnya; dan 

e. bangunan gedung pelayanan umum seperti 
bangunan atadion, ged.ung olah raga dan 
sejenisnya. 

(5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utarna yang 
memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk 
kepentingan naeional dan/atau yang mempunyai 
tingkal risiko bahaya yang tlnggi, meliputl: 
a. bangunan gedung uruuk reaktor nuklir; 
b. bangunan gedung untuk insitelasi pertahAnan dan 

keama.nan;dan 
c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri. 

(6) Bangunan gedung lebih d.An Batu fungsi dengan 
fungsi utama kombinasi Iebih dari satu fungsi dapat 
berbentuk: 
a. bangUnan rumah dengan toko [ruko]; 
b. bangunen nunah dengan kantor (rukan); 
e. bangun:an rum.ah bersatn dengan ruang usaha 

l.ainnya; 
d. bangunan gedung mall, apartemen, perkantoran; 

dan 
e. bangu11.w1 gedung mall, apartemen, perk.antoran. 

perhote1an dan ~jenisnya. 



(S) Klasifikaei benlasarkan t:ingl<at riS11co kebakara.n 
meliputi: 
a. tingkat risiko kebakaran rendah, _yaitu bangunan 

gedung yang karena fungsinya, desain 
penggunaan bahan dan komponen unsur 
pem\Jenlula1ya eerta kuantit4& dan kualitae 
bahan yang adll di dalamnya tingkat. mud.ah 
terbakamya rendah; 

b. tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu bangunan 
gedung yang karena fungainya, desain 
pengguna.an bahan dan komponen unaur 
pembcntukny11 eerta kuantitas dan kuahtas 
bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah 
terbakamya sedang; dan 

c. tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu bangunan 
geclung yang karena fungsinya dan desam 
penggunaan bahan dan komponen unsur 
pembentulmya Berta kuantitas dan kualitas 
bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah 
terbakamya sangat tinggi dan/atau tinggi. 

[6) KIAsili.kasi berdasarkan sonasi gempa meliputi tingkat 
zonasi gempa di wilayah Kabupaten Pringsewu. 
berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa yang 
akan dij11.barkan Lebih lanjut dalem Peraturan Bupati. 

.·.-· 

b. bangunan gedung tidak sederhana, yaitu 
bangunan gedung dengan karakter tidak 
sederhana serta memiliki kompleksit.as dan/atau 
teknulogi tidak sederhana; dnn 

c. l>angunan gedung khusus, yaitu bangunan 
gedung yang rnemfliki penggunaan dan 
persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ 
teknologi knusus. 

(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat pennanensi meliputi: 
a. bangUnan gedung darurat atau sementara, yaitu 

bangunan gedung yang kareaa fungsinya 
direnca.nakan mempunyai urnur layanan sampai 
dcngan 5 (limal tahun; 

b. bangunan gedung semi pennanen, yaitu 
hsingunan gedung yang karena fungsinya 
direncanakan mempunyai umur Iayanan diatas 5 
(lima) sampai dengan IU (sepuluh) tahun; den 

c. bangunan gedung permanen, yaitu bangunan 
gedung yang karena. fungsinya direncanakan 
niempunyai umur layrutan diatas 20 [dua puluh) 
tahun. 



11) Penentuan klasifikaai bangunan gedung atau bagje.n 
dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang 
digunekan dalam perencanaan, pelaksanaan atau 
perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung. 

Pasal8 

(7} Klaaifikasi berdaaarkan lokasi meliputi: 
a. bangunan gedung di lokasi renggang, yaitu 

bangunan gedung yang pada umumnya terletak 
pada daerah pinggiran/luar Kabupaten atau 
daerah yang berfungsi sebaga.i resapan, 

b. ba.ngunan gedung di lokasi sedang, yaitu 
bangunan gedungyAng pada umumnya terletak di 
daerah permukiman; dan 

c. bangunan gedung di lokasi padat, yaitu bangunan 
gedung yang pada umumnya terletalc di daerah 
petdagai1gan/ puaa.t Kabupe.ten. 

(8) Klasifikssi berdasarkan ketingJan bangunan gedung 
meliputi: 
a. bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu 

bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai 
sampai dengan 4 (empat) lantai; 

b. bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu 
bangunan gedung yang memillki jumlah Jantai 
mulai dari 5 (lima} Iantai. sampa.i dengan 8 
(d.elapanl lantai; dan 

c. bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu 
bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai 
lebih dari. 8 (delapanl lantai. 

(9) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi: 
a. bangunan gedung milik .negara, yaitu bangunan 

gedung untuk lceperluan dinas yang 
menjadif a.kan menjadi kekayaan milik negara dan 
diadakan dengan sumber pemb:iayaan yang 
berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau 
sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantoT 
dinas, ge()ung seko1ah, gedung rurnah sakit. 
gudang, rumah negsra dan lain-lain; 

b. bangunan gedung milik perorangan, .vaitu 
bangunan gedung yang merupakan kekayaan 
milik priba.di atau perorangan dan diadakan 
dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi 
ntnu perorangan; dan 

c. bangunan gedung milik baden usaha, yaitn 
bangunan gedung yang merupakan kekaya.an 
milik badan usaha non-pemerintah dan diadakan 
dengan sumber pembiayaan d&i dana bad.an 
usaha non-pemerintah tersebut 



(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknia 
sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: 
a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan 

dari pemegang hak atas tanah; 

Pasal 10 

BA5lll 
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Kesatu 
Umum 

(1) Fungsi dan kltulifikasi bangunan gedung dapat 
diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru, 

(2) Perubahen fungsi dan klasifikasi bangunan gedung 
sebagaimana dimi;iksud pada ayat (11 diusulkan oleh 
pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan 
gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur 
dalam RTRW, RDTR dttn/alau RTBL.. 

(3) Perubahan fungsi dan/atau klasiflkasi bangunan 
gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan 
a.dministro.tif dan persya.ratan teknis bangunan 
gedung yang baru. 

(4) Perubahan fungsi dan/ am.u k1a.sifil<a&j bangunan 
gedung hari.1s diilcuti dengan perubahan data fungsi 
dan/atau klasilikasi bangunan gedung. 

(5) Perubahan fungsi dan lda.sifikasi bangunan gedung 
ditetapkan oleh Pemerintab Daerah dalam izin 
mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan 
gedung fungsi khusus yang dltetapkan Qleh 
Pcmcrintah. 

Pasal 9 

(21 Fung$ <hm khu!ffikasi bangunan gedung han1s RP.SUAi 
dengan peruntukan tokasi yang diatur dalam RTRW, 
RDTR dan/atau RTBL. 

(3) Fungsi dan klasifikAai bangunan gedung diusul.kan 
oleh pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana 
teknis bangunan gedung melalui pengajuan 
pennohonan izin mendirikan bangunan gedung. 

(4) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh 
Pemerintah Uaerah melalui penerbitan IMB 
berdaearkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali 
bangunan gedung rung& khusus oleh Pemerintah. 



Bagian Kedua 
Persyaratan Administratif 

Paragraf 1 
Status Hak Atas Tan.ah 

Pasal 11 

(l) Setiap bangunan gedung harus didirikan dllitas 
ta.nab yang jelae kcpcmilikrutnya, baik rnilik 9endiri 
atau milik pihak lain. 

(2) Status hale abl.8 tanah 8C'hagaima.na dimaksud po.do 
ayat (1) diwujudka.n daJam bentuk dokumen sertllikat 
hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan 
status tanah lainnya yang sah. 

(3) Dalam. hal tanahnya milik pihak lain, bangunan 
gedung hanya dapat didirikan dengan izin 
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas ta.nab. 
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis 
antara pemegang hak atas t:nlBh atau pemilik tanah 
dengan pemilik bangunan gedung. 

(4) Perja.njian t.ertulis sebagairnana ctimaksud pa.da 
ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban 
para pihak, luas, Ietak dan batas-batas tanah, serta 
fungsi bangunan gedung dan jangka waktu 
pemanfaatan tanah. 

[5} Bangunan gedung yang karena taktor budaya atau 
traclisi setempat Isarue dibangun diatall air sungai, 
harue mendapatkan i:zin dari Bupati. 

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan 
c, IMB. 

(3) Per~varatan teknis bangunan gedung meliputi: 
a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang 

terdiri atas: 
1. persyaratan peruntukan Iokasi; 
2. intensitas bangunan gedung; 
3. arsitektur bangunan gedung; 
4. pengendaHan dampak lingkungan untuk 

bangunan gedung tertentu: dan 
5. rencana ta.ta bangunan dan lingk.ungan, untuk 

kawasan yang termasuk dalam Peraturan 
Rupati tentang RTBL. 

b, persyaratan keanda1an bangunan gedung terdiri 
atas: 
1. persyaratan keselamatan; 
2. perayara.tan kesehatan, 
3. persyaratan kenyamanan; dan 
4. persyaratan kemudahan. 

, ... 



( 1) Status kepemilikan bangunan geduog dibuktil<an 
dengan surar bukti kepemilikan bangunan gedung 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Paf!mh, kecuali 
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. 

(2) Penelapan. status kepcrnililam bangunan gedung 
sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan 
bangunan gedung sebagai sarana rertlb 
pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian 
hukum atas kepemilikan baJ"lgunan gedung. 

(31 Status kepemillkan bangunan gedung adat pada 
rnasyarakat hukum adat ditetapkan oleh m11syarakat 
hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan 
kearifan lokal yang bertaku di lingkungan 
masyarakatnya. 

(4) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan 
kepada pihak lain. 

(51 Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung 
kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati 
untuk ditert>itkan surat keteranga.n bukti kepemilikan 
baru, 

(6) Pengalihan hale kepemilikan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pemilik 
bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas 
tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan 
persetujuan pemegang hak atas tanah. 

17) Sh1tus kepemilil<an bangunan ge<lung adat pada 
masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat 
hukum adat bersangkutan berdasarkan norma clan 
kea.l'ifan lokal yang berlaku dilingkungan 
masyarakatnya_ 

(8) TaU\ cara pembukililn kepemilikan bangunan gedung 
kecuali sebagainuma yang dimAksud pada izyat (3) 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

, .. 

Paragaf2 
Status Kepemilikan Bangunan Gedung 

Pasal 12 

(6) Bangunan g.cdung yang akan dibangun di atas tanah 
milik Mndiri atau di at.as tanah milik orang Jain yang 
terletak di kawaean rawan bencana alam harus 
mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan 
Rencana K<J.bupa~n (RTRW/RDTR/RTBL/Renc:ana 
Zonasi/keterangan lainnya). 



[I] Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan 
mcngajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk 
melakukan kegiatan: 
a. pembangunan bangunan gedung dan/atau 

prasarana bangunan gedung; 
b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan{atau 

prasarana bangunan gedung m.eliputi perbaikan/ 
perawatan, pen1hahan, perluasan/pengurangan; 
dan 

c. pemuganm/pelestarian dengan mendasarkan 
pada swat Keterangan Rencan.a Kabupaten {w.lvis 
pla1uiin91 untuk l.oka.si yang bereangkutan. 

(2) Jzin mendirikan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diberikan oleh Pcmerinto.h 
Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh 
Pernerintah. 

(3) Pemerintah Da.erah wajib memberikan secara euma- 
cuma Surat Keterangan Rencana Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (ll untuk lokasi 
yang bersangkutan Irepada setiap orang yang akan 
mengajukan pennohonan IMB llebagai d.asar 
penyusunan rf!flCAna teknis bangunan gedung. 

(4) Surat Keterangan RenQl.Ita. Ka.bupatcn sebagailnann 
dimllkeud pada ayat (31 rnerupakan ketentuan yang 
berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi: 
a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun 

pada lokasi bersangkutan; 
b. ketinggian maksimum bangunan getlung yang 

diizinkmr ' c. jumb.h lantai/lapis bangunan gedung di bawah 
permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; 

d. garis sempadan dan jarak bebas minimum 
bangunan gedung yang diizinkan; 

e. KDB maksimum yang diiZlnkan; 
f. KLB mWaiiuu.uu yang ~nkan; 
g. KOH minimum yang diwajibkan; 
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan 
i. jaringan utilitas Kabupaten. 

{5) Dalam Surat Ketcrangan Rencana Kabupaten 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (4) dapat juga 
dicantwnkan ketentuan-ketentuan khusus yang 
berlaku untuk lokasi yang bersangkUtan. 

Paragraf3 
Jzin Mendirikan Bangunan lIMBJ 

Pasal 13 

-- -- -- 
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Pamgraf 5 
Kelembagaan 

Pasal 15 

(1) Dokumen permohonan IMB disampaikan/diajukan 
kepada OPD Kabupaten .Pring&e\\'U atau instansi yang 
ditunjuk untuk m~nyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bldangperizinan. 

(2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan 
Bdminietratif dilaksanaktm oleh instansi OPD tekms 
yang menye!f!nggarakan urusan pemerintahan di 
bidang bangunan gedung. 

(3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan 
penerbitan !MB sebagaimana di.maksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) lrepada Camat. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {31 mempertimbangkan faktor: 
a. efisiensi dan efektivitas; 
b. mendekatkan pelayanan pemberiBn IMB k:epe.da 

masyarekat; 

Paragraf4 
IMB diatas dan/ atau di bawah Tanah, Air 

dan/atau Praearana./Sarana Umum 

Pa.sal 14 

( 1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang di 
bangun diatas d1.U1/ad.a.u dibawah tanah, air atau 
pra118N11a dan sarana umum harus mendapatkan 
persetujuan dari instansi terkait, 

(2) IMD untuk pemba.ngunan bangu.nan gedung 
fW'!hageimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat 
pertimbangan teknis TABG dan dengan 
mempertimbangkan pendapat masyarakat. 

(3) Pembangu.nan bangunan gedung sebagaimana 
dimakeud pada ayat [I] wajib mengikUti Standar 
Teknis dan pedoman ya:ug t.erkai~. 

(61 Ketcrangan rencana Kabupaten !!ehAgaimana 
dimaksud pada ayat (41 dan ayat (5), digu.nakan 
sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangu.nan 
gedung. 

(7) Ketentuan lebih lanajut tentang IMB akan diatur 
dalam peraturan bupati. 



Paragraf2 
Persy11mtan Peruntukan dan lntensitas 

Bangunan Gedung 

Pasal 17 

U) Bangunan gedung harus dieelenggarakan sesuai 
dengan peruntukan lokasi yang tclah ditctaplmn 
dalrun rencana rinci dan rencana tab1 ruang. 

(2) Pemerintah Daerah wajib membe:rikan i.nforma:si 
mengenai RTRW, RDTR dan RTBL aebagaimana 
dimakand pada ayat (1) kepada masyarakat secara 
cuma-cuma. 

Paeal 16 

(1) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi: 
a. persyaratan ta.ta bangunan dan lingkungan; dan 
b. persya.ratan keandalan bangunan gedung. 

(2) Persyaratan tat.a bangunan clan lingkungan 
sebapimana dimakaud pada ayat ( 1) buruf a 
mf'!liputi: 
a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan 

gedung; 
b. persyaratan garis sempadan; 
c, perayanrtan amitP-lctur bangunan gedung; 
d. persyaratan pengend.alian dampak lingkungan; 

dan 
e. rencana tam. bangunan d1:U1 lingkungan. 

(3) Persyaratan keandalan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf b 
meliputi: 
a. pen!yamtan keselamatan bangunan gedung; 
b. persyaratan kesehatan bangunan gedung; 
c. persyaratan kenyamanan bangllnan gedung; dan 
d. persyaratan kernudahan bangunan gcdung. 

Bagian Ketiga. 
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

Paragraf 1 Umum 

c, fungsi bangunan, k1a.sifikasi bangunan, luasa.n 
tanah dan/atau bangunan yang mampu 
di~e.nggarakan di tingkat Kecnmatan; dan 

d. k~plltan penanga.nan peruuiggulS1ngan darurat 
dan rehabilitasi banJtunan gedung pasca beneana. 

(51 Kel.entua.n lebih lanjut mengenai pelimpa.han sebagian 
kewenangan AP.begaimana dimaksud pada ayat {3) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 



(1) Bangunan gedung yang akan diba.ngun harus 
memenuhi persyaratan i.ntcnsitas bangunan gedung 
yang meliputi persyaratan kepadsitan, ketinggian dan 
jarak bebas bangunan gedung, berdasa.rkan 
ketentuan yang diatur dalam rencana rinci dan 
rencana tata ruang. 

(2) Kepadatan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) 
meliputi ketentuan KOS WUI Koefisi.en Daerah Hijau 
(KOH) pada tingka.tan tinggi, sedang dan rendah. 

(3) Ketingglan sebagctimi1..11a dimalu1ud pada ayat (1) 
111eliputi ketentuan rentang juml.Rh Iarrtai bangunan, 
tinggj bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, 
sedang dan rendah. 

Pasal 19 

(2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan 
peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pemerintah OaP.rah memberikan penggantian 
yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(1) Dalam hal terjadi perubahan rencana rinci dan 
rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan 
peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang 
tidak seeuai dengan peruntukan yang bl:l.lu harue 
disesuaikan. 

Pasal 18 

(3) Infonnasi scb.agaimana dima.ksud pada. ayat (2) berisi 
ketl!!Nlngan mengenai peruntukan lokasi, intensitas 
bangunan yang terdiri dari kepadatan banganan, 
ketinggian bangunan dan garis sempadan bangunan. 

(4) Bangunan gedung yang dibangun: 
a. diat.as prasarana dan sarana umum; 
b. di bawah prasarana dan sarana umum; 
e, di bawah atau diataa air; 
d. di daerah jaringa.n ttansmisi listrik tegangan 

tinggi; dan 
e. di daerah yang berpotensi bencana alam 
harus sesuat dengan ketentuan peraturan 
perundang-undllngan dan memperoleh pertimbangan 
AArta persetuiuan dari Pemerintah Daeralt dan/atau 
instansi terkait lainnya. 

(5) Dalam ha] ketentuan mengenai peruntukan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan 
luka.si sc-hagaimana dimaksud prufa ayat (1) dapat 
diatur sementsua dalam Peaturan Bupati. 



•, 

Pasal 22 

(1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, 
peneegahan terhaclap bahaya kebakaran, kepentingan 
f'!konomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan. 
keselamatan dan kenyamanan bangunan, 
keselamatan dan kenyamanan umum. 

(1) KDH ditentukan atas dasar kepentinga.n ditya dukung 
lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, 
kesehatan dan kenyamanan bangunan. 

(2} Ketentuan bc8al'tlya. KOH 11ebageimnn11 di.makeud 
pada ayat (1) disesuafkan deng;m ketentuan dala.m 
RTRW, RDTR dan RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung 
dalam Peaturan Bupati. 

Pasal 21 

Paaal 20 

(1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung 
lingkungan, peneegahan terhad21.p babaya kebakaran, 
kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan, 
keselarnatan dan kenyamanan bangunan. 

(2) Kctcntuan beaarnya KDB aebagaiinana dimaksud 
pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dalam 
RTRW, RDTR dan RTBL dBn/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung 
d.ttl8..ln Pearuran Bupati. 

(6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensita.s 
bangunan cedung sebagajmana dimaksud pada 
ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai 
persyaratan intensitas bangunan gedung ciapat diatur 
sementara uuluk suatu Jokasi dalam Peaturan Bupati 
yang betpedoman pada pP.nlt.uran perundang- 
undangan yang lebih tinggi. dengan memperhatikan 
pendapatTABG. 

(41 Ketinggian bangunan gedung sebagaiman.A dimaksud 
pada ayat (3} tidak boleh mengganggu lalu lintas 
penerbangan. 

(SI .Jamk bebas bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang 
garls sempadan bangunan gedung dan jarak antara 
bangunan gedwtg dengan batas pereil, jarak antar 
bangunan dan jamk antara as [alan dengan pagar 
halaman. 

.r-, 



PAnigraf 3 
Garis Sempadan Bangunan 

Pasal 21 

(l) Garis eempadan bangunan ditentukan atas 
pert.imbangan keama.nan, kesehatan, Jrenyttman~ 
dan kcsera$ien de11g11n lingkung,an dan ketinggian 
bangunan . 

(2) Garis sempadan bangunan gedung meliputi ketentuan 
mengenai jarak bangunan gedung dengan as jalan, 
tepi aungai dan irigasi, rel kereta api dan/atau 
jaringan listrik tegangan tinggi, dengan 
mempertinibangkan aapek keaeJamatan dan 
kesehatan. 

(3) Garis ~mpadan bangunan melipuli garis ecmpeden 
bangunan untuk hl'lgisin muka, samping dan 
bela.kang. 

(4) Untuk bangunan bertind<at setiap perubahan 1 (sa.tu) 
tingkat ditambah 1 (satu) meter dari batas bangunan 
satu dengan bangunan lainnya. 

(SJ Penetapan garis &empadan bangunan berlaku untuk 
bangunan diatas pennukaan tanah maupun di bawah 
permukaan tanah (ba.sement). 

(IJ Jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan 
gedung ditentukan atas dasar' pertimbangan lebar 
jalan. funpi bangunan, keselamatan bangunan, 
keserasian dengan lingkungannya. serta keselamatan 
lalu lintas penerbangan. 

(21 Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah 
tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidal< 
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Ketenwan besarnja [umlah lantal bangunan gedung 
dcm tingsi bangunan gedung sebagaimana ri;maksud 
pada ayat ( 1 J disesuaikan dengan ketentuan tlalam 
RTRW, RDTR dan RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan inten:sitas bangunan gedung 
dalam Peratumn Bupati. 

Pasa123 

(2) Ketentuan be9arnya KLB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11 disesuaikan dengan ketentuan dalam 
RTRW, RDTR dan RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas bangunan gedung 
dalam Pcaturan Bupati. 

. ~ 



(1) Jar<tk antar bangunan clan jarak antara as jalan 
dengan pagar halaman ditl"!tapkan untuk setiap lokasi 
sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan 
keselamatan, keaehatan, kenyamarum, kemudahan 
<Ian keserasian dengan Jingkungan dan ket inggian 
bangunan. 

(2) Jarak antar bangunan dan jar<tk antara as jalan 
dengan pegar halaman yang diberlakukan per 
kapling/persil dan/atau per kawasan. 

(3) Peneta.pan jarak antar bangunan dan jarak antara iu; 
jalan derwm pagar halaman berlaku untuk di atas 
permukaan tanah maupun di bawah permukaan 
t:anah (basement). 

( 4) Penetapan jarak antar bengunan dan jarak antara as 
jalan dengan pagar halaman untuk di bawah 
pennuka.an tan.ah dida.saTkan pado. pertinibangan 
kP.hP.rnclaBn atau rencana jaringan pembangunan 
utilitas umum. 

(5) Ketentuan besamya jarak antar bangunan dan jarak 
antara as jalan dengan pagar balaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ntau 
pengarursn sementara persyaratan intensitas 
Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati. 

(6) Rupati dapat menetapkan lain untuk kawasan- 
kawasan tertentu dan spesifik. 

Pasal 26 

Pa.da daerah :sempadall dilarang: 
a. membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; 
b. mendirikan bangunan pennanen untuk hunian dan 

tempat usaha; 
c. bag! para pemanfaac lahan di tlae1·ah sempadan, 

daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai 
dan bekas sungai yang belum ikut ketentuan dalam 
peraturan ini asar dalamjangka wakt.u 6 (enarn) bulan 
sejak ditetapkannya daerah sempadan segera 
menyesuaikan. 

Pasal 25 

(6) KP.hmtuan besamya garis sempadan bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diseeuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, ~UT.I< 
dan RTBL dWI/atau pengaturan sementara dalaD\ 
Peraturan Bupati. 

(7) Bupa.ti dapat menetapkan lain untuk kawasan- 
kawasan tertentu dan spesifik. 



(1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin 
simetris dan sederhana guna mengantisipasi 
kerusakan akibat bencana alam gempa. 

(2) Bentuk bangunan ~ung harus dira.ncang dengan 
memperhatikan bentuk dan karalrteristik arsitektur 
disekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya 
rua.ng luar bangunan yang nyaman dan eerasi. 
terhadap linglcung11nnya. 

Pasal29 

( 1) Persysratan penampilan bangunan gi>;dung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan 
dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam 
pera.turan zonasi dalam RDTR dan/atau Peaturan 
Dupati tentang RTBL. 

(2) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat, (1) harue mem.perhatikan kaidah cstctika 
bentuk, karalctP.ristik arsitektur, teknologi dan 
lingkungan yang ada disekitarnya serta dengan 
mempertimbangkan kaidah pelestarian lingkungan, 
sosial, budaya, kearlfan lokal da.n keldni.an 
(modernita.s). 

(3) Penampilan bangunan gedung yang dtdtrikan 
bcrdainpingan dcngan bengunan gedung yang 
dilf>j\tstrikan, harus dirancang dengan 
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan 
karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang 
dilestaril<an. 

(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur 
tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar 
pcndapat TABG dan pendapat masyamkat dalam 
Peaturan Bupati. 

Pasal28 

Paragraf4 
Persya.ratan Arsitektur Bangunan Gedung 

Pa.sal 27 

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi 
persyara.tan penawpilan bangunan gedung, tata rueng 
dalam, keseimbaJl83ll, keserasian dan keselarasan 
bangunan gedung dengan lingkungannya, serta 
mempertimbangkan a.danya keseimbangan antara nilai- 
nilai adat/t:radisional sosial budaya setempat terhadap 
penera:pan bcrbegoi perkembangan a.rsitektur dan 
rekayasa. 

~. 



.. 

(1) Pel"5yaratan ke=imbllnga.ri, keseraeian dan 
ke8elamsan bangunan gedung dengan lingkungannya 
sebagaimana climaksud da!am Pasal 27 harus 
mempertimbangkan terciptanya ruang Iuar dan ruang 
terbuka h.ijau yang l!leimbang, l5erasi. dan llClm'rul 
dengan lingkunpnnya yang diwujudkan dalam 
pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses 
penyelamatan, sirkulasi lrendaraan clan manusia serta 
terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar 
bangunan gcdung. 

(2) Persyaratan keseimbangan, keserastan clan 
k~laraean bangunan godung dengan lingkungannya 
sebagaim.AnB dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan 

(RTHP); 
b. persyaratan ruttng ~wpadan bangunan gedung; 
c. pereyaratan tapak basement terhadap lingkungan; 

Pasal 31 

(11 Persyara.tan tata ruang dalazn bangunan gedung 
sebagaimana dirnaksud dalam Paool 27 harus 
memperhat:ilcan fungsi ruAng. arsitektur bangunan 
gedung dan keandalan bangunan gedung. 

(2) Bcntuk bangunan gedung ha.rus dirancang agar 9etiap 
ruang dalam dimun!dQnkan mensgunakan 
pencahayaan dan penghawaan ala.mi, kecuali fungsi 
bangunan gedung yang memerlukan sistem 
pencahayaan dan pengha.waan buatan. 

(3) Ruang dalam ba.ngunan gedung harus m.empunyai 
tlnggl yang cukup ~uai dengan fungsinya dan 
a.rsitektur bangunannya. 

(4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan 
gedung a.tau bagian bangunan gedung harus tetap 
memenuhi ketentuan pe~naan bangunan gedung 
dan dapat menjamin keamanan, keselamatan 
bangunan dan kebutuhan kenyamanan bagi 
penghuninya. 

Pasal 30 

(3) Bcntuk denah bangunan gedung adat atau tradillional 
harus memperhatil:an sistem nilai clan kearifan lokal 
yang berlaku di Jingkungan masyarakat adat 
bersa.ngkutan. 

(41 Atap dan dinding bangunan gedung barus dibuat dari 
konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan 
akibat bencana alam. 



Pasal 33 

(1) Persyaratan ruang sempadan depen bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud dalain ~ 32 
ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian 
lansekap pada n111s jalan yang terkait sesuai dengan 
ketentuan dalaJn RTRW, RDTR dan/ atau RTBL yang 
mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar /pohon 
dan bangUnan penunjang. 

(2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan 
bangunan sebagannana di.maksud pada ayat ( 1) dapat 
ditetapkan kruukteristik lansekap jalan atau n1Sl!I 
jalan dengan mempertimbanldcan k:eserasian tampak 
depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, 
pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur 
hijau median jalan dan sarana utilita.s umum lainnya. 

( 11 Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 
huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung 
dengan dan terlet.ak pada persil yang sama dengan 
bangunan gedung, berfungai scbagai tern.pat 
tumbuhnya tanaman, reAHJl9n air, sirkulasi, unsur 
estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang 
fasilitas (amenita.s). 

(2) 'Pt:rayara.tan RTHP ditetapkan dalam RTRW, ROTR 
dan/ atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung 
dalam bentuk garis sempadan bangunan, koefisien 
dasar bangunan, koefisi.cn dasar hijau, koefisien 
lantai hAngunan, sirkulasi dan fasili1a.8 parkir dan 
k:etetapan lainnya yang bersifat mengikat semua 
pihak berkepentingan. 

(3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
ditetapkan, maka ketentuan mengena! persyara.tan 
RTHP dapat dio.tur eementara untuk suatu lok11si 
dala.m Peraturan Bupati sebagai acuan bagi 
penerbitan IMB. 

Pasal 32 

d. ketinggian pekarangan da.11 lantai dasar 
bangunan; 

P.. daerah hijau pada bangunan; 
f. tata tanaman; 
g. sirkulasi dan fasilitas parkir; 
h. pertandaan I~); clan 
i. pem:ahayaan nu:ing luar bangunan gedung. 



, 

(1) Daerah liijat.u. Bangunan (DHB) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat 
berupa taman atap atau penanaman pada sw 
ban gun an. 

Pasa136 

(2) Tinggi. hmlai. dasar auatu banguna.n gedung 
diperkenanlran meneapai maksimal 1,20 (satu koma 
dua pulub) meter di atas tinggi rata-rata tanah 
pekarangan ata.u tinggi. rata-rata jalan, dengan 
memperhatikan keserasian lingkungan. 

(3) Apabila. tinggi tanah peke.rangan bera.da di bawah titik 
ketinggian ~ bebas banjir a.tau tcrdapat 
kcmiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar 
pada suatu tanah perpetakan maka. tinggi maksimal 
lant.ai dasar ditetapkan tersendiri. 

(4) Permukaan atas dari lant.ai denah (dasar): 
a. minimal 15 (lima belas) sentimeter dan maksimal 

45 (empat lima) sentimeter di at.as titi.k tertinggl 
dari pekarangan yang ~uclah dipcr&iapkan; 

b. ~kurang-kurangnya 25 jduo. lima) sentimeter di 
atas ririk tertinggi dari sumbu [alan yang 
berbatasan; 

c. dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam 
huruf a, tidal< berlaku untuk tanah-tenah yang 
miring. 

Pa58135 

( 1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila 
tinggi tanah pekaranga.n berada dJ bawah Litik 
ketinggUui (peill bebae banjir yang ditetapkan oleh 
Balai Sungai atau in('ltansi berwenang setempat atau 
terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan 
tinggi. yang besar pada tanah aali suatu perpetal<an 
maka tinggl maksimal lantai dasa.r ditctapkan 
tersendiri. 

(1) Pen~ya.ratan tapak basement terhadap lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 12) 
huruf c berupa kebutuhan basement dan besaran 
Koefisien Tapak .Basement (KTH) ditetapkan 
berdasarkan rencana peruntukan la.ban, ketentuan 
telmis clan kebijakan daerah. 

(21 Untuk penyediaaan RTHP yang memadal, Iantai 
busement pertama tid.ak dibenarkan keluar dari tapalc 
bangunan di atas tanah dan atap basement kedua 
harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) 
met.er dari pennukaan tanah. 

Pasal 34 



Pa.sal 40 

(1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung 
sebagaimana dimak~ud da!Am Paw 31 ayat (2) 
huruf i harus clisiediakan dengan mernperhatikan 
karakter lingkunR<LJl, fungsi dan arsitektur bangunan, 
estetika amenitas dan komponen promosi. 

Pasal 39 

(1) Pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat 12) huruf h yang ditempatkan pada 
baugunan, pagar, kavli.ng dan/atau ruang publik 
ti.dale boleh beruknran lebih besar dari elemen 
bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu 
karakter yang akan diciptakan/dipertahankan. 

12) Ketentuan lebih Ianjut mengenai pert.andaan (sign.age! 
bangunan ge«lung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dapat diatur dalal1I Peraturan Hupatl. 

,,,... .. 

Pasal 38 

(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib 
menyediakan fasilitas parkir sebagairnana dimaksud 
dalam P.~ 31 ayat (2) huruf g, yang proporsional 
untuk kendaraan 11oMm1i jumlah luas Iantai bangunan 
berdasarkan stander teknis yang telah diretapkan. 

(2) Fasi.litas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah 
ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, 
memudahkan aksesibilitas serta tidal<. mengga.nggu 
sirkulasi kcndwaan dan jal11r pejalan kaki. 

(3) Sistem sirkulasi sehageimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara 
sirkulasi ektemal dan sirkulasi internal bangunan 
gedung serta ant.ara individu pemak.ai bangunan 
dengan sarana transportasinya. 

Pasal 37 

Tata tanamaD sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter 
tanaman clan penempatan tanaman dengiui 
mcmperhitungkan tingkat ke$t:abilan tanah/WBdah 
t~pBt tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang 
ditimbulkannya. 

(21 DHB mcrupekan bagian dari kewajiban pemobonan 
lMB untuk menyediakan RTHP dengan luas 
maksimum 25% (dua puluh lima persen] dari RTHP. 



(1) Setiap bangunan gedung dan persilnya wajib 
mengelola air huian sebagai upaya dan kegjatan 
untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, 
dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, 
inJiltrasi air hujan d.an mcnyimpan sementara air 
hujan untuk menurunkan debit banjir melalui 
optimasi pemanfaa.tan elemen alam clan pemanfaatan 
elemen buatan. 

(2) Instrumen pe)aksanaan pengelolaan air hujan pad.a. 
bangunan gedung dan persilnya meliputi: 

Pasal43 

(1) Seliap kegiatan dalam bEmgunan dan/atau 
linglrungannyA yang mengganggu atau menimbulkan 
dampak besar dan penting terhadap lalu lintas harus 
dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu 
Linta.s (Andalalin). 

(2) Persyaratan dokumen Andalalin disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 42 

Paragraf4 
Pcrsyamton Pengendalian Dampak Llnglcungtn 

Pasal 41 

(1) Seriap kegiatan dalam bangunan dan/atau 
lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan 
dampak besar dan penting rerhadap hngkungan 
hidup narus dilengkapi dengan dokumen lingkungan 
hidup d<m/ atau izin lingkungan. 

(2) Dokumen linglcungan hidup dan/atau izin lingkungan 
~bagaimana dimaksud pada ayat (11 meliputi Kajian 
Linglrungan Hidup Strategis (KLHS), AnaJisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upa.ya 
PengeloJaan Lingkungan (UKLJ dan/atau Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL). 

(3) Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin 
lingkungan dlsesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perunda.ng-undangan yang berlaku. 

r+-, 

(21 l'encahayean yang diha.silkan sebagaimana d;m.Rksud 
pada ayat (1) harus memenuhi keserasian dengan 
pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan 
dari peneranganjalan umum. 



( 1) Rencana Tata Bttngumill dan Lingkungan atau RTBL 
memuat program bangunan dan lingkungan, rencarra 
umum dan panduan rancangan, rencana investasi 
dan ketentuan pengendahan rencana dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan. 

(2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana 
dimak3ud pada ayat (1) memuat jenis, jumJah, 
besaran dan luasan hangnnan gedung, serta 
kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, 
fasilitas eoeial, prasarana aksesibilit:as, sarana 
pencahayaan dan sarana penyehatan lingk.ungan, 
bailc berupo. penataan prasarana dan sarana yang 
sudah ada maupun baru. 

Paragraf 5 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

Pasal 44 

a. informasi klll'akteristik wilayah terkait dengan 
karakteristik tanah, topografi, muka air tanah dan 
jenis sarana. pengdolaan air hujan; 

b. instrumen pelakeanaan pengelolaan air hujan 
pads. bangunan gedung baru; dan 

c. instrumen pelaksanaan pengelolaan arr hujan 
pada bangunan gedung eksisting. 

(3) Tahapan penyele11Maraan pengelolaan air hujan pada 
bangunan gedung dan persilnya terdiri ata.s: 
a. tahapan penyelenggaraan untuk gedung baru; 

dan 
b. rahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting. 

(4) Status wajib kclole. air hujD.n pada bangunan gedung 
dan persilnya ditetapkan oleh pemerintBh daerah, 

(5) Keteta.pan status wajib kelola air bujl'ln pada 
bangunan gedung dan persilnya disampaikan kepada 
pemohon IMB bersamaan dengan penerbitan surat 
Keterangan Kencana Kabupaten (KRK). 

(6) Pemenuhan ketetapan status wajib kelo1a air hujan 
dalam dokUmen rencana tekrns bangunan gedung 
merupakan bagian da.ri pra-syarat diterbltkannya 
IMB. 

(7) Starus wajib kP.lol11 air hujan pa.da bangunan gedung 
dan persilnya, meliputi: 
a. status wajib kelola air hujan penentil 95; dan 
b. status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis 

hidrologi speBifik. 

(8) Ketenuian lebih lanjut mengenai pcngclohum air 
hujan pada bangunan gedung dan persi]nya diatur 
dalam Peraturan Bupati . 

. ,-.. 



(31 Rcneann urnum dan panduan ranr.angan 
sebagaimana dim.aksud pada ayat ( 1) merupa.kan 
ketentuan-Jretentuan tata bangunan dan lingkungan 
pada suatu linglrungan/kawasan yang memuat 
rencana peruntukan lahan makro don rnikro, rencana 
perpetru<an, reneana tapak, rencana sistem 
pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, 
rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana 
wujud visual bangunen dan ruang terbuka hijau. 

(4) Rencana investasi. sebagaimana dimaksud pada 
ayat Ill merupakan arahan program tnvestaai 
bangunan gedung dan lingkungannya. yang cliausun 
berd:a.sarkan program bangunan dan lingkungan serta 
ketentuan rencana umum dan panduan reneana yang 
memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangJcu 
kepentlngan dalarn prui::;es pengendalian investasi dan 
pembiayaan dalam penataan lingkungiin /kawasan 
dan merupakan ntjukan bagi. para pemangku 
kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi 
dan pembiayaan suatu penataan atau pun 
mcnghitung tolok ukur keberhasilan mvestaei, 
sehingga tercapai kesinambungan pentahapan 
pelaksanaan pembangunan. 

(5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaim.Bna 
di.maksud pads. avat ( 1) merupakan alat mobilisasi 
peran masing-masing pemangku kepentingan pada 
masa pelaksanaan atau maaa pemberlakuan RTBL 
8CSUai dcngan ka.pasitasnya druam euatu sistem yang 
disepakAfi hersama dan berla1ru sebagai rujukan bagi 
para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat 
keberhasilan kesinambungan pentahapan 
pelaksanaan pembangunan. 

(6) Pedoman pengenda1ian pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk 
menganillkan perwujudan pela.ksanaan pena.taa.n 
b.angunan dan lingkungan/k$1WSIAAn yang 
berdasarkan dokumen RTBL. dan memandu 
pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, 
meningkat dan berkelanju11ill. 

(7) RTBL disusun beniasarkan pada pola penataan 
bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan 
oleh. Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat serta 
dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah 
Daerah derwm swasta. dan/atau masyarakat seauai 
dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/ 
kawasan bersangkUtan dengan mempertimbangkan 
pendapa.t para ahli dan mo.eyarakat. 



(1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap 
beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
meliputi persyaratan struktur bangu.nan gedung, 
pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas 
bangunan gedung, etruktur bawah bangunan gedung, 
pondasi Jangsung, pondasi dalam, keselamatan 
struk:tur, keruntuhan struktur dan persyaratan 
bahan. 

(2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) harus kuat/kokoh, i:sl.H.bil dalam 
memikul beban dan memenuhi peniyaratan 
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur 
yang direncanakan dengan mempertimbangkan: 

Patial.47 

PerlS}'~.}llafi keeelematan bangunan gedung scbagallnana 
dimaksud dabun Pa'!lll 4S meliputi persyaratan 
kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, 
perayaratan kemampuan bangunan gedung terhadap 
bahaya kebakaran dan persyaratan kernampuan 
bangunan gedung terhadap bahaya petir. 

Pasal 46 

Puragraf6 
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung 

Pasal.45 

Persyaratan keandalan bangunan gedung terdirt dari 
persyaratan keiselamatan bangunan gedung, pemyarntan 
~sehatan bangunan gedung, persyaratan kenyamanan 
bangunan gedung dan pecsyaratan kemudahan bangunan 
gedung. 

(81 Pola p!'!T)At.aan bangunan gedung dan lingkungan 
eebegaimana djmaksud pada ayat (7) meliputi 
pembangunan baru (new development), pemba.ngunan 
slsipan parsial (infill dern:luprne114, peremajaan kota 
(urban renewal}, pembangunan k:embali wilAyBh 
perkotaan (urban redevelopment}, pembangunan 
untuk mengbidupkan kembali wilayah perkotaan 
(urban relJitali?XJrion), dan pelestarian kawasan. 

(9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan 
bangunan gedung clan lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada aya.t (8) ini ditujukan bagi berbagai 
status kawasan seperti kawasan baru yang potensial 
berkembang, kawa.san terbangun, kawasan yang 
dilindungi dan dilestarikan atau kawasan yang 
bersifat gabungan atau campuran dari ket:iga jeni& 
kawasa.n pada ayat ini. 

(10)RTBL ditetap~l dengan Peraturan Dupati. 



a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan 
kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan 
gedung; 

b. pengaruh ak81 sebagai akibat dan beban yang 
bckerjn eelama umur layanan atruktur baik ~hiln 
muatan tet.a.p maupun sementara yang timbul 
akiba.t gempa, angin, korosi, jamur dan serangga 
perusak; 

c, pengaruh gempa terhadap substrUktUr maupun 
atrukrur ba.ngunan gcdung eeeuai zona 
gempanyB; 

d. atrulctur barsgunan yang direncanakan secara 
datail pada kondisi pembebanan maksimum, 
sehingga pada saa.t terjadi keruntuhan, kondisi 
struktumya masih memungkinkan penyel.amatan 
dirl penghuninya; 

e. struktur bawah bangunan gedung pada ln'kasi 
tanah yang dapat terjadi likulfaksi; clan 

f. keandalan banKUnan gedung. 

(3) Pembebanan pada bangunnn gedung s;ebagaimana 
dimaksud pada ayat 11) harua dianalisis dengan 
memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, 
beban sementara atau beban khusus yang mung)dn 
beke1ja selama umur pcle.yan.on dengan 
menggunakan SN! 03-17:26-2002 tentang Tata Cara 
Perencanaan Ketahanan Oempa Untuk Rumah dan 
Gedung atau edisi terbaru SNI 03-1727-1989 tentang 
Tata cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah 
dim Oedung atau ediai terbaru a.tau standar baku 
dan/atau pedoman teknis. 

(4) Struktur at.as bangunan gedung sebagaimana 
dimakRud pad.a ayat (1) meliputi konstruksi beton, 
konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi be.mbu, 
konstruksi dengan bahan clan teknologi khusus 
dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai 
berikut: 
a. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 tenzang Tata 

cara perencanaan beton dan struktur dinding 
bertulang untuk rumah dan gedung atau edisi 
terbaru, SNI 03-2847-1992 tentang Tata cara 
penghitungan struktur beton untuk bangunan 
gedung atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994 
tentang tata cam perencanaan dinding struktur 
pasangan blok beton berongga bertulang untuk 
bangunan rumah clan gedung atau edisi tcrbaru, 
SNI 03-3976-1995 tentang tats cara pengadukan 
pengecoran beton atau edisi terbaru, SNI 03- 
2834-2000 tentang Tata cara pembuatan rencana 
campuran beton normal atau edisi terbaru, SNI 

.- .. 
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(6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat \5) harus direncanakan seblngga dasarnya 
terletak di atas lapillall tamlh ynng mantap dengan 
daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama 
berfungsinya bangunan gedung tidak mengalami 
penurunan yang melampaui batas. 

(7) Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
digunakan daJam hal lapisan tanah dengan da.ya 
dukung yang terletak cukup jauh di !Jawah 
permukaan tanah sehingga pengguna pondasi 
langsung dapat menyeb:tbkan penurunan yang 
berlebihan at.au ketidakstabilan konstruksi. 

(8) Keselamatan struktur ..ebagaimAnA dimaksud pada 
ayat (1) merupakan salah satu penentuan tingkat 
keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari 
hasil Pemeriksaan BerkU oleh tenaga ahli yang 
bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis 
t>emeriksaan &rkala Bangunan Gedung. 

03.-3449-2002 tentang Tata cara rencana 
pembuatan campuran beton ringan dengan 
ogregat ringan atau edisi terbaru; tata cara 
perencanaan dan pa]aksanaan konstruksi beton 
pra-cetak dan pra-tegang untuk bangunan 
gedung, metode pengujian dan penentuan 
parameter percncanaan tahan 8CfDpa konstruksi 
beton pra-cetak dan pra-tegang untuk bangunan 
gedung dan spesifikasi sistem dan material 
konst:rulari beton pra-cetak dan pra-tegang untuk 
bangunan gedung; 

b. konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 tentang Tut.a 
Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Baja 
dan Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Bala 
Selama Masa Konstruksi; 

c. konstruksi kayu: SNI 7973-2013 tentang 
Spesifilcasi Desain Untuk Konstruksi Kayu; 

d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah 
perencanaan konstruksi bambu berdasarkan 
pedoman dan standar yang terkait; clan 

e , konstruksi dcngan bahan don teknologi khusue. 
mengilruli kaidah perencanaan konstruksi bahan 
clan teknologi khusus berdasarkan pedoman dan 
standar yang terkait. 

(5) Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) meliputi pondasi langsung 
clan ponda.si dalam. 



,.. 

(1) Penyam.tan kemampuan bangunan gedung terhadap 
bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi alrtif, 
sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar clan 
aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, 
persyaratan pcncahayaan darurat, tanda arah ke luar 
dan s;stem peringatan bahaya. persyaratan 
komunikasi da!am bangunan gedung, persyaratan 
instalasi bahan bakar gas clan manajemen 
penanggulangan kebakaran. 

(21 Setiap ba.ngunan gedung kecuali rumah tinggfil 
tung.gal dan rumah deret sederhana haru» dilindungi 
dari bahaya kebaka.ran dengan sistem proteksi aktif 
yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem 
diteksi dan alarm. kebakaran, sistem pengendali asap 
keba.ka.Ian dan pusa.t pengendali kebakaran 

(3) Set!ap bangunan gedung kecuali rumah tinggal 
tunggal dan rumah deret sederhana harus dilinc1ungi 
dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif 
dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 tentang Tata 
Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk 
Pencegahan Baba.ya Kebakarllll pada Bangunan 
f'ittlung atau edisi terbaru dan SNI 03-1746-2000 
tentang Tata Cara Perencanaan d.an Pemasangan 
Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan Terhadap 
Bahaya l<ebakaran pada Bangunan Oedung atau edisi 
terbaru. 

(4) Pcrsyaratan jalan kc lua.r don akseeibilitae unruk 
pemada.man kebakaran meliputi perencanaan akses 
bangunan dm lingkungan untuk peneegahan bahaya 
kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan 
keluar untuk penyclamata.n sesuai dcngan SNI 03 
1735-2000 tentang Tllta Cara Perencanaan Bangunan 
d.an Ungl<ungan untuk Pencegahan Bahaya 
Kebaka.ran pada Bangunan Rumah dan Gedung atau 
edisl terbaru dan SNI 03-1736-2000 tentang Tata 
Cara Perenca.naan Sistem Proteksi Pasif untuk 
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan 
Gedung atau edisi terbaru. 

Pasal 48 

(9) I<eruntuhan struktur eebagaimaaa dimaksud pad.a 
ayat (1) merupakan salah satu kondisi yang harus 
dihindari dengan cara melakukan pemeriksaan 
berkala tingkat kea.ndalan bangunan gedung eesuai 
dengan ~ratut'lln Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis 
Pemeriksaan Berkala Bangunan Oedung. 

( lO)Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat (I) harus memenuhi persyarata.n keamanan, 
kcselamatan lingkungan dan pengguna bangunan 
gP.dung serta sesuai dengan SNI terkait. 



(2) Persyarafml instalasi proteksi petir hams 
memperhatikan perencanaan eistem proteksi pctir, 
ineta)asi protekai petir, pemHiklVlan clan 
pemeliharaan serta memenuhi SNI 03-7015-2004 
t.entang Si.stem Proteksi Petir pada Bangunan Gedung 
atau edisi terbaru dan/atau standar tekme lainnya. 

(3) Persyaratan sist.em kelistnlcan harus memperhatikan 
perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi 
listrlk, beban listrik, sumber daya listrik, 
transfonnator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan 
pemeliharaan dan memenuhi SNI 04-0227-1994 
tentang Tegangan Standar atau edisi terberu, SNI 04- 
0225-2000 tentang Persyara.tan Umum Instalasi 
Listrik o.tau ediei terbaru, SNI 04-7018-2004 tf!niang 
Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga atau 
edisi terbaru dan SNI 04-7019-2004 tentang Sistem 
Pasokan Daya Listrik Darurat Menggunakan Energi 
Tersimpan atau Edisi Tcrbaru dan/atau 11tandar 
teknis Iainnya. 

(1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap 
bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi 
persyaratan instalas! proteksi petir dan persyara.tan 
sistem kdistrikan. 

Pasa.149 

(5) Persyaratlm pencahayaan darurat, tanda arah ke luar 
dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk 
memberikan arahan bagi pengguna. gedung dalam 
keadaaan darurat untllk menyelamatkan dirt sesuai 
dengan SNI 03-6573-2001 tentang Tata Cara 
Peran.cangan Pf!nc-.a.hayaan Darurat, Tanda Arab dan 
Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung 
atau edisi terbaru. 

(6) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung 
sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk 
keperluan internal maupun untuk hubungan ke Iuar 
pada aaat terjadi kcbakarrul a.tau kondi.si lainnya 
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai telekomuni.kasi. 

(7) Pernyara.t.an instalasi bahan hakar gaR meliputi jenis 
bahan bakar gas dan instalaai gas yang dipergunakan 
baik dala!n jaringan gas kabupaten maupun gas 
tabung mengikuti ketentuan yang ctitetapkan uleh 
inetansi yang berwcnang. 

(8) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasiflkasi, 
tuas, jumhth Iantai dan/ atau jumlah penghuni 
tertentu harus mP.mpunyaj unit manaiemen proteksi 
kebakaran bangunan gedung. 

,,. .. 



Paragraf7 
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung 

Paw s1 

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi 
persyaratan siatem penghawaan, pencahayaan, sa.nitasi 
clan penggunaan bahan bangunan. 

(2) Ststem pengamanan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat (l) merupakan kelengkapAn pengamanan 
bangunan gedung untuk kepentingan umum dari 
bahaya bahan peledak yang metiputi prosedur, 
peralatan dan petugas pengamanan. 

(3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan 
pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan 
membawa bend.a atau bahan berbahaya yang dapat 
meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung 
d.an/atau pengunjung di dalamnya, 

(4) Pera1atan pengtllWl1UU1 eebafV'imana dimakaud dalam 
ayat (2) merupakan peralatan detektor yang 
digunakan untuk memeriksa pengunjung bangunan 
gedung yang kemungkinan membawa benda atau 
bahan bcrbahaya. yang dapat meledakkan dan/atau 
memhaksir bangunan gedung dan/atau pengumung di 
dalamnya. 

(SI Pctugas pcngamanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (:2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk 
memeriksa pengunjung bangunan gedung yang 
kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya 
yang d~pat meledakkan dan/atau membnkar 
banguna.n gedung d!MI/ arau pimgunjung di dalamnya. 

(6) Persyaratan si.stem pengamanan sebagatmana 
dimaksud pada. ayat t2) yang meliputi ketentuan 
mengenai tat.A eara perencanaan, pemasangan, 
pemeliharaan instalasi sistem pengamanan 
disesuaikan dengan pedoman dan standar teknis yang 
terkait. 

Pasal 50 

(11 Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum 
harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang 
memadai untuk menoegah terancamnya kcselamat.an 
penghuni dan harta benda a.kibat bencana bahan 
peledak. 



Pasal 53 

(1) Si.stem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana 
djmaksud dalam Pasal 51 dapat berupa siatern 
pencahayaan ala.mi dan/atau buatan dan/atau 
pencahayaan darurat sesuai dengan fungainya. 

(2) Bangunan gedung tempat tinp dan bangunan 
gedung untuk pelayanan umum harus mem.punyai 
bukaan untuk pencahavaan alami yang optimal 
disesuai.kan dengan fungsi bangunan gedung clan 
fungsi tiap-tiap ruangan dalain bangunan gedung. 

(3) Sistem pencahayaan buatan sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (11 harue memenuhi persyaratan: 
a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan 

sesuai fungsi ruang dalam dan tidak 
1ne1Limbulkan efek silau/pantule.n; 

b. ststern pencahayaan darura; hanya dipakai pa.da 
bangunan gedung fungsi h'!rt~nhl, dapat bekerja 
secara otomatis dan mempunyai tingkat 
pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; 

c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/ 
otomatis dan ditempatkan pada tempat yang 
mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan. 

(3) Persyaratan telmis si.stem dan kebutuluu1 ventilasi 
harue mengikuti SNI 03-6390-2000 tentang 
Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan 
Gedung atau edisi terbaru, SN! 03-6572-2001 tentang 
Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan 
Pengkondieian Udara peda Bangunan Gedung atau 
edi,;i tP.rhllru, atandar tentang tata cata perencanaan, 
pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi 
clan/atau standar teknia terkait. 

(lj Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pual 51 dapat berupa ventilasi 
a1ami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai 
dengan fungs:lnya. 

(2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan 
gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai 
bukaan permanen atau yang dtl~l dibuka untuk 
kepentingan ventilasi alami dan kisi-ki.si pada pintu 
clan jendela. 

Pasal 52 



,. 

(I] Sistem pengolahan dan pembuangan air 1.im.bsh/kotor 
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 51 harus 
direncanaksn dan dipa.sang dengan 
mempertimbangkan jems dan tillgka.t bahayanya yang 
diV1'Ujudkan dalr.un bentuk pemilihan sistem 
pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan 
yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan 
pembuangannya. 

(2) Air limbah bera.cun dan berbahaya tidak boleh 
digabung dengan air limbah rumah tangga yang 
sebelum dlbuang lee saluran terbuka harus diproses 
scsuai dengQll pedoman dan standar teknis terkait. 

Pasal 55 

(2) Sistem air minum dalam bangunan gf'!l'lung 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (ll harus 
direncanakan dengan mempertimbangkan surnber air 
minum, lcualitas air bersih, sistem diislribusi dan 
penampungannya. 

(3) Persyaratan air minum dalain bangunan gedung 
harus mengikuti: 
a. kualitas air rninum sesuai dengan ke.tentuan 

pera.turan perundang-undangan mengenai 
persyaratan ku.alitas air minum dan Pedoman 
teknis mengenai sistem plambing; 

b. SHI 03-6481-2000 lenta.ng Sistem Plambing 2000 
at:au ediai terbaru; dan 

c. pedoman dan/atau pedoman teknis terkait. 

(1) Sistem sanltasi bangunan ge<lung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa sistem air 
minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan 
dan pembuangan air limbah/lmtor, persyara.tan 
instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air 
hujan, persyaratan faailitasi sanitasi dalam bangunan 
gedung (&aluran pembuangan air kotor, ternpat 
sampah, penarnpungan sa.mpah dan/atau pengolahan 
sampah). 

Pasal 54 

(4) Persyaratan t:eknis sistcm penrohayoan harue 
mengikuti SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi 
Energi Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan 
Oedung atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 tentang 
Tata Cara Perancangan Sist.em Pencaha.yaan Alami 
pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru, SNI 03- 
6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem 
Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung atau 
edisi terbaru d.an/ atau standar tekrus terkait. 



Po.ool 57 

(1) Sistem air hujan aebagaimana dimaksud dalam 
Pasal G4 harus direncanakan dan dipo.oo.ng dengan 
mempertimbanglcsin ketinggian permukaan air tanah, 
kemampuan tanah atau batuan dalam meloloskan air 
(penneabilitas) tanah dan ketersedi.aan jaringan 
dminase lingkungan /Kabupaten. 

(2) Setiap bangunan gedung dan peluu-.u1gannya harus 
dilcngkapi dengan siatem penyaluran air hujan baik 
dengan sistem peresapan air ke daJam tanah 
pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam surnur 
resapan sebelum diaJirkan ke jaringan drainase 
lingk.w1gan. 

(3) SI.stem penyaluran air hujan harue dipelihara untuk 
mencegah terjadinya endapan dan penyumhsltan pada 
saluran. 

(4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti 
ketentuan SHI 03-4681-2000 tentang Sistem 
Plambing 2000 atau edisi terbaru, SNI 03-2453-2002 
tcntang Tata Cara Perenca.na.an Sumur Re118.pan Air 
Hujan untuk Laban Pekarangan atau edisi terbaru, 
SNI 03-2459-2002 tentang Spesifdcasi Sumur 
Resapan Air Hujan untuk Laban Pekarangan atau 
edisi terbaru dan Standar tentang Tata Cara 
Perencanaan., Pemasangan dan PemeJiharaan Sist:em 
Penyaluran Air Hujan pada Bangunan Gedung atau 
Standar Baku dan/atau pedoman terkait. 

Pasa156 

(11 Persyaratan instalasi vs medilc sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 wajib diberlakukan di 
fasilitas pelayanan kesehat.an di rumah sakit, rumah 
perawatan, fasllltas hiperbank, klinik bersalin dan 
fasilitaa kcechatan lfl.i.nnyo.. 

(21 Poten.si bahaya kebakaran don ledakan yang 
berkaitan dP.Ylgl'n sistem perpipa.an gas medik dan 
sistem vacum gas medik hams dipertimbangkan pad.a 
saat perancangan, pemasangan, pengujian, 
pengopera.sian dan pemeldsaraannya. 

(31 Persyaratan instansl gas medik barus n1engikuti SNI 
03-7011 ·2004 tent.ang Keselamatan pada Bangunsin 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau edisi terbaru 
dan/atau standar baku/pedoman teknis terkait. 

(3) Persyaratan telalis sistem air limbah harus mengi.kuti 
SNI 03--6481-2000 tentang Sistem Plambing 2000 
a.tau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 tent.Ang Tata 
Cara Pereneanaan Ta.ngki Septik dengan Sistem 
Resapan atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 
tentang Spesifikasi dan Pemasangan Perangkap Bau 
atau edisi terbaru dim/ atau atandar teknis terkait. 



Pasal 59 
(l) Bahan bangunan gedung sebagafmana dimaksud 

dalam Pasal 51 harus aman bagi kesehatan pengguna 
bangunan gedung dan tidak menirnbulkaJ'l dampak 
penting tcrltado.p lingkungan eerta penggunaannY}l 
dapat menunjang pe!estarian lingkungan. 

(2) Bahan bangunan yang amen bagi kceehatan dan 
tidak menimbulkan dampalc penting harus memenuhi 
kriteria: 
a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun 

bagi kesehatan pengguna bangunan gedunH; 
b. tidak menimbulkan efek eilau bagi pc;-ngguna, 

ma.syin·a kat dan lingkungan sekitarnya; 
c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur; 
d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan 
e. ramah lingkungan. 

(1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam 
bangunan gedung sebagaimana dlmaksud dalam 
Paeal 54 harue direncanakan d.an dipasang d1mgan 
mP.Tllpertimbangkan fawtas penampungan dan 
jenisnya. 

(?.I ~rtimbangan fasilitas penampungan diwujudkan 
dalam bentuk penyediaan tempat penampungan 
kotoran dan sampah pada bangunan gedung denga.n 
memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah 
penghunidan volume kotoran dan sampah. 

(3) Pertimbanpn jenis kotoran dan sampah diwujudkan 
dalam bentuk penempatsn pewadahan dan/ atau 
pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan 
penghuni, masyarakat dan lingkungannya. 

(4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah 
sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan 
sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan 
pcmbuangan akhiT dapat bergabung dengan sistem 
yang sudah ada. 

(5) Potenai redukai sampah d.RpAt. dilakukan dengan 
mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali 
sampah bekas. 

(6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, 
laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar 
dengan insineralOT yang lidak mengga.nggu 
lingkungan. 

Pa~58 
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.t>asa.l63 

(1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 merupakan kondisi dari 
hak pribiidi pengguna yang di da.lam melaksanakan 
kegiatannya di dalam ge.dung tidak terganggu 
bangurum gedung lain di sekitamy~. 

( 1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam 
ruang eebagaimana dimaksud daiam Pasal 60 
merupakan tingkat kenyamanan yang diperolell dari 
temperatu.r Wm kelembaban di dalam ruang untuk 
ters.elenggaranya fungsi bangunan gedung. 

(2) Peiisyan1tan kenyaDlllilllll kondisi udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) hams mengikuti SN[ 03- 
6389-2000 t..entang Konseavasi Energi Selubung 
Bangunan pada Bangunan Gedung atau edisi 
terbaru, SNT 03-6390-2000 tentang Konl'.lerva&i Ene'rgi 
Sietem Tata Udara pada Bangunan Gedung atau PJ('lisi 
terbaru, SNI 03-6196-2000 tentang Prosedur Audit 
Energi pad.a Bangunan Gedung atau edisi terbaru, 
SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan 
Sislem Ventila& dan l'engkondiaian Uda.ra pads. 
Bangunan Gednng atau edisi terbaru dan/atau 
standar baku dan/ atau pedoman teknis terkait . 

Pasal 62 

Pasal 61 

(1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan 
antar ruang sebagalmana climaksud dalam Pua! 60 
merupakan tingkat IrenyamanAn yang diperoleh dari 
dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi 
antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak 
dalam ruangan. 

(2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11 harus mempertimbangkan fungsi ruang, 
jumlah pengguna, perabot/fumitur, aksesibilitas 
ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan. 

Paragraf8 
Persyamtan Kenyamanan Bangunan Gedung 

Pasal.60 

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung melipuU 
kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, 
kenyRmBnan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan 
pandangan, serta kenya.manan terhadap tingkat getaran 
clan kebisingan. 



..· .. ·~ 

Pasal64 

(l) Persyaratan kenya.manan terhadap t:ingknt getaran 
clan kebisingan ~hagaimana dimaksud dalam 
Pasa1 60 merupakan tingkat kenyamanan yang 
ditentukan oleh satu keadaan yang tidak 
mengakibatkan pengguna dH.11 fusigsi bangunan 
gedung te?'gariggu oleh getaran dan/atau kehisingan 
yang timbul dari dalarn bangunan gedung maupun 
lingkungannya. 

(2) Untuk mendapatkan ken.vamanan dari getaran dan 
kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
penyelenggara. bangunan gedung harus 
Inempcrtinibangkan jcnis kegiotan, penggunaan 
peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising 
lainnya yang berada di dalam maupun di luar 
bangunan gedung. 

(3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran 
dan kebisingan pads. bangunan gedung sebagaimana 
dlmakeud pada ayat ( 1) harus memenuhi ketentuan 
dalam stanilBr t.eknis mengenai tata cara 
perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan 
kebisingan pada bangunan geclung. 

(2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana 
di.maksud pada ayat [I] harus mempertirnbangkan 
kenyamanan pandangan dari dalaJn bangunan, ke 
luar bangunan dan dari Luar kc ruang ruang tertentu 
deism bangunan gedung. 

(31 Perayaratan kenyamanan pandangan da.ri dalaJn ke 
luar hllngunan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 
harus mempertimbangkan: 
a. gubahan massa. bangunan, rancangan bukaan, 

tata ruang da1am clan luar bangunan dan 
rancangan bcntuk luar ba.ngunan; 

b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan 
gedung dan penyediaan Rrn. 

(4) Perayara.tan kenyamanan pandangan dari luar ke 
dalam banguaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mempertimbangkan: 
a. rancangan buka.an, tata ruang daJam dan luar 

bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan; 
b. Irebcradaan bangunan gedung yang ada dan/atau 

yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan 
penyediaan Rlii; dan 

c. pencegahan terhadap gangguan silau dan 
pantulan sinar, 

(5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada bangunan 
gedung sebagaimana. cfunaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) harus memenuhi ketentu.an d1=1l1=1m atandar 
teknis terkait. 
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Pa.sal67 

( 1) setiap bangunan bertingkat harua menyediakan 
sarano. hubungan vertikal antar lantai yang memadai 
untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung 
berupa rangga, ram. Hjt, tangga berjalan (eskalato1) 
atau lantai berjalan ltravelrito,,. 

Pa5al.66 

(1) Kemudahan hubungan ke · dari dan di dalam 
bangunan ged.ung sebagaimana dunaksud dalam 
Paeal 65 meliputi tel'9edianya fasilitas dan 
aksesibilitas yang mudah, aman clan nyaman 
termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, ibu 
hamil dan lanjut usia 

(.2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan 
te:t :tedianya hubungan horizontal dan vertikal antar 
ruang dalam bangunan gedung, akees evakuasi 
termasuk bagi penyandang disabilitas, anak-anak, 
ibu hamil dan lanjut usia. 

(3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk 
kepentingan publik, harus menyediak.a.n fasilitas dan 
kelengkapan sarana hubungan vcrtikal bagi semua 
orang termasuk manusia berkebutuhan khusus. 

(4) Setiap bangunan gedung harus rnemenuhi 
persyaratan lremudahan hubungan horizontal berupa 
tersedianya pintu dan/atau koridor yang memada.i 
delam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan 
ptntu yang dipertiiobangkan berdaearkan besaran 
ruangan, fungsi ruangan dan jumlsih pengguna 
bangunan gedung. 

(5) Ukuran koridor sehagai akses hori:r.ontal antar ru.ang 
dipertimbangk:an berdasarkan fungsi koridor, fungsi 
ruang dan jumlah pengguna. 

(6) Kelengkepan sarana clan prasarana harus 
disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan 
persyaratan Jingk:ungan bangunan gedung. 

Persyaratan kemudahan meliputi kemudnhan hubungir.n 
ke- dari dan di da1am bangunan gedung serta 
kelengkapan earana dan prasarana dalam pemanfaatan 
bangunan gedung, 

Pasal65 

Paragraf9 
t'enyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 



(1) Bangurum gcdung yang dikenai pemyaratan 
hangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung 
baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. 

Pasal 69 

Bagian Keempat 
Persyaratan Bangunan Oedung Hijau 

Pasa168 

Prinsip bangunan gedung hijau meliputl: 
e: penunusan kesamaan tujuan. pemahaman sertn 

rencana tindak; 
b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa 

lahan, material, air, sumber daya alam maupun 
sumber daya manusia (reducej; 

c, pengurangan timbulAn limbah, baik fieik maupun 
non-fisik; 

d. penggunaan kembali sumber daya yang telah 
digunakan sebelumnya (reusej; 

e, pengguna.an aumber do.ya. haeil siklue ulang !recycle}; 
f. Pf'lrlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan 

hidup melalui upaya pelestarian; 
g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan 

1klJtn dan bencana; 
h. oricntasi kepada siklue hidup; 
i. orientasi kepada pencapa:ian mutu yang diinginkan; 
j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; 

dan 
k. peningkatan dukungan kelerubagaan, k:epemimpinan 

dan manajemen di!IRm implementas;. 

(2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan 
vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, 
Iuas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta 
keselamatan pengguna bangunan gedung. · 

(31 Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 [lima) 
lantai harua menyediakan aft penwnpang. 

(4) Setiap bangunan gedung yang memiliki lift 
penumpang harue menycdiaka.n lift khueue 
kebalcarari atau lift penumpang yang dapat 
difungsikan sebagai lift keba.karan yang dimulai dari 
lantai dasar bangunan gedung. 

(5) Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengilruti SNI 03-6573-2001 tentang Tata Cara 
Perancangan Sistcrn Transportasi Vert:ikal Dalam 
~dung (lift) atau f!d;11i terbaru atau penggantinya. 



(1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar 
budaya yang dilestarikan sebagaima.na dimaksud 
dalam I'asal 72 huruf a mcliputi: 
B. status bangunan gedung sebagai bangunan 

gedung ca.gar budaya; 
b. status kepemilikan; clan 
c. perizinan. 

(2) Keputusan penetapan status bangunan ged.ung 
sebagai bangunan gedung cagar budaya eebagalmana 
dimakaud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang cagar budaya. 

Pasal 73 

Setiap bangunan gcdung cagor budnya yang dileatarikan 
harus memenuhi persyaratan: 
a. administratif; dan 
b. teknis. 

Pasal 72 

Bagian Keli.ma 
Persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya 

yang Dilestarikan 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan 
gedung hiiau diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 71 

Pasal 70 

(1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan 
gcdung. 

l2) Selain persyara.tan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bangunan gedung hijau juga harue 
memenuhi persyaratan bangunan geclung hijJ:nJ. 

(2) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan 
bangunan gedung Hijau dibagi menjadi kategori: 
a. wajib ( manctatmM, 
b.diea.ranka.n c~mmended); dan 
c. sukarela (vofuratmy). 

(31 Bangunan gedung yang dikenakan persyaratan 
bangunan gedung hijau diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 

~·· 

rr>. 
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(I) Persyaratan teknis bangunan gcdung cagar budaya 
yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dala.In Pasal 
72 hurufb meliputi; 
a. persyaratan tata bangunan; 
b. persyaratan keanda1an Bangunan Gedung Cagar 

Budaya;dan 
c, persyara.tan pelesuuian. 

(2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat ( 1) huruf a terdiri abuJ; 
a. peruntuka.n dan intensitaa bangunan gl'!(iung; 
b, arsitektur bangunan gedung; dan 
c. pengendalian dampak lingkungan. 

(3) Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar 
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
terdiri atas: 
a. kescla.mahln; 
h. kesehatan; 
c. kenyamanan; dan 
d. kemudahan. 

(4) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf e meliputi: 
a. keberadaan bangunan godung c11gar budaya; dan 
b. nilai penHng hangunan gedung cagar budaya. 

(5) Persyaratan keberadaan bengunan geclung cagar 
buda.ya 9ehagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf a 
harus dapa.t menjamin keberadaan bangunan gedung 
cagar budaya sebagai sumber daya budaya yang 
bersifat unik, langka, terbatas dan tldak membaru. 

(6) Persyaratan nilai penting bangunan gedung cagar 
budaya !IC."l~geimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
harus dapat ni.enjamin tefW11judnya makna dan nilai 
penting yang meliputi langgam arsitektur, telarik 
membangun, aejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama dan/atau kebudayaan serta memiliki nilai 
budaya bagi penguatan kepribadian bangs.a. 

Paw 74 

(3) Status kepemilikan sebqaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi status kepemilikan tanah 
dan status kepemilikan bangunan gedung cagar 
budaya yang Uik.eluarkan oleh instan$ yang 
berwenang. 

(4) Tanah dan bangunan gedung cagar l.iudaya dapat 
dimiliki olch negara, swaata, badan usaha milik 
negara/daerah, masyarakat hukum adat at.au 
perseorangan. 



Pasal 76 

(11 Pembangunan bangunan gedung di ata.s prasarana 
dan/atau sarana umum harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL; 
b. tida.k mengganggu fungsi sarana dan prasarana 

yang berada di bawahnya dan/atau di sekitamya; 
c. tetap memperhatikan keserasian bangunan 

terhadap liugk11ngannya; 
d. mendapatlcan persetujuan dari pihak y$lng 

beiwen.ang;dan 
e. mempertimbangkan pendapat TABG dan 

pendapat masyarakat. 
(2) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah 

yang melintasi pra&arana. d.an/atau sarana umum 
harua memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL; 
b. tidak untuk fungsi human atau tempat tinggal; 
c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana. 

yang berada di bawah ta.nab; 
d. memiliki sarans. khusua untuk kepentingan 

keamanan dan .keselamatan bagi pengguna 
bangunan; 

f. mendapatkan persetujuan dari pihak yang 
berwenang; dan 

e. mempertimbangkan pendapa.t TABG dan 
pendapat masyarakat. 

(3) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau 
di atas air harus memenuhi persyaratan sebagat 
berikut: 
a. sesuai dengan R'IRW, RDTR dan/atau RTBL; 
b. tidak mengganggu keseimbangan Jingkungan dan 

ti.lngsi lindung kawasan; 
c. tidakmenimbulkan penccmaran; 
d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, 

kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi 
pengguna bangunan; 

.--. 

Bagian Keenam 
Persyaratan Pembangunan Bangunan C".Nlung di Atas 

atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum 
dan pada Daerah Ranta.ran Udara Listrik Tegangan Tinggi 

atau Ekstra Tinggl atau Ultra Tinggi dan/atau Menara 
Telekomunikasi d.an/atau Menara Air 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan 
gedung cagar budaya yang dilestarikan diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 75 



(1) Bangunan geclung adat dapat berupa ba.ngunan 
ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, baJai/ 
gedung pertemuan masyarakat adat atau aejenisnyo.. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan 
oleh nui11yara.kat adat sesuai ketentuan hukum adat 
yang tidak bertentangan de.ngan kP.tP.ntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakuk.an 
dengan mengjkuti persyaratan administratif dan 
persyarat.an teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1), ayat (:JJ, dan ayat t3J. 

t3a.gian KetujUh 
Pensyaratan Bangunan Gcdung Adat, Bengurulll Gedung 

Tra.disiona.l. Pemanfaatan Simbol dan Unsur I 
Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal 

Pa-ragnif 1 
Bangunan Gedung Adat 

J'aaal 77 

g. mendapatkan persetujuan dari pilutk. yang 
berwenang;dan 

e. mempertimbangke.n pendapat TABG dan 
pendapat masyarakat. 

(4) PemhAngunan bangunan gedung pada daerah 
hantaran udara listrik tegangan tinggi/ekstra 
tinggi./ultra tinggi dan/atau menara telekomunika.si 
dan/atau menara wr harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. seeuai dengan RTRW, RDTR danjatau RTBL; 
b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, 

kenyamanan, kesehatan dan lcemudahan bagi 
pcngguna bangunen; 

c. kh1nm1t untuk daerah hantaran listrik tegangan 
tinggi. harus mengikuti pedooum dBn/ atau 
Standar Teknis tentang ruang bebas udara 
tegangan tinggi dan SNI Nuwo1· 04-6950-2003 
tenta.ng Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 
dan Saluran Udara Tegangan Ekstra 1'inggi 
(SUTET) - nilai ambang ba.tas medan listrik dan 
medan magnet; 

d. khusus mcnara telekomuni.ko.si ho.rus mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pembangunan dan penggunaan menara 
telekomunikasi; 

e . m~dapatkan pereetuiuen dari pihak yeng 
berwf'!nsmg; dan 

f. mempertimbangkan pendapat tim ahli ba.ngunan 
gedung dan pendapat masyarakat, 



(1) Bangunan gedung dengan gaya/langgam ttadisional 
dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, 
fungsi usaha, fungsi perkantoran dan/atau fungsi 
sosial dan budaya. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung dengan 
ga.ya/langgam tradisional dilakukan oleh 
perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta 
at.au lem~ penierintah sesuai ketentuan 
kaidah/norma tradisional yang tida.k bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Penyelenggaraan bangunan gedung dengan 
gaya/langgam tradisional dilakukan dengan 
mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). 

Pasal 80 

Paragraf2 
Bangunan Gedung dengan Gaya/ 

Langgam Tradi:siuruil 

.Ketentuan <Ian tata cara penyelenggaraan bwlguna.n 
gcdung e.dat dopat diatur Jebih lanjut dalam Perattrrarr 
Bupati. 

Pasal 79 

Ketentuan mengenai kaidah/nonmt adat dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari 
ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan dan 
pemanfaata.n yang meliputi: 
a. penentuan loka.si; 
u. gaya/langgam ar&itektur lokal; 
c. arah/orientasi bangunan ,gedung; 
d. besaran dan/atau luasa.n bangunan gedung dan 

tapak; 
e. simbol nan unsur/elemen bangunan gedung, 
f. ta.to. ruang dalam dan luar bangunan gedung; 
g. aspek larangan; 
h. aspek ritual; dan 
i. lain sebagainya. 

Pasal 78 

(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan 
administratif dan persyamtan teknis lain yang besifat 
khusus pad.a penyelenggaraan bangunan gedung adat 
dala.m. Peraturan Bupati. 

.~- .... 
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(2) Penggunaan simbol bangunan gedung ttadisional 
~bag,aimana dimaks,ud pada ayat (1) dapat diotur 
lebih 1.anjut d1:tlam Pl!mturan Bupati. 

(3) Penggunaan um~ul'felemen bangunan gedung 
tradisional sebagaimana dimaksud pHdA Ayat (l) 
dapat diatur lebih lanjut dalam Pearturan Bupa.ti. 

(4) Pengguna.an 9imbol da.n unsur/elemen tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 bertujuan 
untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen 
tradisional eerta memperkuat k.aralcteristik lokal pada 
bangunan ~f:(}ung. 

(11 Perseorangan, kelompol< masyarakat, lembaga swasta 
atau lembaga pemerintah dapa.t menggunakan simbol 
dan unsur / elemen tradisional untuk digunakan pad.a 
bangunan gedung yang akan dibangun, di..rehabilitasi 
atau direnovaei. 

Pasal 83 

Paragraf 3 
Pcnggunaan Simbol dan Un9ur/Elernen Tradiaional 

Keb!ntuan dan ti:ita eara penyelenggaraan bangunan 
gedung dengan gaya/la.nggam tradisional dapat diatur 
1.ebih lanjut dalem Peraturan Bupati. 

Pasal.82 

Ketentuan mengenai ksidah/norma tri:irlisional da1am 
penyelenggaraan bangunan gedung dengan gaya/langgam. 
tradisi.onal tercliri dari ketentuan pada aspek 
perencanaan, pembangUnan dan pemanfaatan, y1:1.ng 
meliputi: 
11. penentuan lokasi, 
b. gaya/langgam arsitektur lokal, 
o. arah/orientaai bangunan gedung, 
d. besaran dtJ.n/1:1.Lau Iuasan bangunan gedung dan 

tapak, 
e. simboldan unsur/elemen bangunan gedung, 
f. tata ruang da)am clan luar bangunan gedung, 
g. aspek Jarangan, 
j. aepele ritual; dan 
k. lain sebagainya. 

»r-, 

Pasal 81 

(41 Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan 
a.dministratif dan persyaratan teknis lain yang 
bersifat khusus pada penyelenggaraan bangurran 
gcdung dengan gaya/Janggam tradisional dalam 
Pera.turan Bupati. 



( 1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat 
merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk 
rungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi 
permanen l.1<:1.11 darurat yang dapat ditingkatkan 
menjadi pennanen. 

Pasal 85 

Bagian Kedelapan 
t>ersyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen 

clan Bangunan Gcdung Darurat 

(1) Keruifun loknl merupakan petuah atau ketentuan 
atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam 
berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai 
sebagai warisan turun temurun dari 1eluhur. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada 
masyarakat setempat yang tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan 
lokal yang bcrkaitan dengen penyelenggaraan 
bangunan gedung dapat diatur lebih Ianjut dalam 
Peraturan Bupati. 

Paragraf4 
Kearifan Lokal 

Pasal 84 

(51 Penggunaan simbol dan unsurfelemen tradisional 
sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) harus sesuai 
dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam 
eimbol dan unsur/elcmen tradisional yang digunalcan 
berdasarkan budaya clan sistem nilai yang berlaku. 

(6) Penggunimn slmbol dan unsu.r/elemen tradisional 
9ebagaimana di!nabud pada ayat (1) dil.akukan 
dengan pertimbangan aspek penampilan dan 
keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. 

(7) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.apat 
diwajibkan untuk bangunan gedung milik Pemerintah 
Daerah dan/ttlau bangunan gedung n1ilik pemermtah 
di daerah dan dianjurkan untuk bangunan gedung 
milik lembaga swasta atau perseorangan. 

(8) Kctcntuan dan tata cam. penggunaan simbol dan 
unsur/elemen tradisional dapat diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati. 



Paragraf2 
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan 

Rawan Tanah Longsor 

Pasal 87 

(11 Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana 
dlmakeud dalam Paaa.l 86 ayat (I) mcrupakan 
kawasan berbenruk l~T'fmg yang rawan t.erhadap 
perpindahan material pembentuk lereng berupa 
batuan, bah.an rombaka.n, tanah atau material 
campuran. 

(1) KBwaaan rawan bencana alam meliputi kawasan 
rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan 
rawan angin topan dan kawasan rawan bencana aiam 
geolQgi. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung di ka.wasan rawan 
bencana a1arn aebagaimana. dimakaud padn o.yo.t (1) 
di1akukan dengan memenuhi persyaratan tertentu 
yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan 
demi kepentingan umum. 

(3) Kawasan rawan bencana alaJn sebagaimana 
dimaksud pada ayat (lJ diatur da!am RTRW, RDTR, 
peraturan zonwsi detn/.11.lau penetapan dari instan8i 
yang berwenang lainnya. 

(4) Dalarn l.ud penet.apan kawasan rawan bencana alam 
sebagaimana dimaksud pada ... yat (1) belum 
ditetapke.n, Pemerintah Daerah dapat mengatur 
suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam 
dengan larangan membangun pada batas tertentu 
daJam pemturan bupati dengan mempertimbangkan 
keselamatan dan keamanan demi kepentingan 
umum. 

Pasal 86 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kesernbilan 
Persyaratan Bangunan Oedung di Kawasan 

Rawan Renr.anB Alam 

(2) Penyelenggara.an bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hams tetap dapat menjamin 
keamanan, keselamatan, kemudahan, keeerasian dan 
keselarasan bangunsn ge<1ung dengan 
linJdcungannya. 

(3) Tata cara penyelenggaraan bangunAn gedung semi 
permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 

.~. 



(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai pcryaraten penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasan rawan baniir dalam 
Peraturan Bupati. 

(4) Penyelenggara.an bangunan gedung di k.awasan rawan 
banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus 
memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu 
mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau 
kerusakan bangunan gedung a.kibat gcnangon banjir. 

(I) Kawasan rawan banj!r sebagaimana dimaksutl dalam 
Pasal 86 ayat (li merupakan kawasan yang 
diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi 
mengalami bencana alam banjir. 

(2) PenyelenggN'Nlll bangunan gedung di kawasan rawan 
banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam 
RTRW, RDTK, peraturan zonasi dan/atau penetapan 
dari instansi yang berwcnang lainnya.. 

PJJrJ:1gr.11f 3 
Persyaratan Bangunan Gedung 

di Kawasan Rawan Banjir 

Pasal 88 

(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di .kawasan rawan 
tanah lun~1· aebagafmana dimak&ud pada. ayat (2) 
harus memiliki rekayasa teknis tf!rtfmtu yang mampu 
menganti.sipasi kerusa.kan bangunan gedung akibat 
kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan 
bangunan gedung akibat longsoran tanah pada 
tapak. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
tanah Iongeor ecbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harua memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam 
RTRW, RDTR, pera.turan zonasi dan/atau penetapan 
dari instansi yang berwenang lainnya. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyetenggaraan 
bangun.an gedung di kawasan rawan tanah longsor 
dalam Peraturan Bupati. 



------·-----····· 

(I) Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan 
yang bcrpotcnsi dan/atau pernah mengalami gempa 
bumi dengan sk.a1a Vil sampai dengan X1I Modified 
Mercally Intensity (MMI). 

(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalarn Peta Zonasi Oempa 
Kabupaten Pringsewu yang dijabarkan lebih lanjut 
dalJ1m Peraturan Bupati. 

Pasal 91 

Kawasan rawan bencana al.am geologi sebagaimana 
dil:naksud dalam Pa.aal 86 ayat (1) meliputi: 
a. kawa.san rawan gempa bumi; 
b. kawasan rawan gerakan tanah; 
c, kawasan yang terletak di zona patahan aktif; dan 
d. kawasan rawan bahaya gas beracun. 

Paragraf 5 
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan 

Rawan Bencana A1am Oeologi 

Pasal90 

(1) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) merupakan 
kawasan yang diidentifikasikan sering dan/ atau 
berpotensi tinggi wenplami bencana alam angin 
topan. 

(2) Penyelenggeraan bangunan getlu11g tli kawasan rawan 
bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persvaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi 
dan/ atau penetapan dart instansi yang berwenang 
lninnya. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagarmana dima.ksud pada 
o.ya.t (21 belum ditetapkan, Pcmcrintah Dacrah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin 
topan dalam Peraturan Bupati. 

(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
bencana angin topan sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1) hams mcmiliki rekayasa teknis tertentu yang 
mampu mengantisipasi keselamatan penghuni drm/ 
atau kerusakan bangunan gedung akibat angin 
puting beliung. 

r+-. 

Pasal 89 

Paragraf4 
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan 

Ra.wan Bencana Angin Toplln 



Pasal 93 

( 1) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif 
merupakan kawasan yang berada pada sempadan 
dengan lebar paling sedikit 250 (dutt ratua lima 
puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung dt kawasan yang 
terletak di zona patahan aktif eebagaimana dimaksud 
pada ayat U) harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi 
dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang 
lainnya. 

(1) Kawasa.n rRwan r.nako:in tanah merupakan kawasan 
yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah 
tinggi. 

(2) Penyelenggaraan banzunan gedumt di kawasan rawan 
gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam 
RTRW. RDTR, peratumn zonasi dan/atau penetapan 
dari instansi yang berwenang lainnya. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) belum dit~h1riktm, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah 
dalam Peraturan Bupati. 

(4) PenyeJenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
gerakan tanah sebagaimana dfmaksud pada ayat ( l) 
harue memiliki rekayasa tcknia tcrtcntu yang manipu 
mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan 
bangunan gedung akibat gerakan tanah tinggi.. 

Pasal 92 

(3) Penyelenggaraan ba.ngunan gedung di kawa.san rawan 
gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harue memenuhi pereyaratan seeuai ketentuan dalam 
SNT 03-1 726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan 
Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung atau 
edisi terbarunya. 

(4) Penyelensgaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memlliki rekayasa telmis tertentu yang mampu 
mengl:Ulti~piQi keruw.an d.w:t/atau keruntuhan 
bangunan gedung akibat getaran gempa bumi d.alam 
periode waktu tertentu. 



Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan 
Gedung di kawasan rawan bencana a1am sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 86 diatur lebih lanjut dalam 
C'eraturan Bupati. 

Pasal 95 

Paragraf6 
Tata cara. Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alain 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dllnaksrud pada 
ayat (21 belum ditetapkan, Pemerint.ah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di ka.wasan rawan bahaya gas 
beracun dalam Peratura.n Bupati. 

(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan 
bahaya gas beracun sebagttiruana dimaksud pada 
ayat (L) harus memiliki rekayasa tekn.is tertentu yang 
rnampu mengantisipasi keselamatan penghuni 
bangunan gedung akibat bahaya gas beracun. 

.--·. 

beracun merupakan 
dan/atau pemah 

Pasal 94 

(1) Kawa.51U1 rawan bahaya ga~ 
kawasan yang lv!rpohmsi 
m.engalami bahaya gas beracun. 

(21 Penyeleng,g,inum hAngunan gedung di kawasan rawan 
bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dala.Jn RTRW, RDTR, peraturan zonasi 
dan/atau penetapan dari instanai yang berwenang 
lainnya. 

~· 

(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang 
terletak di zona patahan a.ktif sebagaimana cfuna.kaud 
pada ayat ( 1) harua memiliki relcayasa tP.knis tertentu 
yang mampu mengantisipasi kerusa.kan Wm./ atau 
keruntuhan bangunan gedung akibat patahan aktif 
geotogi. 

{3) Dalmn hal ketentuan sebagaimana dllnaksud pada 
a.vat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan 
bangunan gedung di kawasa.n yang terlet.ak di zona 
patahan aktif dalam Peratumn Bupati. 



Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat 
diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan 
penyedia jasa di bidang percnc:anaan, pclaksanaan 
c!an/atau ~npWHAAn. 

Paw 97 

Bagian Kedua 
Kegiat.an Pembangunan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal se 
(1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas 

kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian 
dan pembongkaran. 

(2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung 
&ebagaimarul dimaksud pa.da ayat ( l) disetenggarakan 
mclalui proses pcrcncanaan teknis dan proeee 
pP.lll ksanaan konstru kai, 

(3) Kcgiata.n pemanfaatan bangunan gcdung 
AP.hBgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan 
secara berkala, perpa.njangan sertitlkat laik fungsi, 
dan pengawasan ptmia.nfiutl.!111 uitngunan geclung. 

(4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada &Jal (1) meliputi kegiatan penetapan 
dan pemanfaatan termasuk pera.watan dan 
pemugaran serta kegiatan pengawasannya. 

(5) Kegiatan Jlf!ITlhnngkHmn bangunan ged.ung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penetapan pembongkaran dan pelaksanaan 
pembongkaran serta pengawasan pembongkaran. 

(6) Dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat l1J, penyelenggara 
bangunan gcdung wajib memenuhi persyaro.tan 
a.dministra.si dan persyaratan teknis untuk menja.min 
keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan 
dampak penting bagi lingkungan. 

(7) Penye!enggaraan bangunan gedung sebagaimana 
di.maksud pada ayat (II dapat dilaksanakan oleh 
perorangan atau penyedJa jasa dt bidang 
pcnyclcnggaraan gcdung. 

Bagian l<e$8.tU 
Umum 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 



.• 

(4) Peren<"anaan teknis banguiian gedung dilakukan 
berdasarlcan kP-mngka acuan kerja dan dokumen 
ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan 
bangunan gedung yang mt"mi!oo &ertifikasi sesuai 
dengan bidangnya. 

(5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun 
dalam su.atu dokumen rencana tekme bangunan 
gedung. 

(3) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan 
tcknis untuk jenis bangunan gcdung lainnya yang 
dilcP.CuAlik1m dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) yang diatur di daJam Peraturan Bupati. 

Pl:UW99 

(1) Setiap kegi.atan mendirikan, mengu.bah, menambah 
dan m.embongkar bangunan gedung harus 
benlasarkan pada Percncanaa.n Teknis yang 
dirancang oleh penyediajasa. perencanaan bangunan 
gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di 
bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) perencanan teknis untuk bangunan 
gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung 
hunian deret eederhana dan bangunan gedung 
darurat. 

Paragraf2 
Perencanaan Teknis 

( l) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung 
secara swakclola scbaga.imane. dimok&ud dalam 
Pasal 97 menggunakan gambar rencana teknis 
sederhana atau gambar rencana prorotipe. 

(2) Pemerintah Da.erah da.pnt memberikan bantuan 
teknis lrepada pemilik bangunan gedung densan 
penyediaan reneana teknik sederhana atau gambar 
prototipe. 

(31 Pengawasan pembangunan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dililkukan oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka lrelaikan tUngsi 
bangunan gcdung. 

PRAAl 98 



14) Persetujuan clan pengesahan dokumen rencana 
teknis eebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. 

(51 Dokumen rencana tekms yang telah disetujui dan 
disahkan dikenakan biaya ret:ribusi IMB yang 
besarnva ditetapkan berdasarkan fungsi dan 
klasifikasi bangunan gedung. 

(6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana 
dimaksud pada ayat 15) maka Bupati dapat 
menerbitkan IMB. 

(3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan 

gedung yang digunakan bagi. kepentingan umum; 
b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan 

pendapat masyarakat untuk yang akan 
menimbulkan darnpak pP.nting; dan 

c. koordinasi dengan Pemerintah Da.erah dan 
mendapatkan pertimbangan dari TABG serta 
memperhatikan pendapat masyarakat untuk 
bangunan gedung yang dlselenggarakan oten 
Pemerintah. 

.·- 

(I) Dokumen rencana teknis bangunan gedung 
sebagaimana danaksud r1 .. 1., m Pasal 99 ayat ( 5) dapat 
meliputi: 
a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis 

arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ 
elektrikal; 

b , gambar detail; 
c . syarat-syarat umum dan syara.t teknis; 
d. rencanaanggaran biaya pembangunan; dan 
e. Japoran perencanaan. 

(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diperiksa, dinilai, disetujui dan 
disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan 
mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai 
dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung, 
persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan dan kemudahan. 

Pasal 100 

Paragraf 3 
Dokumen Rencana Teknis 



(L) Penghitungan besarnya IMD sebagaimane dimaksud 
dalam Pasal 100 huruf h meliputi: 
a. komponen retribusi dan biaya; 
b. besarnya retribusi; dan 
c. tingka.t penggunaan jasa. 

(2) Komponen retnbusi dan biaya sebagaimana 
dimaksud pad.a ayat ( 1 J huruf a meliputi: 
a. retribuel pembmaan penyelenggaraan bangunan 

gedung; 
b. retribusi administrasi JMB; d.an 
c. retribusi penyediaan fonnulir pennohonan IMB. 

(3) Besarnya retribusi sabagaimana dim::iksud pads 
ayat (1) huruf b dihitung dengan penetapan 
berdasarkan: 
a. lingkup but.ir komponen retribusi sesuai dengan 

permohonan yang diajukan; 
b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 101 ayat (l); dan 
c. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi 

unruk bangunan gedung dan/atau prasarananya. 

Pasal 103 

(1) Jenis kegiatan penyelenggara.an bangunan gedung 
yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 100 huruf a meliputi: 
a. pembangunan baru; 
b, rehabilitasi/renovasi (pcrbailcan/pero.wo.tan, 

peru bahan, perluasan/ pengurangan); dan 
c. pelestarian/pemugaran. 

(.2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 100 huruf a meliputi biaya penyelenggaraan 
IMB yang terdiri atas pengecekan, pengukuran lokasi, 
pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada 
bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. 

, ... 

Pasal 102 

Pa"mgraf 4 
Ketentuan Penghitungan Besaran Retribusi IMB 

Pasal 101 

Ketentuan penghitungan besaran retribusi IMB 
sebagaimanadi.maksud dalam Pasal 100ayat16) meliputi: 
a. jenis kegiatan dan ubyc:k yang dikena.kan retribusi; 
b. pcnghitungan besarnyo. retribusi IMB; dan 
c. mdeks penghitungan besarnya retribusi IMR; dan 
d. harga satuan (tarif) retribusi IMB. 



.. . 

(Ulrif) IMB bnngunan gedung 
satuan luas (meter persegi) lantai 

(3) Hnrga satuan 
dinyatakan per 
bangunan. 

(4) Harga sa.ruan bangunan gedung ditetaplcan 
berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu 

(as) dinding/kolom; 

(2) Harga satuan (tarif} retribusi IMB sebagaimana 
dimaksud pada tty at ( 1) ditetapkan oleh Bupati sesuai 
dengan tinFat kemampuan ekonomi masyarakat dan 
pertimbangan lainnya. 

Pasal 105 

(1) Harga sa.tuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101 huruf d mencakup: 
a. harga satuan bangunan gecl.ung; dan 
b. he.rga so.tumi pra.sorano. bangurian gedung. 

i'asa.J 104 

( 11 lndeks penghitungan besarnya retribusi IMB 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 100 huruf c 
menca.kup: 
a. penetapan indeks penggunaan jaaa 8Cbagai faktor 

pengali terha.clap harga satuan retnbusi untuk 
mendapatan besarnya retribusi; 

b. skala indeks; dan 
c. kode. 

(2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana 
dimaksud pad.a ayat (1) meliputi: 
a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi 

bangunan gedung berdasarkan fungs', kla15ifika~ 
setia.p bangunan gedung dengan 
mempertimbangkan spesiflkasi bangunan gedung; 

b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi 
prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk 
seuap jenis pnsa.ra.na bangunan gedung; dan 

c, kodc dan indcks pcnghitungan rctribusi IMB 
untuk bangunan gedung clan prasarana 
bangunan gedung. 

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pernbertan layanan 
!MB sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf c 
menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi 
clan wa.ktu penggunaan bangunan gedung serta 
indek11 untuk prasarena gedung sebagai tingka.t 
inteneitas penggunaan jasa dala.m proses perizinan 
dan sesuai dengan cakupan kegia.tannya. 



. ~- ·\ 

(l) Pennohonan IMB disampaikan kepada Pemerintah 
Daerah dengan dilampiri persyaratan administratif 
dan persyaratan tekms sesuai dengan fungsi dan 
klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. 

Pasal )07 

Paragraf5 
Tata Cara Penerbitan IMS 

Po.sal 106 

Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 105 merujuk pada Peraturan Menterl 
~kerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/::1017 r.entang Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung. 

b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan 
gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi 
oleh aumbu-sumbunya; 

c , lua.s bagian be.ngunan gedung eeperti l.mnopi don 
pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari 
luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; 

d. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan 
pergola (tanpa kolom) dihitung setmgah dari Iuas 
yang dibataai oleh garia tepi atap konst:ruksi 
tersebut; dan 

e. Iuas olleTStek/luifel dihitung dari luas yang 
dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut. 

(SJ Harga satuan prasarana hangunan gP.<lung 
dinyatakan per satuan volume prasarana 
berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
a. konstru.k:si pembatas/pengaman/penahan 

permeter persegi; 
b. konstruksi penanda masuk lokasi permeter 

persegi atau unit standar; 
c. konstruksi perkerasan per meter persegi; 
d. konstruksi pcnghubung permetcr persegi atau 

unit. atandsir, 
e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah permeter 

persegi; 
f. konstrukst menara per unit etandar dan 

pertambahannya; 
g. konstruksi monumen per unit standar dan 

pertambahannya; 
h. konstruksi tnstalasi/gardu penneter persegt; 
i. konetrukei reklame per unit standar dan 

pertambahannya:dan 
j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk 

prasarana bangunan gedung. ,-.. 

,.-. 



(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
a.vat (1 J terdiri dari: 
a. data umum bangunan gedung; dan 
b. dokumen renoana teknis bangunan gedung. 

(7) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (61 
huruf a, berisi inforrnasi mengenai: 
a. nama bangunan gedung; 
b. alamat loka.si bangunan gcdung; 
c. fungsi danjatau klasifikasi bangunan gedung; 
d. jumlah Jantai bangunan gedung; 
e. luas lantai dasar bangunan gedung; 
f. total luea Iantai bangunan gedung; 
g. ketinggian/jumlah larrrai hRngunaTI gp,t'lung: 
h. luas basemem; 
i. jumlah lantai basement; dan 
j. posisi. bangunan gedung. 

(3) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a terdiri dart: 
a. fonnulir do.to. pemohon; dan 
b. dokumen identitas pemohon. 

(4) Data tanah ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hurufb terdiri dari: 
a. surat bukti status hak atas tanah yan" 

diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/ atau 
pejabat lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

b. data kondiei otau stt.un&i tanah yo.ng merupakan 
data teknis tanah; clan 

c, surat pemyataan bahwa tanah tidak dalam status 
sengketa. 

(51 Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud 
daJam ayat (2) huruf c terdiri dari: 
a. surat pemyataan untuk mengikuti ketentuan 

d~1 Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); 
b. sure.t pernyataan untuk menggunakan 

persyaratan pokok tahan gempa; 
c. surat pemyataan mengguna.kan desain prototipe; 
d. data perencana konstruksi jika menggunakan 

perencana konstruksi; 
e. surat pemyataan menggunakan perencana 

lronstruksi bersertifikat; dan 
f. surat pernyataan menggunakan pelaksana 

konstruksi bersertifikat. 
,,.,... .. 

(.2) Pcrayaratan admini.stratif sehflgaimmla dimakeud 
pada ayat (11 terdiri dari; 
a. data pemohon; 
b. data tBnah; dan 
c, dokumen dan surat terkalt, 



------------··- --·--· - .. 

(7) Pemeriksaan dan penilaian sebagairoana dimaksud 
pad.a ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling Jama 18 (delapa.n 
belas) hari kerja untuk lMli pondasi bangunan 
gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 
rlan bangunan gedung khusus terhitung sejak tanggal 
diterima permohonan IMB. 

(SJ Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud 
pa.da. ayat (1) dan penetapan retribu&i eebagaimane, 
dimaksud pads ayat (~) paling I11m.11 12 (dua belasJ 
hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana 
untuk kepentingan umum dengan ketinggian 1 (satu) 
sampai dengan 8 (delapan) lantai terhitung 1:1C:jak 
tanggal diterima pennohonan I.MB. 

(o) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana. dimaksud 
pada ayat (I) dan pcnctapan rctribuai. sebagainuirul 
dima.ksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja untuk bangunan gedung tidak sederhana 
untuk kepentingan umum clan bangunan gedung 
khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (c.lehi.pan) 
Iantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan 
IMB. 

(4) Pemeriksaan clan penilaian sebagarmana dimaksud 
pa.da ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari 
kerja untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) 
Iantai terhitung sejak tanggal direrima permollonan 
IMB. 

retribusi IMS 
sebagaimana 

mf!nf!tAJlk8n 
persetujuan 

(2) Pemerintah Jmerah 
berdasarkan bahan 
dimaksud pa.da ayat (1). 

(31 Pemeriksaan dan penilatan sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (1) dan penetapan retribusi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) paling Jama 3 (tigal hari kerja 
untuk bangunan gcdung eedeehana 1 jsatu) lantai 
terhitung sejak tangrl ditP.rima pP.mlohonan IMB. 

,,.-. . 

[I] Pemerintah Daerah memerlksa dan menilai syarat- 
eyamt eebagaimana climakaud dalam Pasal 107 serta 
status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk 
dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB. 

Pasal 108 

(8) Reneana teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b. terdiri dari: 
a. rencana arsitektur; 
b. rencana struktur; dan 
c. rencana utilitas. 



Po.sal 110 

(I) Pemerint.eh Daerah dapat menunda menerbitkan IMB 
apabila; 
a. pemcrintah deerah me.sih memerlukan waktu 

tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan 
bangunan serta pertimba.ngan nilai lingkungan 
yang direncanakan; 

b. pemerintah daerah sedang merencanakan 
rencana M!Pan Kabupaten atau rencana 
terperinci Kabupaten. 

(2) Penundaan penerbitan IMD scbagaimana dimaksud 
J»ld.A ByAt. (1 J h.AnyA dB pat clil.11kuksm 1 (satu) kali 
untuk janglca waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan 
terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud 
pacla ayat (1). 

(3) Pemerinmh Daerah dapat menolak pennohonan IMB 
apabila bangunan gedung yang akan dibangun: 
a. l.idak mewenuhi persyaratan adminiatratif dan 

teknis; 
b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan 

gedung t:idak seeuai dengan rencana Kabupaten; 
c. mengganggu at.au memperburuk lingkungan 

sekitarnya; 
d , menggangg1.1 Ialu lintaa, aliran air, cahaya pada 

bangunan sekitamya yang te!ah ada; dan 
e. terdapat keberatan dari masyarakat. 

(1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan 
a.dministrasi dan persyaratan teknis Pemerintah 
Daerah dapat mcminta pcniohon lMB untuk 
m.enyempurnakan dan/atau me!engkapi persyaratan 
yang diajukan. 

(2) Pemerintah Daerah dapat menyetujui, menun.da arau 
menolak permohonan IMB yang diajukan oleh 
pemohon. 

Pasal 109 

(8) Berdasarkan penet.apan Tetribusi IMB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 pemohon IMB melakukan 
pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan 
menyerahkan tanda bukti pembayarannya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(9) Ketentuan mengenai IMS berlaku pula untuk rumah 
adat kecuah ditetapkan lain oleh Pemerintah D~end1 
dengan mempertimbulgkan falct.or nilai tradisional 
dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat 
hukum adatnya. 



Pasal 112 

( l) Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB apabila: 
a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang 

dikerjakan terhcnti selama 3 (tiga) bulan dan tidak 
dil11njutkan lagi hnrfaRRrkan pnnyAh1an rl.Ari 
pemilik bangtman; 

b. IMB diberikan berdasarkan data dan informa.si 
yang tidak benar; dan 

c. pelalcsanaan pembangunan menyimpang dari 
dokumen rencana teknfs yang telah disahkan 
dan/atau persyaratan yang tercantum dalarn izin. 

(6) Pemohon dapat mela.kukan gugatan ke Penga.dilan 
Tata Usaha Negara apabila Pemerintah Daerah tida.k 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5). 

(1) Surat penoJakan pennohonan IMB sebagaimana 
dtmalcsud dalaJn Pasal 11 o ayat (3) harus audah 
diterima pemohon dalam waktu paling lambat 
7 (tujuh) hari setelah surat penola.ka.n dikeluarkan 
Pemerintah Daerah. 

(2) PP.mo hon dalam waktu JlB Hng lam hat. 14 [empat he las) 
hari setelah menerima swat penola.kan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan 
kepa.da Pemertntah Daerah. 

(3) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 
tempat belas) bari setelah menerima keberatan 
&ebaga.imana dimakaud pada ayat (2) wajib 
memhP.rilca11 jAwAhAn tertuJis mrhBdBp keberatan 
pemohon. 

(4) Jilca pemohon t:idak melakukan hak gebagaimana 
maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerirna 
surat penolakan tersebut. 

(5} Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimakaud pe.da ayat (3), Pemerintah 
Daerah dianggap menerima alasan keberatan 
pemohon &ehingga Pemerinta.h Daerah harul5 
menerhit.ks111 TMB. 

Pn.ool 111 

(4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimako;iud 
pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan 
menyebutkan alasannya. 



·' ~ 
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Paaal 113 

(1) IMB tidBk diperlukan untuk pekerjaan tersebut di 
bawah ini: 
a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak 

mengubah bentuk clan luas, sert.a. mcnggunakan 
jenis bahan semula antara 1ain: 
1. memlester; 
2. memperbaiki retak bangunan; 
3. melakukan pengecatan ulang; 
4. memperbaiki daun pintu dan/atau daun 

jendela; 
5. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 

1 m2 (satu meter persegi); 
6. membuat pemindah .balaman tanpa 

kon8trubi; 
7. memperbail<i langit-langit tanpa mengubah 

jaringan utilitas; 
8. mengubah bangunan sementara. 

b. memperbaiki saluran air hujan dan seloka.n dalam 
pekarangan bangunan; 

c , membua.t bangunan yang sifatnya sementara bagi 
kepentingan pemeliharaan temak dengan luas 
ridak melebihi gBris sempadan belakang dan 
samping serta. tidak mengganggu kepentingan 
orang lain atau umum; 

d. membuat pagar halaman yang siiatnya. sementara. 
(tidak pcrmancn] yang tingginya tidak mclcbihi 
120 (seratus dua puluh) sentimeter kecuali 
adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang 
Iain atau umum; dan 

e. membuat bangunan yang aifat penggunaannya 
eementara waktu. 

(3) Apabila peringatan sebagaimana diml:tbud p<l.d<t 
ayat (21 tidak diperhatikan clan ditanggapi dan/atau 
tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat 
mencabut IMB bersangkutan. 

(4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (31 dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan 
Bupati yang memuat alasan pencabutannya. 

(2) Sebelutn penc.abutan IMB sebagaimana dlln.a.laiud 
pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan 
peringatan secara tertulis 3 (tip) kali berturut-turut 
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan 
dibcrikan b-e~mpatan untuk mcngajukan 
tanggapannya_ 



------- ·-·- 

(1) Pcrcncanaan telmis bangunan gedung dirancang oleh 
penyedia jasa. perenca.naan bangurum gedung yang 
mempunyai sertifikasi kompetenai di bidangnya 
eesuai dengan k1asifikasinya. 

(2) Penyedia [asa perencana bangunan gedung 
eebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas: 
a. perencana arsitektur; 
b , ~Jeana :iluklur·; 
c . perencana mekanikal; 
d. perencana elektrikal; 
e. perencana pemipaan (pluml>ery; 
f. perencana proteksi kebakaran; dan 
g. perencana tata lingkungan. 

(3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan 
teknis untuk jenis bangunan gedung yang 
dikecua!ikan dari ketentuan acbap.imana di.mak3ud 
pada ayat ( 1) yang diatur dal11m Pf'!rAtumn Bupati. 

(4) Lingkup layanan jasa. perencanaan tekni.15 bangunan 
gedung meliputl; 
a. penyusunan konsep perencanaan; 
b. pra-rencana; 
c, pengembangan rencana; 
d. rencana detail; 
e , pcmbuatan dok:wnen pelaksenaan konstruksi; 
f. pemberian penjelaaan dan evaluas.i penaadaan 

jasa pelaksanaan; 
g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi 

bangunangedung;dan 
h. penyusunan petun] uk pemanraatan bangunan 

gedung. 

(5) Perencanaan telmls bangunan gedung harus c:tisusun 
dalmn euatu dokumen rencana teknie bangunan 
gedung. 

-. 

Pasal 114 

Paragraf6 
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis 

(2) Pekerjaan !M!lain sebagaimana dimaksud pada .ayi:d ( 1) 
tetap dipersyaratkan lretentuan sebagaimana 
di.maksud dalam Pasal 102. 

(3) Tata cam mengenai perizinan bangunan gedung 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 



(1) Pelaksanaan lconat:ruksi didasarkan pada dokumen 
rencana teknis yang sesuai dengan !MB. 

(2) PeJakaanaan konetruk&i bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, 
penambahan, perubahan dan/atau pemugaran 
bangunan gedung dan/atau instelesi dan/a.to.u 
perlengkapan bangunan gedung. 

Pasal 117 

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMR wajib mengisi 
lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang 
berisilc.an keterangan mengenai: 
a. nama d.an alamat; 
b. nomorIMD; 
c. lokasi bangunan; dan 
d. pela.ksana atau penanggungjawab pembangunan. 

PasaI 116 

(11 Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi 
kegiatan pembangunan baru, perbaikan, 
penambahan, perubahan dan/at.au pemugaran 
bangunan gedung dan/atau instBiasl d.an/atau 
perlengka.pen bangurum gedung. 

(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai 
setelah pemilik ba.nguntm gcdung mernperoleh IMB 
dan dilaksanakan berdasarkan doku:men rencana 
teknis yang telah disahkan. 

(3) Pela.ksona bangunon gedung o.dalah orang atau 
badan huk:um yang telah memenuhi syarat menurut 
ketentuan pere.turan perundang-undangan kecuali 
ditet.apkan lain oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pe]aksana 
bangurum wajib men!P]ruti semua ketentuan dan 
syarat-syarat pembangunan ytlllg ditetapkan rb1hn11 
IMB. 

Pasal 115 

Paragraf 1 
Pclaksanaan Konstruk~i 

Bagian Ketiga 
Pelnk!lllJU1lln Konstruksi 



'· 

(l) Pelaksanaan konatruksi wajib diawasi oleh petugas 
pengo.waa pelakoon.ean konsttubi. 

Parsgraf 2 
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi 

Pasa1119 

(J) Kegiatan pelaksanaan konstruksi banguna11 ge(tung 
sebegaimana dimaksud dalaJn Pasal 115 terdiri atas 
kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh 
Pemerlntah Daerah, keglatan peraiapan lapangan, 
kegiat.an konatrukai, kegiat.an pemeriksaan akhir 
pekerjaan konstruksi clan kegiatan penyerahan basil 
akhir pekerjaan. 

(2) Pemeriksaan dokumen pelaksan11an sebagaimana 
di.maksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan 
kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan 
konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) meliputi penyusunan program pelaksana.an, 
111obilisa& sumber da.ya. dan peny]a.pan f"lSik 
lapangan. 

(4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan 
konstruklli di lapangan, pembuatan laporan 
kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja 
pelaksanaan (shop drawingst dan gambar 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah 
dilaksanakan (as built dnzwings) scrta kegiatan masa 
pemeliharaan konstruksi. 

(S) Kcgia.tan pemeriksaaan akhir pekcrjaa.n konstruksi 
meliputi pernetikAAan ha11i1 akhir pP.k~rjAan 
konstrukai bangunan gedung terhadap kesesuaian 
dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud 
bangunan gedung yang laik fungsi clan dilengka.pi 
dengan dokumen pe1abanaan kon~trukai, giunbar 
pelaksa.naan pekerjaan (as built drawings}, pedoman 
pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, 
peralatan serta perlengkapan mekanikal dan 
clcktrika1 scrta dokurncn penycrahan basil pc:kcrjaan. 

(6) Berdasarkan basil pemeriksaan akhir sebagaimana 
dimabud pada ayat (5), pemilik bangunan gedung 
atau penyedia ja.9.11/pengembang mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah. 

Pasal 118 



Paragraf4 
Pemerikaaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

Pasal 121 

(1) Pemeriksaan kela.ika.n fungsi ba.ngunan gedung 
dilakukan setelah bangunan gedung selesai 
dila.kBllllalum oleh pelaksana konstruksi sebeham 
diserahkan kepada pemilik bangunan gedung. 

(2) Pemerikecum kelnilmn fungsi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh 
penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, 
kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah 
tinggal dcrct oleh Pemerintah Daerah. 

(31 Segala biaya yang diperl.Ukan untuk pemeriksaan 
kelaikan fungsi oleh penycdia jaaa pengkajian teknie 
bangunan gedung menjBdi mnggung jawab ~milik 
atau pengguna 

(4) Pemerintah Oaerah dalarn melakukan pemeriksaan 
kelaikan fungai bangunan gedung dapat mengikut 
sertakan pengkaji teknis profesional dan penilik 
bangunan (lndlding inspecwry yang bersertifikat 
sedangka.n pemilik tetap bertanggungjawab clan 
berkewajiban untuk menjaga keandalan bangunan 
gedung. 

(5} Dalam hal belum terdapat pengkaji telmis bangunan 
gedung, pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah t1an d.ape.t bekerja sama dengan asosiasi 
profesi yana terkait dengan bangunan gedung. 

,.- -. 

Petugaa pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
119 berwenang: 
a. memasuki dan menpdakan pemeriksaan di tempar 

pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda 
pengenal dan surat tugas; 

b. menggunakan acuan peraturan umum bahan 
bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan IMB; 

c, memerintahkan untuk menyingkirkan bahan 
bangunll11 dan bangunan y11ng tidak memenuhi 
syara.t yang dapat mengancam kesehatan serta 
keselam.e.tan umum; dan 

d. menghentikan pelaksanaan konstruksi dan 
melaporkan kepada instansi yang berwenang. 

Pasal 120 

(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi ba.ngunan gedung 
meliputi pemeriksaan kesesuasan fungsi, persyaratan 
tata. banglman, keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, kemudahan dan IMB. 
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Pasal 123 

(1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung untuk proses penerbitan Sertifikat Lail< 
Fungsi (SLF1 bangunan gedung hunian rumah tinj!ga} 
tidak sederhana, bangunan gedung lainnya at.au 
bangunan gedung tertentu dilaku.kan oleh penyedia 
jasa pcngawasan ata.u men.ejemen konetruksi yang 
memiliki sertifikat keahlian. 

(2) Pelaka.uiaan. pemerikooan kelaikan fungsi bangunan 
gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan 
gedung fungsi khusus dilakuka.n oleh penyedia. jasa 
pengawaaan atau manajemen konstruksi yang 
memiliki isertifikat dan tim internal yang memiliki 
sertifilcat keahlian denpn memperhatikan 
pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi 
yang bertanggungjawab di bidang fungsi khusus 
terse but. 

(3) Pengkajian telmis untuk pemerilcsaan kelaikan fungsi 
bangunan gedung untuk prosee penerbitan SLF 
bangunan geclung hunian rumah tingal tidak 
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnva 
dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan 
umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian 
tekni& konatruksi bangunan gedung yang mcmiliki 
AP-rtifikat keahlian. 

(4) Pelalmanoan pemerik8Q£Ul kela.ikan fungsi bangunan 
gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan 
gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa 
pengkajian teknis Jronstruk.si bangunan gedung yang 
memiliki 8Crl:ifilart keahhan dan tim internal yang 
memiliki semfilcat keahlfan d..mgan memperhatikan 
pengaturan internal dan rekomendasi. dari mstansi 
yang bertanggunrJawab di bidang fungsi di.maksud. 

.,--... 

(1) l'emilik/pengguna bangunan yang memiliki unit 
teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian 
dapat melakukan pemeribaan berkala dalam rangka 
pemeliharaan dan pera.watan. 

(21 Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan 
konttak dengan pengelola berbentuk badan usaha 
yang memi1iki unit telmis dengan SDM yang 
bcrscrtifikat keahlian pemerikeacm berkala dalam 
rangka. pemeliharaan dan perawatan bangunan 
gedung. 

(3) Pemilik perorangan bangunan gedung dRpRt 
melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala 
selama yang benangku tan memiliki sertifikat 
keablian. 

Pasa1122 
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Paragraf 5 
Tata Cara Penerbitan SI.F Bangunan Gedung 

Paeal 125 

(1) Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan atas 
daSAr pennintaan pemilik/pengguna bengunan 
geduns untuk bangunan gedung yang telah eeleeai 
pe]aksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan 
SLF bangunan gedung yang telah pernah memperoleh 
SLfi'. 

(2) SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11 diberilcan dengan mengikuti prinsip 
pclayanan prirna dan tanpa pungutan biaya. 

(3) SLF bangunan gedung sehagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dlberlkan setelah terpenuhtnya persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis seeuai denga.n 
fungsi dan klallifikasi bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. 

(1) Pemerlntah Da.erah khususnya instansi teknis 
pembina penyelenggaraan bangunan gedung dalam 
preses penerbitan SLF bangunan gedung 
m~aksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah 
tinggal tunggal termaauk rumah tinggal tunggal 
~rhana dan rumah deret dan pemerikeaan berkala 
bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal clan 
rumah deret. 

(2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat 
tenaga. teknls yang cukup, Pemertntah Daerah dapat 
menuga.skan penyedia jaea. pengkajian teknis 
kontruksi bangunan gedung untuk meJakukan 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung 
hunian rumah tinggal tunggal sedernana clan rumah 
tinggal deret sederha.ne.. 

(3) Dalam hal penyedia. jasa sebagaimana dimaksud pada 
a.yat (21 belum tenedia, in&tan&i telmis pembino. 
penyelenggara bangunan gedung dapat bekerja sama 
dengan a.soaiasi profesi di bidang bangunan gedung 
untuk meJakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan gcdung. 

Pasal 124 

(5) Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan 
ged.ung clan penyedia jasa. pengawasan/manajemen 
konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis 
konstruksi bangunan gedung dilaksanakan 
berda.sarkan ikatBn kontrak. 



(4) Persyaratan admini!rtrJ1tif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1): 
a. pada proses pertama kali SLF bangunan gedung: 

1. kesesuaian data aktual dengan data dalam 
dokumen status hak at.as tanah; 

2. keseaualan data aktual dengan data dalam 
IMB dan/atau dokumen sin.tu& kepemilikan 
bangunan gedung; dan 

3. kepemilikan dokumen IMB. 
b. pada proaes perpanjangan SLF banguna.n ge(iung: 

1. kesesuaian data aktua1 dan/atau adanya 
perubahan dalam dokumen status 
kepemilikan bangunan gedung; 

2. kesesuaian data aktuaJ (terakhir) dan/atau 
adanya perubahan dalam dokumen statu& 
kepemilikan tanah; dan 

3. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau 
adanya perubahan data dalam dokumen IMB. 

(51 PersyaratBn teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebapi berikut: 
a. pada proses pertama kali SLF banganan gedung: 

I. keseauaian data aktual dengan data daJam 
dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk 
as built dmwtngs, pedoman pengoperasian 
dan pemel.iharaan/perawatan bangurum 
ged.ung, pera]atan serta perlengkapan 
mekanika1 dan elektrikal dan dokumen ikatan 
kerja; 

2. pengujian lapangan (on site) dan/atau 
laboratorium untuk aepek ke:telamatan, 
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pAda 
struktur, peralatan dan perlengkapan 
bangunan gedung serta prasarana pada 
komponen lwnstrukai atau peralatan yang 
IDeJDerlukan data ~knis akurat &ei!Uai dengan 
pedoman teknis dan tat.a cara pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan ge(iung. 

b. pada proses perpanjangan SlF bangunan gedung: 
1. kesesuaian data aktual dengan data dalam 

dokumen hasil pemeriksaan berkala, Japoran 
pengujian struktur, peralatan dan 
pl'!rlf!flglc11f111n bangunan gedung serta 
prasarana bangunan gedung, laporan hasil 
perbaikan dan/at.au penggantian pada 
kegiatan perawat.an, termasuk perubahan 
fungsi, intenllitas, arsitektrur dan dampak 
lingkungan yang ditimbulkan; 



.. 

(1) Pemanfatan bangunan gedung sebagaimana 
dim.aksud dalam Pasal 126 merupQkan kegiabul 
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik 
memperoleh SLF. 

(2) Pemanfaatan sebagaimane. dirilaksud pada ayat (11 
dilaksanakan seeara t.ertib administtasi dan tertib 
teknis untujc menjamin kelaikan fungSi. bangunan 
gcdung tanpa mcnimbulkan dampak pcnting 
terhadap lingkungan. 

(3) Pemllik bangunan gedung untuk kependngan umum 
harua mengikuti program pertanggunpn terhadap 
kemungkinan kegaga1an bangunan gedung selama 
pemanfaatan bangunan gedung. 

Pasal 127 

Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung metiputi 
pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan 
secara berkala, perpanjangan SLF dan pengawasan 
peman!aatan. 

Pasal 126 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keempat 
Kcgiatan Pcmanfa.atan Bangunan Gcdung 

2. pengujian lapangan (on site) dan/atau 
laboratorium untuk aspek keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada 
etruktur, peralatan dan perlengkapan 
bangunan gedung serta. prasarana pada 
struktur, komponen konstruksi dan peralatan 
yang memerlukan data teknis akurat 
ter'!DlWUk pen1bahan fungsi, peruntukan dan 
int~nsitas, sn-si~ktur Mrtsi dampak 
lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai 
denp.n pedoman teknis dan ta.ta cara 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung. 

(6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat {4) dicatat dalam daftar sima.J<, disimpulkan 
rlBlam surat {M!myatasin IM!mP.rilau:um la!laikan fung..qi 
bangunan gedung atau rekomendasi pada 
pemerikman pertama dan pemeriksaan berkala. 



.. 

Paaal 129 

(1) Kegiatan perawatan bangunan ged.ung sebagaimana 
djrnabud dalam Pasal 126 meliputi perbalkan 
den/atau penggantian bagian bangunan gedung, 
lromponen, bahan bangunan dan/at.au prasarana dan 
sarana berdasarkan rencana teknia perawar.an 
bangunan gedung. 

(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam 
melakukan ket)atan perawatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 1nengunalutn penyedia 
jaaa perawaum bangunan gedung bersertiilkat 
dengan deAAr ikatan kontrak berdasark.a.n peraturan 
perundang-undangan mengenai jasa konstruksi. 

(3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan 
perawatan bangunan ge<lung dengan tingkat 
kerusakan sec!ang dan berat cliJakuJcan setelah 
dokumen rencana tcknis perawatan biuigunan 
gedung disentjui oleh Pemerintah Daerah. 

Paragraf3 
Perawatan 

PamgN1f2 
Pemeliharaan 

Pasal 128 

(1) Kegiatan pemeliharaan ge<lung sebagaimana 
dJmaksud dalaln Pasal 126 meliputi pembersihan, 
perapian, pemerikflaan, pengujian, pCTbaikan 
dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan 
bangunan gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya 
beniaaarkan pedoman pengoperasian dan 
pemelihacaan bangunan gedw1g. 

(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung harus 
melakukan kegiatan pemeliharaan sebegaimana 
dimaksud pada ayat (1) clan dapal men{lguna.kan 
penyedia jasa pemelih.aman gedung yang mempunyai 
sertifikat kompetensi yang sesual berdasarkan ikatan 
lrontrak berdasarkan pera.turan perundang- 
undangan. 

(3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia 
jasa sebagaimana dimakaud pada ayat (2) harus 
menempkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3). 

(4) Haail lregiatan pemeliharaaan dituangk:an ke dalam 
la.ponm pemcliharaan yang <ligunaknn ~h~ 
pertimbangan penetapan peipanjangan SLF. 



Paragraf 4 
Pemeriksaan Berkala 

Pasal 130 

(1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana 
djmalssud d<tb:un Pl:laal 126 d.ilakukan untuk seluruh 
atau aebagian bangunan gedung, komponen, bahan 
bangunan dan/atau sarana clan prasarana dalam 
rangka pemeUharaan dan perawatan yang harus 
dicatat dalaJn laporan pemertksaan sebagai baban 
untuk memperoleh perpanjangan SLP. 

(2) Pemilik atau pengguna bangunan ged.ung di dalam 
mela.kukan kegiatan pemedk.~1 be:rka.la 
sebagaimana dimBksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis 
bangunan gedung atau perorangan yang mempunyai 
!lel1i.likat kompetenet yang sesuai, 

(3) Llngkup layanan pemeriksaan berkala bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 
a. pemeriksaan dokumen adminiatrasi, pelaksan.aan, 

pemeliharaan dan perawatan bangunan getlung; 
b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung 

terhadap pemenuhan persyaratan teknis 
tennasuk penguj.i.an keendalan bangunan gelung; 

e , kegiatan analieis dan evalua.ei; dan 
d. kegiAtAn penyusunan laporan. 

(4) Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah 
tinggal deret don bruigunan rumah tinggal scmcntara. 
yang tidak laik fungsi dengan SLF yang dibekukan. 

(SJ DalaJn hal belum terdapat pcnyedia jasa pengkajian 
teknis sebagaimana dimaksud pada Byat (2), 
pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah 
dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang 
tei-kaiL dengan bangunan gedung. 

(4) Huit kcgiatan peraWll.tan dituangkan ke da)eun 
laporan perawa.tan yang almn digunalcan sebaga.i 
sa!ah satu dasar pertimbangan penetapan 
perpanjangan SLF. 

(5) Pe!aksanaan kegiatan perawatan oleh penyedi.a jasa 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) harus 
menerapkan prinsi.p Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja. lK31. 



, .. 

setelah 
gedung 
fungsi 

(4) Pengurull8.ll perpanjangan SLF dilalrukan 
pemilik/pengsuna/pengelola bangunan 
memilil<:i basil pemeriksaan/kelaikan 
ba.ngunan gedung berupa: 
a. laporan pemeriksaan berkala, Iaporan 

pemerikaaan dan perawatan bangunan gedung; 
b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan geclung; dan 
c. dok:umen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan 

fungsi bangunan gedung atau rekomendasi. 

(5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh 
pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung 
dengan dilampiri dokumen: 
a. surat permohonan perpanjangan SLF; 
b. surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan gedung atau rekomendasi basil 
pemerikaaan kelaikan fungsi ba.ngunan gedung 
yang ditandatangani di alas meterai yang cuk.up; 

e . as built drawings; 

ParagrafS 
Pu panjaqan SLF 

Pasal 131 

(1) Perpanjangan SLF ba.ngunan gedung eebagaimana 
dimaksud dalaJn Pasal 126 diberlakukan untuk 
bangunan gedung yang ~la.h dimanfaatkan dan masa 
berlaku SLF hahis. 

(2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana di.maksud 
da1am ayat ( 1) yaitu: 
a. untuk bangu11an gn1ung hunian rumah tinggal 

tunggal sederhana dan rumah deret sederhana 
tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk 
perpanjangan SLF); 

b. untuk baagunan gcdung hunian rumah tinggal 
tunggal dan nunah deret sampai dengan 2 (dua) 
lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun; dan 

c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah 
tinggal tidak sederhana, bangunan gedung 
lainnya pada umumnya dan bangunan gedung 
tertentu ditetapkan dalam .iangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

(3) Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung 
sebagaimana dnnaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling Jambat 60 (enam puluh) hari kalender &ebelum 
berkhimya ma:N1 berlaku SLF dengan memperhatikan 
ketentuan M~imana dimaksud pa.da ayat (I). 



. :~ 

(11 Pelestarian bangunan gcdung meliputi kegiatan 
penetapan dan pemanfa.atan, perawatan dan 
pemugaran dan kegiatan pengawasannya eesuai 
dengan kaidah pelestari&n. 

(2) Pelest.arian bangunan gedung sebagaimana. dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan 
menjamiD kelaikan fungsi bangunan gedung dan 
lingkungannya lle1JUai dengan peraturan penmdang- 
undangan. 

Pasal 134 

Paragraf7 
Pelesbllian 

Paragraf6 
Pengawasan Pemanfa.atan Bangunan Gedung 

Paeal 133 

Pengawasa.n pemanfaatan bangunan gedung dilakulum 
oleh Pemerin1ah Daerah: 
a. padei. aaat pengajuan perpanjangan SLF; 
b. adanya. laporan dari masyarakat; clan 
c, adanya indibsi perubahan fungsi dan/atau 

bangunan gedung yang membahayakan lingkungan. 

Tata cara perpanjangan SLF diatUr lebih lanjut dalam 
Pcraturan Bupati. 

Pasal 132 

d. fotolmpi JMB bangunan gedung atau 
perubahannya; 

e. fotokopi dokumen status hak atas tanan; 
r. fotokopi dokumen status kcpcmilikan bangunan 

gedung; 
g. n!komendasi dari mstansi teknia yang 

bertanggungjawab di bidang fungsi khusus; dan 
h. dolcumen SLF bangunan gedungyang terakhir. 

(6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling Jama 30 
(tiga. puluh) hari setelah diterimanya pennohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (51. 

(71 SLF diaampaikan kepada pemohon aelambat- 
lambalnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
penerbitan pcipanjang,an SLF. 
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( l) t::Jangunan gedung dan lingkungannya dapat 
diretapkan sebaga.i bangunan cagar budaya yang 
dilindungi dan dilestarikan apabila tel.ah berumur 
paling sedilcit 50 (lima puluh) tahun atau mewakili 
masa gaya sekurang-k:urangnya 50 (liJna puluh) 
tahun, serta dianggttp Plempunyai rlllai penting 
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk 
nilai arsitektur den teknologinya serta memilild nilai 
budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 

(21 Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat 
mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya 
yang memenuhi syarat sebapimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk ditet.a.pkan sebegai bangunan cagar 
budaya yang dilindungi dan dilestarikan. 

(3) Bangunan gedimg dan lingkungannya sebagaimano 
dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan 
penetapannya harus telah mendapat pertimbangan 
dari tim ah.Ii pelestarian bangunan ge4lung clan basil 
dengar pendapat maayarakat dan harue inendapat 
pP.rAA11ljuan dari pP.milik hAngunAn gedung. 

(4) Bangunan gedung yang diuaulkan untuk ditetapk.an 
sebagai bangunan gedung yang dilindungi dan 
dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri 
tttais; 
a. klasilika$i utama yaitll bangunen gedung dan 

lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali 
tidak boleh diubah; 

b. klasifikasi madya yaitu bangunan ge4iung dan 
lingkungannya yang bentuk fisiknya dan 
eksteriomya s.ama sekali tidak boJeh diubah, 
namun tata ruang dalamnya sebagian dapat 
diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan 
pelestariannya; 

c, klasifikasi pratama yaitu bangunan ge<lung dan 
lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh 
diubah !IE'hagien tanpa :mengurangi nilai 
perlindungan dan pelestariannya serta tidak 
menghilangkan bagjan utama bangunan gedung 
tersebut. 

15) Pemerintah Daerah melalui tnstansi terkait mencatat 
bengunan gedung dan lingkUngannya yang 
dilindungi dan dileete.rikan aertil kebemdaen 
bangunan gedung dimaksud menurut klasifikasi 
sebagaimana dbnaksud pada ayat (4). 

,-... 

Paragraf8 
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung 

Cagar Budaya yang Dilestarikan 

PARAI 135 
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(6) Kcputusan penetapan bangunan gedung dari 
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan 
sebagaillUU18. dimakaud pada ayat (5) disampaikan 
secara tertulis kepada pemilik. 

Paragrsf9 
Penyelenggaraan BanRUnan Gedung Cager 

Budaya yang Dilestarikan 

Pasa1136 

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung ca.gar budaya 
yang dilcstarikan harus IDCngikuti prtnsip: 
a. sedilcit mungkin melakukan perubahan; 
b, sebanyak mungldn mempertahankan keaslian; 

dan 
c. tlndakan perubahan dilakukan dengan penuh 

kehati-hatian. 

(2) Penyelenggara. sebagaimana dimaksud pads ayat (2) 
t.erdiri atas: 
a. J)<'!l'TlP.rintah pusar, pemerintah provinai. atau 

pemerintah kabupaten dalam hal ba.ngunan 
gedung cagar budaya dimiliki oleh negara/ 
daerah; 

b. pemilik bangunan gcdung cagar budaya yang 
berbadan hukum atau perseorangan; 

c. pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung 
cagar budaya yang berbadan hukum atau 
perseorangan; dan 

d. penyedia jasa yang kompeten dalam bitllmg 
bangunan gedung. 

(3) Penyelengsaraan bangunan gedung cagar budayo. 
yang dilestarikan meliputi kegiatan: 
a. persiapan; 
b. perencanaan t.eknis; 
e. pelakaan.a.an; 
d. pemanfaatan; dan 
e. pembongkaran. 

(4) Kegiatan persiapa.n sebaoimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a diJakukan melalui tabapan: 
a. .kajian identttikasi; dan 
b. usulan penanpnan pclestarian. 

(5) Perencanaan telmis bangunan gedung cagar budaya 
yang dilestmikrut seba.gaimana diinaksud pada 
ayat (3) huruf b dilakukan me1alui tahapan: 
a. penyiapan dokumen rencana teknis pelindungan 

bangunan gedung cagar budaya; dan 
b. penyiapan dokumen rencana teknis 

pcnganbangan clan pemanfaetan bangunan 
gedung cagar huda~ ~suai denga.n fungsi yang 
ditetapkan. 



(11 Pembongkara.n bangunan gedung meliputi kegiatan 
penetapan pembongkaran dan pelaksana.an 
pembongkamn bangunan gedung, yang dilalcuknn 
dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran 
secara umum serta. memanfaatkan ilmu pengetabuan 
dan teknologi. 

(2) Pembongkara.n bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 harus dilaksanakan secara 
tcrtib dan memperttmbangkan keamanan, 
lceselamatari masymaka.t dan lingkungannya. 

Pas.el 138 

Bagian Kellina 
Pembongkaran 

Paragraf 1 
Umum 

.,,..-.. 

Ketentuan lcbih lanjut m.engenai penyclenggaraan 
bangunan gedung cagar budaya diatur dalam P~rsihnan 
Bupati. 

Pasal 137 

(6) Pelakaanaan bangunan gedung cager b1ulaya yang 
dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c meliputi pekerjaan: 
a. anitektur; 
b. atruktur; 
e. utilitaa; 
d. lanskap; 
e. tata ruang dalam/interior; dan/atau 
r. pek:erjaan khusus lainnya. 

(7) Pela.ksana.an pemugaran bangunan gedung cagar 
budaya yang dilestarikan dilakukan sesuat ketentuan 
pera.turan perundang-undangan. 

(B) Bangunwi ~ung cagar budaya yang dilestartkan 
dapat climanfaatkan oleh pemilik, pengguna 
dan/atau pengeloJa setelah bangunan dinyatakan 
laik fungsi dengan harus melakukan pemeliharaan, 
perawatan clan pemeri.ksaan berkala. berdasarkan 
pcraturan perundang-undangan. 

(9) Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya 
sebagaimana dimakaud pe.da ayat (3) huruf e dapat 
dilakukan apabila tenlapat keruaakan struktur 
bangunan yang tidak dapat diperbaiki 1agi. serta 
membahayakan pengguna, masyarakat dan 
lingkungan. 



···.-. 

Ill PemerintAh dan/atau Pemerintah Daerah 
mengidentifika.ai bangunan gcdung yang akan 
ditetapkan untuk dihongkar bP.m11sarksm hasil 
pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat. 

(2) Bangunan gedung yans dapat dibongkar 
sebagaimana djmaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bangunen gedung yang tidak laik fungsi dan tidak 

dapat diperbaiki lagi; 
b. bangunan gedung yang pemanfaatannya 

menimbulkan bahaya bagi pengguna, Jnal$)'Al"akat 
dan lingkungannya; 

c. bangunan gedung yang tidak memiliki IMB; 
dan/atau 

d. bangunan gedung yang pemililmya menginginkan 
tampilan beru. 

(3) Pemerintah Daerah menyampailcan basil identiilkasi 
sebagaitna.na. dimak3ud pada ayat (I) kepada 
pemilik/pP.nggunS11 lulngunan geclung yang akan 
ditetapkan untuk dibongkar. 

(4) Benla.sarksn ha.sil identifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola bangunan 
gedung wajib melakukan pengkajian teknis dan 
menyampaikan lutsilnya. kepada Pemerinta.h Daerah. 

(5) Apabila basil pengkajian tersebut sesuai dengan 
ketentuan sebagalmana diuiaksud ptUhl ayat (2) 
Pemerintah Daerah m.enetapkan bangunan gedung 
tenebut untuk dibonldcar dengan surat penetapan 
pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran 
dari Bupati yang memuat batas waktu dan prosedur 
pembonglauan serta sanksi atas pclangg8l'all yang 
terjadi. 

(6) Dalaan hal pemilik/pengguna/pengelola bangunan 
gedung tidak mela.ksanakan perintah pembongkaran 
sebe.gaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran 
akan dilakukaD oleh .t'emertntah Uaerah ates beban 
biaya pemilik/pengguna./pengelola Da.ngunan 
Gedung. kecuah bagi pemilik bangunan rumah 
tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya 
menjadi beba.n Pemerintah Daerah. 

.~ 

Paragraf2 
Penetapan Pembongkaran 

Pasa.l 139 

(3) Pembongkaran bangunan gedung geohagaimena 
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan 
ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan 
pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali 
bangunan gedung fungsi khuous oleh Pemerintah. 



(2) Pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan 
peralatan berat dan/atau bahan peledak harus 
dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran 
bangunan gedung yang mempunyai sertifikat 
keahlian yang sesuai. 

(3) Pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung yang 
tidak melaksanakan pembongkaran dalam hAtsu:i 
waktu yang ditet.apkan da1am surat perintah 
pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran 
d.i.hl.kulutn uleh Pemerintah Daerah at.as beban biaya 
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung. 

Paragraf4 
Pelaksanaan Pembongkaran 

Pasal 141 

(1) Pcmbongkaran bangunan gedung depat dilakukan 
oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung 
atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran 
bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian 
yang 3CSuai. 

.~ 

Pasal 140 

(1) Pembongkaran bangunon gedung yimg 
pelaksanaannya dape.t menimbulkan dampak luaa 
terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus 
dilaksanakan berdasarkan reneana teknis 
pembongkaran yang dtsueun oleh penyedia jaea 
pere11canaan teknis yang memililci sertifikat lceahli.an 
yang sesuai. 

(2) Rencana telmie pembongkanm f1ebagaimana 
dimaksud pada ~at (1) harus disetujui oleh 
Pemerintah Daerah, setelah mendape.t pertimbangan 
dari TABG. 

(3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak 
luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, 
pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan 
~sasri dan pemberit.ahuan tertulie kepada 
rnmwarakat di sekitar bangunan gedung sebelum 
pelak8anaan pembongkaran. 

(4) Pelaksanaan pembongkaran mengi.kuti pnns1p- 
prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3J. 

Paragraf3 
Rencana Teknis Pembongkaran 



Pasal 144 

l'endawm dan/atau pendaftaran bangunan gedung 
dilakukan pada sa.at: 
a. permohonan izin mendirikan bangunan geciung; 

khusus 
dengan 

(3) Bupati wajib menyimpan secara tertib data bangunan 
gedung sebapi araip Pemerintah Daerah. 

(4) Pendataan bangunan gedung fungsi 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
berkoordinasi dengan Pemerintah. 

(1) Pcndat.aan bangurum gedung wajib dilakukan 
Pemerintah Daerah untuk keperluan tertib 
administratif penyelenggaraan bangunan gedung • 

(2) Sasa.ran pendataan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ba.ngunan 
gedung yang meliputi bangunan gedung baru dan 
bangunan gedung yang r.elah ada.. 

. ~ 

Pasal 143 

Barjan Keenam 
Pcndataan Bangunan Cedung 

Paragraf 1 
Umum 

(4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atw:l 
pelaksana.an lce9esuaian laporan pelaksanaan 
pembongkaran dengan rencana teknis 
pembongkaran. 

(2) Pembongkaran bangunan gedung · tidak sederhana 
sebagaimana dimaksud ~ ay~l (1) dilakukan 
berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh 
persetujuan dari Pemerintah Daerah. 

(3) Haell pengawasan pembongkaran bangunan gedung 
9t'bagaii:nana dimakaud pada ayat (2) dilaporkan 
kepada Pemerintah Daerah. 

Paragraf'S 
Penp.wasan Pembongkaran 

Bangunan Gedung 

Pasa1142 

(1) Pengawaaan pembongkaran bangunan gedung tidak 
sederhana dilakukan oleh penyedia jaaa. pengawasan 
yang memiliki sertiidcat keiahlian yang setJuai. 



Pa.sal 147 

(1) Pendataan bangunan gedung dibagi dalaln tiga tahap 
penyelenggaraan bangunan gedung, yaitu: 
a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelabanaan; dan 
e. tahap pemanfaatan. 

P::n".Agnif 2 
Proses Pendataan Bangunan Gedung 

Paaal 146 

( 1) Proses pendataan bangunan gedung merupakan 
keglatan memasukan dan mengolah data bangunan 
gedung oleh Pemerintah Daerah scbagai proses 
lanjutan dari pemasukan dokumen/pendaftaran 
bangunan gedung baik pada proses IMB ataupun 
pa<ia proses SLF dengan prosedur yang sudah 
ditetapkan. 

(2) Output/basil pendataan bangunan gedung dapat 
menjtt.di dw.ar pernmbangan diterbitkannya Surat 
Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) 
sebegai bukti teJah terpenuhinya semua persyaratan 
kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung. 

Pasal 145 

(II Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah eecara aktif dan berkala denga.n melakukan 
pP.ndsitasin ulang bangurum gedung seeara periodik 
yaitu: 
a. setiap 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung 

tungst non-human; dan 
b. setiap 10 (eepuluh) tahun untuk bangunan 

gedung fungsi human. 

(2) SeJain dari ketentuan sebagaimana iliuUJ.k~ud pada 
ayat (I), pemutakhiran data juga. oleh pemerintah 
daerah pad.a masa peralihan yaitu selama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak peraturan daerah mi 
ditetapkan. 

b. permohonan perubahan izin mendirikan bangunan 
gedung yaitu pad.a waktu penambahan, pengumngan 
atau perubahan bangunan gedung yang telah 
memenuhi persyaratan IMB. perubahan rungsi 
bangunan gedung dan pelestarian bangunan gedung; 

c. penerbitan SLF pert.am.a kali; 
d. perpanjangan Sl..F; dan 
e. pembongkaran bangunan gedung. 
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(1) Data Bangunan Gedung terdiri atas: 
a. dat.a. umum bengunan gedung; 

(2) Sistem pendataan bangunan gedung merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam sefuruh tahapan 
penyelenggaraan bangunan gedung. 

(3) Aplikasi yang digunakan dalam pendataan bangunan 
gedung wa111hluu1 untuk Wtpll dllru:tnfa.tdkan pada 
selueuh tahap penyelenggaraan bangunan geduna 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pemallfaatan dan pembongkaran. 

(1) Si::.kml YllDB digunakan dalam pendataan bangunan 
gedung merupakan siatem komputerisaai. 

Paragaf3 
Si.stem Pendataan Bangunan Ged.ung 
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(2) Pendataan bangunan gedung pada tahap 
peren~ ~bqwmana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan pada aaat pennohonan IMB, basil 
akhir dari kegiatan pendataan bangunan gedunR 
pada pra-konstruksi ini biaa menjadi dasar 
penerbitan IMB. 

(3) Pendataan bangunan gedung pada tahap 
pelaksana.an sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b dilakukan pada akh.i.r proses pelaksanaan 
konstmks:i yang menjadi daa.ar diterbitkannya SLF 
sebelum bangunan dimanfaatkan. 

(-t) Pendatasn bangunan gcdung pada tahap 
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada a.vat (1) 
huruf c meliputi: 
a. pendataan bangunan gedung pada saat proses 

perpanjangan SLF, yaitu pada saat jatuh tempo 
masa berlakunya. SIP clan pemilik/ pengelola 
bangunan gedung mengajukan permahonan 
perpanje.ngan SLF; dan 

b. pendataan bangunan gedung pada saat 
pembongkaran bangunan gedung, yaitu pada saat 
bangunan gedung Wilm dillungkar itk.ibat sud.ah 
tidak layak fungsi, membahayakan lingkungan 
dan/atau tidak memiliki IMB. 

,- .. 



.. 

Ketentuan kuilL hu:tjut meugenai pendataan Banguuan 
Gedung diatur delem Peraturan Bupati. 
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ff) Uata terkait proses pembongkaran/pelestarian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J) hur-uf g 
m~liputi: 
a. data kelengkapan adminietrasi pemohon 

pembongkaran/pelestarian; dan 
b. data kemajuan proses perrnohonan 

pembonglrornn/ pelestnrian. 

(6) Data terkait proses SLF sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hurur r meltpun: 
a. data kckngkapan administre.si pemohon SLF; dan 
h. rlAh1 kP.mAjus1r1 proses pennohonsm SLF. 

(5) Data ter.kait proses IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d meliputi: 
a. data kelengkapan admmtstrast pemuhun !MB; dan 
b. data terkait kemajuan permohonan IMB. 

(4) Data status bangunan gedung sebagaimana 
dimalcsud pada ayat (1) huruf e melipnri: 
a. data perorangan; 
b. data badan usaha; 
c. data negara; dan 
d. data status admini~tcal!i IM.111!',umu1 ~et.luul!\. 

(3) Data teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (ll huruf b melipud: 
a. data teknts struktur; 
b. data tcknis araitekrur; 
e. <li:itR tP.knis ufilitaa: ciAn 
d. data penyediajasa. 

b. data teknis bangunan gedung; 
c. data status bangunan gedung; 
d. Llalli terkait pi-uses IMB; 
e. data terkait proses SLF; dan 
f. data terkait proses pembongkaran/pelestarian. 

(2) Data umum bangunan gedung sebagalmana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a melipu ti: 
a. data perorangan; 
b. data badan us.aha; 
c. data negara; 
d. data tanah; dan 
e. dala banguna.n gedung. 



(!) Pemerintah dan/atau Pemerintoh Daerah we.jib 
melakukan upaya penanggulangan darurat berupa 
penyelamatan jiwa clan penyediaan Bangunan 
Gedung umum sebagai tempat penampungan. 

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung umum sebagai 
t.empat penampungan sebagaimana dimaksud pada 
tty.at 11) WLikubn pada lokasi yang arnan dart 
ancaman bencana dalam bentuk tempat tinp 
sementara selama korban bencana mengungsi berupa 
tempat penampungan rnassal, penampungan 
keluarga atau individual 
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Paragraf2 
Bangunan Gedung Umum 

Sebagai Terupa], Penampungan 

(1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang 
dillikukan untuk mengatasi sementara waktu akibat 
yang ditimbulkan oleh bencana alam yang 
menyebabkan rusaknya Bangunan Oedung yang 
menjadi hunian ata.u tempat beraktivitas. 

(2) Penanggulangan darurat sehagaimana dimakaud 
pada ayat (J) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan/atau kelompok masyarakat. 

(3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) dilakukan setelah terjadinya bencana 
alam sesuai dengan skalanya yang mengancam 
keselernatan Bangirnan Gedung don penghuninya, 

(4) Skala bencana alarn sebagairnana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
dalam setiap tingkAtan pemermtahan yaitu: 
a. Presiden untuk bencana alam dengan skala 

nasional; 
b. Gubemur untuk bencana alam dengan skala 

provinsi; dan 
c , Bupari unt.uk bencana J11Rm ~k.Rbi k.Rhnp::itf!n. 

(5) Di dalam menetapkan skala bencana alam 
sebagaimana dimabud pada ayat (4) berpedoman 
pada peraturan perundang-undanzan terkait. 

Paragraf 1 
Penanggulangan Darurat 
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Bagian Ket.ujuh 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

Untuk Kebencanaan 



• 

(3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungs! 
sebagai hunian rumah tinggal pascabencana da.pat 
berbentuk pemberian bantuan perbaikan rurnah 
masyarakat. 

(4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dana, 
peralatan, material, dan/ atau sumber daya. manusia, 

(5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung 
yang rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana 
yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan 
dcngan memperhatikan stander konstruksi 
bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan 
ekonomi. 

(6) Pelaksanaan pemberian hantuan perbaikan rumah 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan 
teknia uleh iI1:!$larusi/ Iembaga terkail. 

(7) Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan 
Oedung pascabencana diatur Iebih Ianjut dalam 
Peraturan Bupo.ti. 

~· 

(1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat 
diperbaiki at.au dibongkar sesuai dengan tingkat 
kerusakannya. 

(2) Bangunan Gedung yang rusak t:ingkat sedang dan 
masih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi 
$CSUai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Pemerintab Daerah. 
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Paragraf 3 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Oedung 

Pascabencana 

(5) Penyelenggaraan Bangunan Gedung umum sebagai 
ternpat pena.mpungan sebagaimana dimakeod pada 
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan lokasi 
bencananya. 

(3) Bangunan Ocdung umum yang digunakan scbagai 
tempat penampungan sementara h.arus memenuhi 
persyaratan administratif clan teknis Bangunan 
Gedung. 

(4) Bangunan Gedung umum sebagai tempat sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedildt 
dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, 
fo.silil:ll.s oonito.ei dan penerangan yo.ng mema.dai. 



(1) TABG dibentuk don ditetapklln oleh Bupnti. 

Pasal 155 

6agia.n Kel:ll:lt u 
Pembentukan TABG 

RARV 
TIM AHLI BANOUNAN OEDUNG (TABO) 
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Rumah tinggal yang menga.Iami kerusakan aldbat 
bencana dapat dilakukan rehabilitasi dengan 
menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesuai 
dengan karakteristik bencana. 

~ .. 

(9) Untuk mempercepat pelaksa.naan rebabilitasi 
Bangunan Gedung hunian sebagalmana dimaksud 
pada ayat (3). Bupati dapat menyerahkan 
kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat 
pemerintahan di tingkat paling bawah. 

(10) Rehabilitasi rumah human sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses peran 
masyarakat di lokasi beneana, dengan difa.silita.si oteh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

(11) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian 
rumah tingg<tl piula iallltp n::hi:lbilil...iuli pascabencana, 
dilakukan dengan m.engikuti ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal l 09, 
Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. 

(12) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian 
rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, 
dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 125. 

(8) Dalam melaksanakan rehabllltasi Bangunan Oedung 
hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada 
Pemilik Bangunan Oedung yang akan direhabilitasi 
berupa: 
it. pengunmgan1 atau pembebasan biasa IMB; atau 
b. pemberian deeain prototipe yang sesuai dengan 

karakter bencana; atau 
c. pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan 

rekonstruksi Bangunan Gedung; atau 
d. pemberian kemudahan kepada pennohonan SLF; 
e. bantuan lainnya. 



( 1) TABG mempunyai tugas: 
a. memberikan pertimbangan teknis berupa 

naeehat, pendapat, dan pertimbangan profestonal 
pada pengesahan rencans. telmis Bangunan 
Gedung untuk kepentinaan umum; 

b. memberikan masukan tentang program dalam 
pelaksanaan tuga.s pokok dan fungsi instansi 
yang terkait; 

c. rugas TABG sebagaimana dlmakeud huruf a da.n 
huruf b hanya untuk jenis bangunan diatas 3 
(tiga) lantai atau jenis bangunan kornpleks atau 
jenis bangunan khusus: dan 

RAgiAn KP.rlnA 
Tugas dan Fungsi 
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(4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap. 

(5) Setiap unsur minimal diwakili oleh 1 (satu) orang 
sebagai anggota atau disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

(6) Nama-nama anggota TABG diusulkan ol.eh asosiasi 
profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli 
termasuk masyamkat adat yang disimpan dalam 
baeie data daftar anggota TABG. -·· 

(3) Keterwakilan unsur-unsur asasiasi profesi, perguruan 
tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat 
adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur- 
unsur instanst Pemerintah Daerah. 

(1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari: 
a. pengarah; 
b , kctua; 
c. wakil ketua: 
d. sekretaris; dan 
e. anggota. 

(2) Keanm.totaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur: 
a. asosiasi profesi; 
b. masyarakat ahli di Iuar disiplin Bangunan 

Ocdung termasuk masya.rakat adat; 
c. perguruan tinggi; dan 
d. instansi Pemerintah Daerah. 

,. ... ,. 
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(2) T.ABG sebageimena. dimaksud pada a.yot (I) hru'Ue 
sudah ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini 
dinyatakan berlaku. 



' 

Bagian Ketiga 
Pembiaya.a.n TABG 
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(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota 
TABO dibeblmluu1 pade, APBD Pemermiah Daerah. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. biaya pengelolaan basis data; 
b. biaya operaaional TABO yang terdiri dari: 

1. biaya sekretarla.t; 
2. persidangan; 
3. honorarium dan tunjangan; 
4. bia.ya perjalanan dtnae, 

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) diatur dalarn 
Peraturan Bupati. 

,,..... 

(1) Masa kcrja Tl\BG ditctapkan 1 (satul tahun enggaran. 

(2) Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak- 
banyaknya 2 (dual kali masa kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat [I]. 
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(:.!I Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (11 huruf a, TABG mcmpunyai fungsi: 
a. pengko.jian dokumen rencana telm.is yang telah 

disetuiui oleh instansi yang berwenang; 
b. pengkajian dokumen rencana tekms berdasarkan 

ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; 
dan 

c, pengl{ajian dokumen rencana teknis berda.sarkan 
ketentuan tentang persyaratan keanda1an 
Bangunan Gedung. 

(3) Disa.mping tugaa pokok sebagajmana dimakaud pada 
ayat (1), 1'ABG dapat membantu: 
a. pembuatan acuan dan penilaian; 
b. penyelesaian masalah; dan 
c. penyempumaan peraturan, pedoman dan 

standar. 

, .. 

d. TABG da1am melaksana.kan tugas sebagaimana 
di.maksud pada huruf a, sa.mpai dengan huruf c 
setelah m.endapatkan pennintaan dari instansi 
yang memiliki kewenangan dibida.ng perizinan. 



(1) Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban 
penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 160 huruf a meliputi kegiatan 
pembangunan, k:cgiatan pemanfaatan, kegiatan 
pelestarian tennasulc peT"awatan dan/11ta11 
pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya 
yang dilindungi clan dilestarikan dan/atau kegiatan 
pembongkaran Bangunan Gedung. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan: 
a. dilakukan secaraobjektif; 
b, dilakukan dengan penuh tanggungjawab; 
c. dilalcukan dengan tidak meni.mbulkan gangguan 

kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, 
masyarakat dan lingkungan; dan 

d. dilakukan dengan tidak meni.mbulkan kerugian 
kepad.a pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, 
masya.rakat den lingtrungan. 
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Paragraf 1 
Lingkup Peran Masyarakat 

Pasa.l 160 

Peran masyarakat da.lam penyelenggaraan Bangunan 
Oedung dapat terdiri atas: 
a. pemantauan clan penjagaan ketertiban 

penyelenggaraan Bangunan Gedung; 
b, pemberian masukan kepada Pemerinto.h dCUl/a.tau 

Pemerintah Daerah dalam penyempumaan 
peraturan, pedoman dan Sta.ndar Teknis di bidang 
Bangunan Oedung; 

c. penyampaian pendapat dan pertimbangan .kepada 
inetanai yang bcrwcnang tcrhadap penyusunan RTBL, 
renc-.ana tP.kni!l bangnnan t~entu dan kegiatan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang 
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; 
dan 

d. pengajuan Ougatan Perwakilan terhadap Bangunan 
Gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau 
membahayakan kepentingan umum. 

BAB VI 
PERAN MASYARAKAT DAI.AM PENYELENGGARA'\N 

BANGUNAN GEDUNG 



., 
.·'· 
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(l) Peniagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan 
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 
huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui: 
a. penceganan perbuatan perorangan atau kelompok 

masyarakat yang dapat mengurangi tingkat 
keandalan Bangunan Gedung; dan 

b. pencegallan perbuatan perseorangan atau 
kelompok masyarakat yang dapat menggangu 
penyelenggaman Bangunan Oedung dan 
linglCllngannye.. 

(2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) masyarakat dapat melaporkan secara lisan 
dAn/iitau t.P.rt.ulia kP.pAdB: 
a. Pemerintah Daerah meJalui instansi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keamanan dan ketertiban; dan 

,,..--. 

(3) Penumtauan sebagaimana dllnakaud pada ayat (l) 
dapa.t dilakukan oleh perorangan. kelompok, atau 
organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan 
pengamaran. penyampaian masukan, usulan dan 
pengadu.an terhada.p: 
a. bangunan gedung yang ditengarai tid.ak laik 

fungsi; 
b. bangunan geclung yang pembangunan, 

pemanfaatan, pelestarian dan/ atau 
pembongkarannya berpotensi menimbulkan 
tingkat gangguan bagi pcngguna dan/ atau 
m.asyarakat clan lingkungannya: 

c. bangunan gedung yang pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian dan/atau 
pembongkarannya berpotensi menimbulkan 
t.i11gkat bahaya tertentu bagi pengguna dan/atau 
masyarakat dan lingkungannya; dan 

d. bangunan gedung yang ditengarai melanggar 
ketentuan perizinan dan lokasi bangunan gedung. 

(4) Hasil pantauan sebllgaimana dimakeud pclda o.yo.t (3) 
dilaporkan eecara tertulis kepa.da Pemerintah Deerah 
secara langsung atau melalui TABG. 

(S) Pemerit.ah daerah wajib menanggapi dan 
menindaklaniuti laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dengan melak:ukan penelitian dan 
eva1uasi secara administratif dan secara teknis 
melalui pemerikaaan Iapangan dan mclak:ukan 
rlnda.kan yang diperlukan serta menyampaikan 
haailnya kepa.da pelapor. 

r' 



. ., 

Pasal 164 

(1) Penyampaian pendapat dan pertimban,Rall kepada 
instansi yang berwenang terha.dap penyueunan RTBL, 
rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan 
penyelenggaraan Bangunan Gcdung yang 
menimbnlkan rh1mriik pP.nting t~rhadap lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 160 huruf c 
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa 
berkepentingan dan bertanggungjawab dB\nn 
penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya. 

(21 Penyampaian pendapat dan pertimbangan 
sebagaimane. di.maksud pada ayat (!) dapat dilakukan 
oleh: 
a. perorangan; 
b. kelompok masyarakat; 
o , organieasi kemasyarakatan; 
d. masyarakat ahli; d.an/at.au 
e. masyarakat hukum adat. 

(1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 160 huruf b meliputl masukan terhadap 
penyusunan dan/ata.u penyempurnaan peraruran, 
pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan 
Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakuk.a.n dengan menyampaikannya 
secara tertulis oleh: 
a. perorangan; 
b. kelompok maszyarakAt; 
c. organisasi .kemasyaraka.tan; 
d. masyarakat ahli; dan/atau 
e. masyarakat hukum adat, 

(3) Masukan masyarak.at aebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) d\jadikan bahan pertimbangan bagi 
Pcmerintah Daerah dalam menyuaun dan/atau 
menyempumakan peraturan, pedoman dan Standar 
Teknis di bidang Bangunan Gedung, 
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(::I) Pemerintah Daerah wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti laporan sebagaunana dimaksud 
pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan 
evaluasi secara administratif dan -=1:1.ra teknis 
melalui pemerihaan Iapangan dan melalcukan 
tindakan .vang diperluk.a.n serta menyarnpaikan 
hasilnya kepada pelapor. 

b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola 
Bangunan Gedung. 



Paragraf2 
Forum Dengar Pendapat 

Pasal 165 

(1) Forum dengar pendapat cliselenggarakan untuk 
memperoleh pendapat dan pert:imbangan masyarakat 
ata& pw•y usunan RTBL, ren.cana telmis Bangunan 
Cledung 'l'ertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang 
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. 

(2) Tata cara. penyelenggaraan forum dengar pendapat 
masyaraka.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 
tahapan keglatan yaftu: 
11. penyu8wtan konsep RTBL atau rencana kegiatan 

penyelenggaraan Bangunan Gedung yang 
menimbulkan dampak penting bagi lingkungan; 

b. penyebarluasan konsep at.au rencana 
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 
masyarakat khusu.snya rnasyarakat yang 
berkepentingan dengan R'llJL dan Bangunan 
Gedung yang akan menimbulkan dampak penting 
bagi lingkungan; 

c. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada huruf b untuk menghadiri forum dengar 
pendapat. 

(3) Masyarakat yang dtundang sebagaimana dimaksud 
pada. ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang 
berkepentingan dengan RTBL, rencana teknie 
Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang alcan menimbul.kan dampak 
penting bagi linglcungan. 

(4) Ha.sit dengar pendapat sebapimana dimaksud pada 
ny11.t (3) dituangka.n dalam dokumen riealah rapat 
yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil 
dari pesert.a yang diundang. 

(3) Pendapat dan pertimbangan masyamkat unt.uk RTBL 
yang lingkungannya berdiri Bangunan Gedung 
Tertentu dan/atau terdapat lregia.tan Bangunan 
Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau 
diba.has dalam forum dengar pendapat masyarakat 
yang difasilitaai oleh Pemerintah Daerah, kecuali 
untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi 
olch Pcmcrintah mclalui kocrdine.ai dengm 
Pemerintah Daerah. 

(4) Hasil dengar pendapat dengon ma&ymakat dapat 
dijadikan pertimba.ngan dalam proses penetapan 
rencana teknia oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah, 

,- . 



Paragraf4 
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap 

Rencana Pembangunan 

Paaal 167 

Peran masyaraka.t dalam tahap rencana pembangunan 
.t:Sangunan Oedung dapat dilakUkan dalam bentuk: 
a. penyampaian keberatan terhadap rencana 

pemba.ngunan Bangunan Qed.ung yang tidak sesuai 
dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonaai dan/atau 
RTBL; 

(11 Guga.tan Perwaldlan terhadap penvelen~aan 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 160 huruf d dapat diajukan ke pengadilan 
apabila huil penydengg&IaAn Dangunan Oedung 
telah menimbulkan dampak yang mtmggBnggu atau 
merugikan masyarakat dan tingkungannya yang tidak 
diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksa.naan 
dan/atau pemantauan. 

(21 Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pad.a 
llyul (1) dapal dilak.ukan oleh perseorangan atau 
kelompok masyaraka.t atau organi11a~i 
kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para 
pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan 
atau membahayakan kepentingan umum. 

(3) Ougatan Perwakilan sebagaimana dimakeud pada 
ayat (2) disampaikan lrf'!pada pengadilan yang 
berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan 
Perwakilan. 

(4) Biaya yang timbul akibat dilakukan Ougatan 
Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibebankan kepada pihak pemohon gugatan. 

(:>) Ualam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat 
membantu pcmbiayaan scbapimana di.olaksud pada 
ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di daJam 
APBD. 

,-, 

Pasal 166 

Pa.n1gnlf3 
Gugatan Perwakilan 

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi 
simpulan den keputusan yang mengikat clan harus 
dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung. 

(61 Tata cara. pen.velen~ forum dengar pendapat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
Janjut dengan Peraturan Bupa.ti. 



Pasal 169 

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung 
dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pemanfaatan 

Bangunan Gedung; 
b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang 

dapat mengganggu permmfaatan Bangunan Oedung: 
c. meJaporkan kepada inatansi yang berwenang atl'lu 

kepada pihak yang berkepentingan atas 
penyimpangan pemanfaatan Bangunan Gedung; 

Paragraf6 
Benluk Pent.11 M.i.tsyaiakal Dalan1 
Pem.anfaa.tan Bangunan Gedung 

Peran masyarakat dalam pelaksanaen konstruksi 
Bangunan Gedung dapat dilakukan dalmn bentuk: 
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pP.TT1hAngun1m; 
b. mencegah JlP.rhu11t.Bn pP.rSP.Orangan atau kelcmpok 

yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan 
Gedung dan/atau mengganggu penyelenggara.an 
Bangunan Gedung dan lingkungan; 

c, melapcrkan kepada instansi yang berwenang atau 
kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan 
sebagmmana dimaksud pada huruf b; 

d. melapcrkan kepada instansi yang berwenang tentang 
aspek teknis pembangunan Bangunan Gedung yang 
membahayakan kependngan umum; dan 

e, melakukan gugatan ganti rugi. kepada Penyelenggara 
Bangunan Gedung atas kerugjan yang diderita 
masyarakat akibat dari penyelenggaraan Bangunan 
Gedung. 

Pasal 168 

Paragraf 5 
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Proses 

Pelaksana.an Konstruksi 

b. pemberian masukan kepada Pemerint.ah Daerah 
dalam rencana pembangunan Bangunan Gedung; dan 

c. pemberian masukan kepada Pemerint.ah Daerah 
untuk metaksanakan pertemuan konsultasi dengan 
masyarakat tcntang rencana. pembangunan Bangunan 
Gedung. 



Paragra{8 
Bentuk Peran Maeyarakat Dalam 

Pembongkaran BanRUnan Gedung 

Pasal 171 

Peran masyarakat daJam pembongkaran Bangunan 
Oedung dapat dilakukan dalarn bentuk: 
a. mengajukan keberatan kepada instansi yang 

bct'wcnang ata3 rcncana. pembongkaran Bmlgunan 
Gedung yang masuk dalam kategori Cagar Budaya; 

b. mengajukan keberatan kepada instansi yang 
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas 
metode pembongkaran yang menpncam keselama.tan 
atau kesehatan masyarakat de.n lingkungannya; 

Paragraf7 
Bentuk Peran Masyarakat Dalam 

Pelestarian Bangunan Gedung 

Pa.sal 170 

Peran masyarakat dalam peJestarian Bangunan Gedung 
dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. memberikan informasi kepada instansi yang 

berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang 
kond.isi Bangunan Oedung yang tida.k terpclihara, 
yang dapat mengancam kesehunatan maisy&rllkAt, dan 
yang memerlukan pemeliharaan; 

b, memberikan informasi kepada instansi yang 
berwenang atau Pemili.k Bangunan Gedung tentang 
lrondisl Bangunan Oedung bersejarah yang kurang 
terpel.iluua dan terancam kelestariannya; 

c. memberikan informasi kepa.da instansi yang 
berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang 
kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara 
clan mengancam Jceselamatan rnasyarakat dan 
lingkungennya; dan 

d. mehlkukon gugata.n santi rugi kepada Pemilik 
Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita 
masyarakat akiba.t dari kelalaian pemilik di dalam 
melestarikan Bangunan Gedung. 

,-·, 

d. melapork.an kepada instansi yang berwenAng t.entang 
aspek teknis pemanfaatan Bangunan Gedung yang 
membahayakan kepentingan umum; dan 

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara 
Bangurum Gedung atae keruglan yang diderita 
maeyarakat a!ribat dari penyimpangan pemanfaatan 
Bangunan Gedung. 



"_,,, ·--·--------------------------- 

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 
ayat (1) dituangkan ke dala111 Peraturan Daera.h atau 
Peraturan Bupati sebagai kebijakan Pemerintah 
Daerah dala.m penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Bagian Kedua 
Pengaturan 

Pasal 174 

(3) Pembinaim :se~gHi"'"Ili:t. •limabutl pada ayal (1) 
ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung. 

( 1) Pemerintah Da.erah melakukan pembinaan 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatan 
pengaturan, pemberdayaan, clan pengawasan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung 
dapa.t berlangsung tertib dan tercapai keandalan 
Bangunan Gedung yang eesuai dengGll fungsinya., 
serta terwltjudnya kepastian hukum. 

,-·, 

Pasal 173 

Bagian Kesa.tu 
Um um 

BAB VII 
PEMBINAAN 

fnstansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan 
masyaraka.t ecbagaimana dimak3ud dolom Pll.Slll 168, 
Pasal 169, Pasal 170, clan Pasal 171 dengan melakukan 
kegiatan tindak lanjut baik secara telmis maupun secara 
administratif untuk dilakukan tindakan yang diperlukan 
sesuai dengan ketentuan peratw·an perundang-undangan 
b!rk:ait. 

Paragraf9 
Tindak Lanjut 

Pa.sal 172 

c. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang 
berwenang atau Pemililc Bangunan Gedung at.as 
.kerugian yang dideritA ma.syarakat dan lingkungannya 
aki~l y~ng timbul dari pelaksanaan pembongkaran 
Bangunan Gedung; dan 

d. melakukan pemantauan at.as pela1aJaruuui 
pembangunan Bangunan Gedung. 



.. . i 

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu 
memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung 
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait 
dengan Bangunan Gedung melalui: 
a. £oru1n dengar pendapat dengan masyarakat; 
b. pendam.pingan pada saat penyelenggaraan Bangunan 

Gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, 
bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga 
teknis pendamping; 

c. pemberian bantuan percontohan rum.ah tinggal yang 
mC111Cnuhi persyaratan tcknis dalam bentuk 
pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola 
masyarakat secara bergulir; dan/atau 

Pasal 176 

(3) Pemberdayaan sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui pendataan, sosialisaai, 
penyebarluasan dan pelatihan di bidang 
penyelenggaraan Bangunan Oedung. --· .. 

Bapan Ketiga 
Pemberdayaan 

Pasal 175 

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kepada Penyelenggara. Bangunan Ged.ung. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dila.kukan melalui peningkat.an profeaionalitas 
Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran 
a.kan hak dan kewajiban dan peran dalam 
penyelenggaraan Bangun.a.n Gedung terutama di 
daerah rawan bencana. 

(2) Kebijakan st'bagaimana dimaksud pada ayat (I) d.apat 
dituangkan ke dalam Pedoman Tclmis, Standar 
Telmis Bangunan Gedung clan Tata Cara 
Operasionalisasinya. 

(3) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) harus mempertimbangkan RTRW, 
RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta dengan 
mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di biclang 
penyelenggoraan Bangun.an Gedung. 

(4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan 
8Cbagaiman& dim~ud pada ayat (2) kepada 
Penyelenggara Bangunan Oedung. 



.l'asal l'/9 

(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang 
melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan 
sanksi administra.tif, berupa: 
a. peringaUlll tertulis; 
h. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. pengheritian sementara atau tetap pada pekerja.an 

pe1aksanaan pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada 

Pcmanfaatan Bangunan Gedung; 

Bagian Kesatu 
Umnm 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATW 

(1) Pengawasan eebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 
ayat (l) dilakllkan oleh Pemerintah Daerah terlladap 
pclakeanaan Pcraturan Dacrah ini melalui 
mekanisme penerbitan IMB, SLF. dan surat 
persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan 
Gedung. 

(2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat 
melibatkan peran masyarakat: 
a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah; 
b. pada eetiap tahapan penyelengga.ra.an Bangunan 

Gedung;dan 
c. dengiu1 .wcmgembangkan &sten1 pemberian 

penghargaan berupa tanda jasa dan/atau insentif 
untuk meningkatkan peran masyaraka.t. 

Bagian Keempat 
Pengawasan 

Paw 178 

Bentuk dan tata care. pelaksanaan forum dengar 
pendape.t dengan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 176 huruf a diatuT lebih lanjut dala.m 
Peratursn Bupati. 

Pasal 177 

d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang 
serasi dalam bentuk penyiapen RTBL serta 
penyediaan prasarana dan sa.rana dasar permukiman. 



Begian Kedua 
Sanksi Administratif pada Tahap Pembangunan 

Pasa.1180 

(1) Pemilik Bangunan Gedungyang melanggar ketentuan 
Pasa.19 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), t'asal 
19 ayat (1), PaW 115 ayat (2), Pasal 129 ayat (3) dan 
PaAAI 136 ayat (7) dikenakan sanksi peringatan 
tertulis. 

(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi 
periny.atan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- 
turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) 
hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan 
ataa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan 
kegiatan pembangunan. 

(3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah ~nakan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 
14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak 
melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), dilcenakan sanklli berupa 
penghentian sementara pembangunan dan 
pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung. 

.~ 

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disetor ke rekening leas Pemerintah Daerah. 

(5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimaaa dimakaud pada 
ayat I 1) dan ayat (2) didasarkan pad.a berat atau 
ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah 
mendapetkan pertimbangan TADO. 

e. pembekuan 1~ gedung; 
f. pencabutan IMB gedung; 
g. pembekuan SLF Bangunan Gedung; 
h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau 
i. perintah pembonglcaran Bangunan Gedung. 

(2) Sclain pengcna.an se.nk&i admini.stratif eebagaimnna 
di.maksud pada ayat (11 dapat dikenai sanksi denda 
paling banyak 10'% (sepuluh pereenl dari nilai 
bangunan yang seclang atau telah chbangun. 

(31 Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan 
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana 
dialur dalam peraturan perundang-undangan di 
bic.htng j~~ kumd.iuksi. 



(lJ Pemilik atau Pengguna Bangunan Oedung yang 
mcJa.ngpr ketentuan Pasal 9 ayo.t (3), Paeel 18 a.yat 
(1), Pasal 127 ayat (1) dengan sampai ayat (3}, Pasal 
128 ayat (2), Pa.sal 131 ayat (3), dan Pasal 136 
ayat (8) dikenakan sanksi peringatan tertulis. 

Bagian Kedua 
Sanksi. Administratif pada Tahap Pemanfaatan 

Pasal 18?, 

Pasal 181 

(1) Pemilik BanRUnan Gedung yang m.elaksanakan 
pembangunan Bangunan Gedungnya melanggax 
ketentuan PasaI 13 ayat (1) dikenak.an sanksi 
pcnghcntian sementare. sempoi dengon diperolehnya 
izin mendirikan Bangunan Gedung. 

(2) Pemilik Bangunan Oedung yang tidak memiliki izin 
m.endirikan &ngunon Gedung dikenakan e.anksi 
perintah pembongkaran, 

,---. 

(7) Besamya denda administratif ditentukan 
berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang 
dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari 
TABG. 

(4) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) se!ama 
14 (empat belws) hari kelende1· dan tetap tidak 
melakukan perbaikan atas pelangganm gt>hagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 
penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin 
mendirikan Bangunan Oedung, dan perintah 
pembongkaran Bangunan Gedung. 

(5) Daiain hal Pemilik Bangunan Gedung tidak 
melakukan pembongkaran sebagatmana dlmaksud 
pada aya.t (4) daJrun jo.ngka waktu 30 {tiga puluh) 
hari kalender, pembongkarannya dilalrukan oleh 
Pemerintah Daerah atas biaya Pemilik Bangunan 
Gedung. 

(6) Dalarn hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan 
denda administratif yang besamya paling ba.nyak 
10 o/o (aepuluh pel1jC'I)) dari nilai total Dangunan 
Gedung yang bersangkutan. 



(1) Setiap pemilik dan/atau Penggu~ Banguna.n Oedung 
yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta 
benda orang lain diancam dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) ta.bun, dan denda paling banyak 
10% (sepuluh pereen) dari nilai bangunan dan 
penggantian kerugian yang diderita. 

Bagian Kedua 
Faktor Kesengajaan yang Menga.kiba.tkan 

Kerugjan Orang Lain 

Pasal 184 

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung 
yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah 
ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 
6 (imwn) bulan at.au denda paling banyak 
Rp. 50.000.000,00 (Ii.ma puluhjuta rupiah). 

Bagian Kesatu 
Fa.ktor Kesengajaan yang Tidak Mengaldbatkan 

Kerugian Orang Lain 

Pasal 183 

BABIX 
KETENTIJAN PIDANA 

(2) Pemilik ar.au Pengguna Bangunan Gedung yang ti.dak 
mcmatuhi peringatan tertutis sebanyak 3 (tiga) kali 
berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 
7 (tujuh) hari kalender clan tidak melakukan 
perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimak$Ud 
pada ayat (1), dikenakan ~ bcrupa penghentian 
sementara bgiatan Pemanfaatan "Aangnn.11n C"ff!dung 
dan pembekuan Sertifikat Laik Fungsi. 

(3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah 
dikenakan sanksi seba&a,imana dimaksud pada 
ayat (2) aelama 30 (tiga puluh) hari kalender dan 
tet.ap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran 
sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1), dikcnakan 
sanksi berupa penghentian tetap pernanfaatan dan 
pencabutan Sertifikat Laik Fungsi. 

(4) Pemilik a.tau Pengguna Bangurum Ged.ung yang 
terla.mbat melakukan perpanjangan Sertifikat l.aik 
Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya 
Sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda 
adminiatratif yang besarnya 1 % (sa.t11 pereen] dari 
nilai total RAngunan C'lf!dung yang bersangkutan. 



··-·-····--· ·----------- 

. ' . .. .. . 

Bagian Ketiga 
Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan 

Keruglan Orang Lain 

Pasal 185 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang karena 
kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah 
ditetapkan daJam peraturan ini sehingga 
mengakibe.t.kan bangunan tidak Lail< Fungsi dapat 
rlipidana kurungan, pidana denda dan penggantian 
kerugian. 

(2) Pidana kurungan, pidana denda clan penggantillll 
kerugian sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) 
meliputi: 
a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

pidana denda paling banya.k l o/o (satu persen) dari 
nilai bangunan clan ganti kerugian jika 
menplo~tlain kP.nigistn harta benda orang lain; 

b. pidana kurungan paling Jama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak :20Ai (dua persen) dari 
nilai bangunan dan ganti kerugian jika 
menga.kibatkan kccda.ka.an bagi orang lain 
sehingp menimbulkan cacat; dan 

c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak 3% (tiga persen) dari 
nilai bangunan dan ganti kerugian jika 
mengakibe.tkan hilangnya. nyawa orang lain. 

,-· -, 

(21 Setiap pemilik dan/atau .l:'engguna Bangunan Oedung 
yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pereturan 
Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi 
orang lam atau mengakibat.kan cacat seumur hi.dup 
diancam dengan pidana penjara paling Jama 
4 (empat) tahun dl:l.n denda plfling banyak 15% (lima 
belaa penenJ d.ari nilai bangunan dan penggantian 
kerugian yang diderita. 

(3) Setiap peuillik dan/ala.u Pengguna Bangunan Oedung 
yang tidak m~uhi ~ntuan dalam Peraturan 
Daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20o/o 
(dua puluh perscn) dari nilai bangunan dan 
penggantian kerugian yang diderita. 

(4) Dala.In proses peradilan atas tindakan sebagaimana 
dimaksud da.lam a.yat (1), ayo.t (2) clan ayat (3) haklln 
memperhatikan pertimbangan TABG. 



(1) Bangunan Ocdung yang sudah dilengkapi dengan 
IMS sebelum Peratwan Daerah ini berlaku, dan IMB 
yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalaJn 
Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimi1ikinya 
clinyatakan tet.ap berlaku. 

(2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB 
sebelum Pere.turan Daerah ini berlaku, rn:unun IMB 
yang dimiliki tidak sesuar dengan ketentuan da1am 
Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan 
Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru, 
dan melakukan perbaikan ( retroftttirt{/J secara 
bcrtahap. 

(3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum 
Peraturan Daerah lni bedaku, namun dalam proses 
pembangunllllnya tidak sesuai dengan lcetentuan dan 
persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan 
Gedung wajib mengajukan pennohonan IMB baru 
atau mel.alrulam perbaikan (retro.fitting) secara 
bcrtahap. 

(4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar 
sebelwn berlakunya Peraturan Daera.h ini, tetap 
diprose.s dengan disesuaikan pada lcf!tf.!ntuan d1111t:1m 
Peraturan Da.erah ini 

(5) Bangun.an Gedung yang pada saat bE-rlalcunya 
Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka 
Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan 
pennohonan IMB. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 187 

BABX 
KETEN'MJAN PENYIDIKAN 

Pasal 186 

(1) Penyidikan terhadap suatu kasus diJaksanakan 
setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga. 
merupakan tinda.k pidana. bidang penyelenggaraan 
Bangunan Gedung berdasarkan laporan kejadian. 

(2) Penyidikrul duyum tindak pi.dana bidang 
penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dilalcukan oleh penyidik 
umum sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan, 



( 10) Bangunan Gedung yang sudah dilengka.pi SLF 
scbclum Peraturan Daerah ini bcrlaku, namun 
kondiai Bangunan Ged.ung tida.k Lailc Fungsi, maka 
pemilik/Penggun.a Bangunan Gedung wajib 
melakukan perbaikan (retrofitM9) secara bertaha.p. 

( 11) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF 
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang 
dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya 
dinyatakan tetap berlaku. 

(12) Pemerintah Daerah melaksa.nakan penertiban 
kepemiliken IMB dan SLF dcnpn ketentuan 
pentahapan s.ebagai berikur: 
a. untuk Bangunan Gedung selain dari furipi 

hunian, penertiban 1repemilikan IMB dan SLF 
harus sudah dilakukan selambat-la.mbatnya 1 
(satu] t.ahun sejak dlber1akukannya Peraturan 
Daerahini; 

b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan 
spesirl.kasi non-sederhana, penertiban 
kepemih'kan IMB dan SLF harus sudah dilakukan 
selambat-lamba.tnya 2 (dua) tanun sejak 
dibcrlakukannya Peraturan Da.erah ini; 

(9) Bangunan Oedung yang sudah dilengkapi SLF 
sebelurn Peraturan Daerah ini berlaku, namun SLF 
yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam 
Pera.turan Daerah ini, maka pemillk/Pengguna 
Bw)8unan Gedung wajib mengajukan pennohonan 
SLFbaru. 

(6) Bangunan Gedung yang pada saa.t berlak:unya 
Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, l.ku1 
bangunan yang sudah berdi.ri tidak sesuai dengan 
ketentuan dalain Pera.turan Daerah ini, maka Pemilik 
Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB baru 
dan mela.kuJcan perbaikan (retrojitting) secara 
bertahap. 

(7) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan 
Daerah mi belum dilengkapi SLF, maka pemilik/ 
Pengguna Bangunan Ocdung wajib mengajukan 
pennohonan SLF. 

(8) Permohonan SLF yang teJah masuk/terdattar 
eebelum berlaJ...-unya Peraturan Daerah ini, tetap 
clipmSP.s denpn di.sesuaikan pada ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini. 
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Paeal 189 

Peraturan daerah i.ni mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak 
tanggal diundtmgkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pen.gundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daemh. Kabupaten 
Pringsewu. 

BABXII 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pase.1188 

Deng.an berlakunya Pera.turan Daerah 1D1, rnaka 
ketentuan yang bertentangan dan/atau 1idak sesuai 
luuus disesuailcan dengan Peraturan Daerah ini. 

~. uatuk Bangunan Gedung fun.pi hunian. dengan. 
spesi:fikasi. sederhane, penertiban kepemi1ikan 
IMB clan SLF harus sudah dilakukan selambat- 
lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya 
Peraturan Dacrah ini. 

,F"-.... 
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Pengaturan fungsi Bangunan Gedung daJam Peraturan Daerah ini 
dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah 
ditetapkan fungsinya 11ehingga masyarakat yang akan mendirikan 
Rangunan Gedung dapat memenuhi persyaratrui baik administratif 
maupun teknis Bangunan Geclungnya dengan efektif dan efisien, sehingga 
apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan 
perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. 

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang berlandaakan pada. ketentuan di bidang penataan 
ruang, tertib secara administ:ratif dan teknis, terwujudnya Bangunan 
Oedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan setaras 
dengan lingkungannya. 

Peraturan daerah ini beriai ketentuan yang mengatur berbagai aspek 
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan 
Oedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban 
pemilik dan Penguna Bangunan Gedung dalaJn taha.pan penyelenggaraan 
Ba.ngunan Oedung, aspek l"eran Ma5)'arakat, aspek pernbina.an oleh 
pemerintah, aspek aankei, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan 
penutup. 

Untuk menjamin keputian hukum dan ketertiban penyelenggaraan 
Bangunan Gedung. setiap Bangunan Gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung. 

Bangunan GP.dung mf:rupakAn salah satu wujuri fisik dari pemanfaatan 
ruang yang ksrenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus 
berlandaskan pada pengaturan penataan ruang. 

I. UMUM 

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan .kegiamnnya, 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produkttvttas, dan jati dirt manusla. Penyetenggaraan 
Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan 
peninglcatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. serta untuk 
mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta eeimbang, 
serasi, dan selaras denwm linglrungannya. 

r>. 
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Pengaturan Bangunan Oedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, 
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung da.n 
lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan, Oleh karena itu, 
masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan 
bersinergi bukan hanya dalain rangka pembangunan dan Pemanfaatan 

Dengan dipenuhinya persyarat.an telmia Bangunan Gcdung scsuai fungsi 
dan klssifikasin~-a.. maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun 
kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga. pengguna 
bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah d.an jasmaniah di 
dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bemcgara. 

Pera.turan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata 
bangunan dan keandahm Bangunan Gedung, agar ma.syarab.t di dalam 
mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persvaratan- 
persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya 
dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat 
ditempati l:ICClUlt aman, ~~t, 11yw11~11, d~n tlk~l!fibel, sehinggga seeara 
keaeluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan G«lung 
yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan 
selaras dengan lingkungannya. 

-~- 

Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, 
adil, tertlb hukum, partls:lpadf, tangpp, akuntabilitas, efisien dan efek:t:if, 
eerta profeeional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan 
oleh Pemerintah Daerah. 

Dengan di.ketahuinya perayaratan administratif Bangunan Gedung oleh 
masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan 
Ba.ngunan Oedung, akan memberikan kemudahan dan sekaliguis 
tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan ysing hRik. 

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan 
Bangunan Gedung, mesklpun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan 
a.danya Bangunan ~ungyang didirilcan di atae tanah milik orang/piha.k 
lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemihkan Bangunan Oeduna 
dapat berbede. dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya 
pengaturan yang je1as dengan tetap mengacu pada peraturan perundang- 
undangan tenta.ng kepemililcan tanah. 

Penga.turan persyaratan administratif Bangunan Oedung da)am Peraturan 
Daerah ini dllnakeudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci 
persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan 
Oedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status 
kepemilikan Bangunan Gedungnya., maupun kepastian hukum bahwa 
Dangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari 
Pemerintah DAl'!rah dsilsim llf!nt.uk izin mendirikan Bangunan Gedung. 

Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap rungsi 
Bangunan Gedung lebif efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung 
tersebut Wklasifika~ikan berdasarkan tingkat .kmnpleksita.8, tingkat 
permanensi, tingkat risiloo kebakaran, zonasi gempa, lolrnRi, kf!tinggiBn, 
dan/atau kepemilikan. 



Pasal 1 
Angka 1 

Cukup .JelAs. 
Anglea 2 

Cukup Jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan norma.tif 
mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan 
k:etentuan pelaksanaannya akan diatu1· Iebih lanjut dengan peraturan 
bupati dengan tetap mempertimbangkan ketentuan pe-raturan perundang- 
unda.nga.n lainnya yang terkait dengan peJaksanaan Peraturan Daerah ini. 

Penegakan busum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi 
kepcntingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan 
kewaiibannra dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan 
penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan clan diterapkan 
secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap 
mcoipertirobangkan keadilan dan peraturan perundang-undarigan la.in. 
Pengenaan. sanklli pidana dan tata cam pengenaan aanksi pidania 
sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 aya.t (3] 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
dilaksanakan sesuai dengan ketenruan Kitab Uncla.ng-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

Penyelenggaraan Bangunan Geclung oleh Penyedia Jasa. Konstruksi baik 
sebagai perencana, pelaksana, penga.wa.s, manajemen konstruksi maupun 
jasa.-ja.sa pengembangarmya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan 
Gedung, <Ian pelaksa.naannya juga dilakukan berdaaarkan ketentuan 
peraturan perun<.ta.nR-und8llRIUl di bid~jasa lronstruksi. 

Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri. tetapi juga dalam 
meningkatkan pemenuhan perayarat.an Bangunan Gedung dan tertib 
penyelengpraan Bangunan Geclung pada umumnya. 

Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya 
tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, 
dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi 
pengguna dan masyarakat di sckitarnya, serta. seraei dan selanis dengan 
lingkungannya. Peran Masyarakat yang diatur dalam Pemturan Daerah ini 
dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui 
sarana yang diaediakan atau melalui Gugatan Perwakilan. 

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimalcaudkan sebagai arah 
pelaksanaan bagi Pemerint.ah Daerah dalam melakukan Pembinaan 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip 
tat.a pemerintahan yang ba.ik. l:'embinaan dilakukan unmk Pemilik 
Bangunan Gedung, Pcngguna Bangunan Gedung, Penyedia Ja.:Ja. 
Konstruksi, maupun masya.rakat yang berkepentingan dengan rujusm 
untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandaJan Bangun.an 
Gedung yang memenuhi persyaratan adminiatra.tif dan teknis, dengan 
pengualan J.apasitas Penyelei:Jgganl .Ba.ngunan Oedung. 

r·. 



Angka3 
Cukup Jelas. 

Angka4 
Cukup Jelas. 

AngkaS 
Cukup Jelas. 

Angka6 
CukUp Jelas. 

Angka 7 
Cukup Jelas. 

Angka8 
Cukup Jelas. 

Angka9 
Cukup Jelas. 

Augb 10 
Cukup Jelas. 

Angka 11 
Cukup Jelas. 

Angka 12 
Cukup Jelas. 

Angka 13 
Cukup Jelas. 

Angka 14 
Cukup Jelas. 

Angka 15 
Cukup Jelas. 

Angka 16 
Cukup Jelas. 

Anglea 17 
Cukup Jelas. 

Angka 18 
Cukup Jela.&. 

Angka 19 
Cukup -Jelas, 

Angka20 
Merupakan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan 
dengan luas kaveling. KDB tidak mencakup lantai bangunan 
yang berada di ba.wah tanah (bG.sem.ent). Contoh Perhitungan: 
Luas lantai dasar bangunan yang dapat dibangun maksimal 
adalah 
~ O,fl x 1000 m:.? 
=60om::i 

Angka2J 
Merupakan koefisien/angka kelipatan maksimal yang 
ditentukan untuk membuat luas lantai bangunan pada suatu 
tapak. Bangunan khusus parkir diperkenankan sampai 
dcngan 1500A.dari KLB yang diteta.pkan. Contoh l'erhitungan:· 
Luas tanah = 1000 m2 
KLB maksimum .. 4 

r> 



Pasal6 
Ayat (l) 

Yang dtmaksud dengan "lebih darl satu fungst" adalah 
apabila aatu Bangunan Gedung mernpunyai fungsi 
utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, 
keagamaan, usaha, sosial dan buda.ya, dan/atau 
tungsi khusus. 

PB!ial 2 
Cukup Jelas. 

Pasal3 
Cukup Jela.s. 

Pasal4 
Cukup Jela.s. 

Paaal5 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Hurufa 
Cukup Jelas. 

Hurufb 
Cukup Jelas. 

Hurufc 
Culcup Jelas. 

Hurufd 
Cukup Jelas. 

Hurufe 
Cukup Jelas. 

Huruff 

- 

Lantai bangunan seluas - 4 x 1000 m2 pa.da bangunan 
tersebut dapat ditambahkan lantai parkir makaimum seluas: 
= SOo/o x 4()00 m2 
- 2000 w2, O:u1pt1. diperhitungkan dalam KLB 

Angka.22 
Merupakan angka perhandingBn minimal y:Ang rliijinkan 
antara luas dasar penghijauan yang ada di tapak dengan luas 
tapak:. Contoh Penghitungan: Luas tapak = 1000 m2 
KDH~0,25 
Dasar penghijauan mini.Plum adalah 
= 0,25 x 1ooom2 
= 2som2 

Angka23 
Merupakan angka. perbandingan maksimun yang diijinkan 
ant.mo. luaa lantai basement dengan luas tapa.k yang ada. 
Contoh Penghitungan: 
Luas tapak = 1000 m2 
KTB E 0,75 
Luas mala3iinum lantai basement 
= 0,7Sx tOOOm!l 
=750m2 

r>. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ay!t.l (3) 
Culcup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "bangunan dengan tingkat 
keraha6iaan tinggi• antara 1ain bangunan militer dan istana 
kepresidenan. wisma negara, Bangunan Gedung fungsi 
pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya. 
Yang dimaksud dengan "bsngunan dengan tingkat risilro 
ba.haya tinggi• antara lain bangunan reaktor nuklir dan 
sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya. 
Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus 
dila.kukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan 
dltri ini:itttnl:>i berwenang t.cr~l . 

.Ayat (6) 
Hurufa 

Cukup Jelas. 
Hurufb 

(;ukup Jel.as. 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan •bangunan rumah tinggal 
tunggar adalah bangunan rumah tlnggal yang 
mempunyai kaveling sendiri dan sa1ah eatu dinding 
bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tinggal 
deret" adalah beberapa. bangunan rumah tinggal yang 
satu atau lcbih dari sisi bangunan menyatu dengan 
sisi satu at.au lebih bangunan lain atau rumah tinggal 
lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling 
sendiri. 

Hurufc 
Yang dimakaud dcngan "bangunan rumah tinggal 
eusun" adaJah Bangunan Gedung bertingkat yi.ng 
dibangun dalaJn suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, 
baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan 
merupakan aa.tuan-satuan yang masing-masing dapat 
dimiliki dan digunakan secara. terpisah, letut.ama 
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan •bangun.on rumah tinggal 
sementara" adalah bangunan rumah tin9,l:!al .vang 
dibangun untuk hunian sementara waktu dalam 
menunggu selesainya bangunan human yang bersifat 
permanen, misalnya bangunan untuk pcnampungan 
pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau 
bencana sosial. 



Pasa.18 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

CukupJelu. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Klasffikasi Rangunan Oedung merupakan pP.ngklAAifiksu1ian 
lebih lanjut dari fungsi Bangunan Oedung, agar dalam 
pembangunan dan pemanfataan Bangunan Gedung dapat 
lebih tajam dalam penetapan persyaratBn administratif dan 
teknisnya yang harus cliterapkan. 
Dengan ditetaplcannya funasi dan Klasifikasi Bangunan 
Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan 
administratif clan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien. 

Ayat(2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayal (5) 
Culcup .Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
CukUp Jelas. 

Ayat (8) 
Cukup Jela.s. 

Ayat (9) 
Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain 
denpn IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan 
pada bangunan rumah sueun. 

Hurufc 
Cukup Jelas. 

Hurufd 
Yang dimakisud dengan "Ban.guruu1 Ged.ung mal- 
apartemen-perkantoran"' adalah Bangunan Gedung 
yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat 
perbelanjaan, tempat hunian tetap/ apartemen, dan 
tempat perkentoran. 

Hurufe 
Yang djmaksud dengan "Bangunan Gedung mal- 
apartemen-perkantoran-perhotelan"' adalah Bangunan 
Gedung yang di da1amnya terdapat fungsi sebagai. 
tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, 
tempat perkanteran dan hotel. 



Paeal 10 
Cukup Jelas. 

Paaal 11 
Ayat (I) 

Cukup Jelas. 

Pasa.l9 
Ayat (1) 

Perubahan fungsi misalnya dari Bansunan Gedung fungsi 
hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha, 
Perubahan klasifikasi misaJnya dari Bangunan Gedung milik 
negara menjadi Bangunan Gedung milik bedan usaha, atau 
Bangunan Gcdung aemi perman.en menjadi Dangunan 
Gedung permanen. 
Perubahan fungsi dan kJasifikaai misalnya Bangunan Oedung 
hunian semi pennanen menjadi Bangunan Gedung usaha 
permanen. 

Ayat (2) 
Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi .Ire fungsl 
dan/atau klasilikasi yang lain akan menyebabkan perubahan 
persyaratan yang harus d.ipenuhi, karena sebaga.i contoh 
persyaratan administratif dan teknis Dangunan Gedung 
fungsi hunian k1asifikasi permanen jP.las berbeda dengan 
persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan 
Gedung fungsi hunian kla.sifikasi semi permanen; atau 
persyaratan ~dmirahstnttif dan teknis Bangunan Oedung 
fungsi hunian klaaifikasi permanen jelas berbeda dengan 
persyaratan administratif dan telmis untuk Bangunan 
Oedung fungsi. usaha (misalnya toko) klasifikasi perman.en. 
Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi 
fungai usaha) harue diklkukfm melalui proses Win mcndirikan 
Bangunan Gedung baru. 
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang 
sama (misa.lnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi 
hunian pennanen) dapat dilakukaJ1 dengan revis.i/perulJ<thi:tn 
pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada, 

Ayat(3) 
Cukup Jelas. 

Ayat(4) 
Cukup Jelas. 

Aya.t (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Pengusulan fungsi dan Klasffikasi Bangunan Gedung 
dicantum.kan dalam permohonan izin mendirikan Bangunan 
Oedung. Dalam hal Pemillk Dangurum Cledung berbeda 
dengan pemilik tanah, maka dS11l11m Permohonan Jzin 
Mendirikan Bangunan Gedung harus ada persetujuan pemilik 
tanah. 
Usula.11 fw1gsi Wil1 Klaailikasi Bangunan Gedung diusulkan 
oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung. 

Ayat (4) 
CuJru.p Jelas. 



Ayat (4) 
Cukup Jela.s. 

Ayat (5) 
Cuk:Up Jel.a.s. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan "persetujuan pemegsng hak atas 
tanah" adelah persetujuan tertulis yang dapat diiadikan alat 
buk:ti telah t:erjadi keaepekatan pengalihan kepemilikan 
Bangunan Gedung. 

Ayat (7) 
Cukup Jela.s. 

Ayat (SJ 
Cukup Jelas. 

P8.3al 12 
Ayat (1) 

Cukup Jela.s. 
Ayat (2) 

Cukup Jela.s. 
Ayat (3) 

Cukup Jcla.3. 

Ayat (2) 
Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat 
Hak Milik (HMJ, sertifikat Ha.k Guna Bangunan (HOB), 
sertifikat Ha.k Ouna U$8.ha (!IOU), &ertifik.at Ilak Pengelolaan 
(HPL). sertifilcat Hak Paka1 (HP), atau dnkumen J'f'!TOlehaTI 
tanah Jainnya seperti akt.a jual beli, kuitansi jual beli 
dan/atau bukti penguesaan tanah lainnya seperti izin 
pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat 
keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan oleh 
camat. 
Ketentuan mengenai keabsahan hale atae tanah disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan. 
Dalam menpjukan permohonan izin mendirikan Bangunan 
Gedung, status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan 
gambar yang jela.s mengenai lokasi tanah bersangkutan yang 
memm:d ukuran dan batas-batas persil. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Perjanjian rertulis ini menjadi pegangan dan ha.rus ditaati 
oleh kedua. belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang·undongcin yang menga.tur hukum perjanjian. 

Ayat (5) 
Cukup Jela.s. 

Ayat (6) 
CukUp Jel.a.s. 

AyaL (7) 
Cukup Jelas. 

,,...-.. 



Pasal 13 
Ayat (1) 

Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan sa.tu-satunya 
perlsinan yang diperbolelakii.11 dalam penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali 
penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Ayat (2) 
Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus 
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan 
murah/terjangkau. 
Permohonan Jzin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan 
proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan 
Gedung. 
Pemerlntah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung yong informo.tif yang berisikan 
antara lain: 
• status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain); 
• data pemohon/Pemllik Bangunan Gedung [nama, alamat, 

tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.], data 
lokasi (letak/alaJnat, batas-batas, luas, status 
kepemilikan, dll.); 

• data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, Iuas 
Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, 
KOH, dll.); dan 

• data PenyediA .JaAA Knnmn1k1ti (nama, alamat, penanggung 
jawab penyediajasa perencana konstruksi], rencana waktu 
pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung. dan perkiraan 
biaytl pembangunannya. 

Persyaratan-persyamtan yang tercantum da1am Keterangan 
Rencana Kabupaten, eeJaniutnya d~akan sebagai 
ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana. teknis 
Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan 
teknis lainnye seeuai fungsi clan klasifikasinya • 

Ayat (3) 
Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan 
Gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan 
Rencana Kabupaten yang diperoleh secara cepat dan tanpa 
biaya. 
Surat Keterangan Rencana Ko.bupaten diberilum oleh 
pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat 
Bangunan Gedung yang akan didirikan oleh pemili.k. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Aya.t (SJ 
Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada auatu 
lokasi/kawasan, seperti keterangan tent.ang: 
• daerah rawan gempa/tsunami; 
• da.erah rawan longsor; 
• dacrah rawan benjir; 
• tanah fl'ld& lok.Asi yang tereernar (hmwnfeld a"-<J): 
• kawasan pelestarian; dan/atau 
• kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu. 

. ~ 



Ayat(2) 
Cukup Jelas. 

Ayat(3) 
Cukup Jelas. 

Ayat(4) 
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" 
yaitu peratwan perundang-undangan mengenai pengelolaan 
pra.aarana umum, aumber daya air, jaringan tegangan tinggi, 
kebencana-alaman, dan perhubungan serta peraturan 
turunannya yang berkaitan. 

Ayat(5) 
Yang dimaksud dengan -diatur sernentara" adalah peraturan 
bupati rnengenai ketentuo.n peruntukrut lokaai diberlakukan 
sebagai dasar pemberian persetujuan merulirikan Bangunan 
Gedung sampai RTRW, RDTR dan/at.au RTBL untuk lokasi 
bersangkutan dite1!1.pk.an. 

Pasa.116 
CukUp Jelas. 

Pa.sal 17 
Ayat{l) 

Cukup Jela.s. 

Pasa.115 
Ayat (I) 

Cukup Jelas. 
Ayat(2) 

Yang rliruabud dengan "ini:.'tlmlSi teknis pembina yang 
menyel.enggarakan urusan pemerint.ahan di bidang 
Bangunan Gedung" di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum 
atau Dinas Tata Ruang atau Dinas Pennukiman dan 
Prasarana Wilayah atau Dinas Tata Ruang clan Pennukiman 
atau Dinae Cipta Ka.cyo. etau dengan sebutan lain. 

Ayat(3) 
Cukup Jelas. 

Ayat(4) 
Cukup Jelas. 

Ayat(S) 
Cukup Jelas. 

Pasa.114 
AJat (1) 

Yt1.11g dimabud dengan "persetujuan dart insWtsi terkait" 
adalah rekomendasi teknia yang diberikan oleh intansi 
terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah 
maupun Pemerintah. 

Ayat(2) 
Cukup Jelas. 

Ayat(3) 
Cukup Jelas. 



.·• 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup JeJas. 
Ayat(2) 

Penetapan XDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas 
beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada 
perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total 
lua.s kawasan dengan tetap mempertimbengkan peruntukan 
atau fungsi kawaean dan daya dukung lingkungo.n. 
Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi. 
(lebih besar d.ari 60"/o sampai dengan 1000/0), sedang (300/0 
sampai denga.n 60%), clan rendah (1ebih kecil dari 30"/o). 
Untuk dacrah/kawasan padat clan/at.au pusat kabupaten 
dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang. sedangkan 
untuk daerah/kawasa.n renggang dan/atau fungsi resapan 
ditetapkan KDB rendah. 

Ayat(3) 
Penetapan KLB untuk euatu kawa.san yang te.rdiri alas 
beberapa kaveling/peNill dapat dilakuksn berdasarkan pada 
perbandingan total Iuas Bangunan Gedung terhadap total 
lua.s kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan 
atau fUngsi ka\\asan dan daya dulcung lingkllngan. 
Penetapan btinsgian bangunan dibedakan dalam tingkata.n 
lretinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan 
Gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah 
1antai Bangunan Gedung 5 Iantai sa.mpai dengan 8 1antai), 
dan bangunan tinggi (jumla.h lantai bangunan lebih dad 8 
lianmi). 

Ays.t. (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat(S) 
Cukup Jelas. 

Ayat(6) 
Yang dimaksud dengan "diatur eementara" adalah peraturan 
bupati mengenai lretentuan intensitas Bangunan Oedung 
diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan 
mendirikan Bangunan Gedung Bampai RTRW. RDTR 
dan/atau RTBL umuk lokaai bersangkutan ditetapkan. 

Pasal 18 
Ayat(l) 

Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan 
pcruntukan lokasi eebagai akibat perubahan RTRW, RDTR, 
dan/atau RTBL dilakulam penyesuaian paling lama 5 (lima) 
tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 
(sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW 
oleh pemerintah daerah k.eptda Pelililik Bangwrum Oedung. 

A_yat (2) 
Yang dimaksud dengan "peraturan peeundang-undangan" 
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi 
atau keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 



Pa88121 
Cu kup .1~1.1\a. 

l'a&al 22 
Cukup Jelaa. 

Pa.sal20 
Ayat(l) 

Yang dimakaud dP.ngAn •rli:iya duktmg 1;ngkungan" adalah 
kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan 
segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di 
dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan air, 
ketersediaan air bersih, volume li.mbah yang ditimbulkan, 
dan transportasi. 
Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 
keandalan Bangunan Gedung; keselamatan dalam hal 
bahs.ya kebakaran, ba.njir, air paaang. dan/atau tsunami; 
kesehatan dalsm hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan 
aanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, 
dan getaran; kemudahan daJam hal aksesibilitas dan akses 
evakuasi; keeeraaian dal.am hal pcrwujudan wajah 
kabupaten; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak 
beba.snya ma.kin besar, 
Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi 
penyani.tan kel:unanan misalnya pertimbangan keamanan 
pada da.erah istana kepresidenan, sehingga ketinggia.n 
Bangunan Gedung di sekitamya tidak boleh melebihi 
ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan keselamatan 
penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang 
dibangun di sekitar pelabuban udera tidak dipcrbolchkan 
melebihi ketinggian tertentu. 
Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area 
tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman 
atau praaarana/sarana publik lainnya, maka pemlllk 
bangunan dapat diberikan kosnpensasi/insentif oleh 
pemerintah daerah, Kompensasi dapat berupa kelonggaran 
KLB (bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa 
keringanan pajak atau retribusi. 

Ay~t (2) 
Cukup Jelas. 

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" 
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai penataan 
ruang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ru11ng. PP Nn. 1 S 'l'ahun ?.O 11 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, 
Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres tentang 
RTR Pulau clan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan 
Stntegis, Pen.la .Provine.i tentang RTRW Provinsi, Perda 
Provinai tentang RTR Kawa.san Strategis Provinsi, Perda 
Kabupaten tentang RTRW .I<abupaten, Perda Kabupaten 
tentang RTK Kawasan Strategis Kabupat.en, dan Perda 
Kabupatcn tcntang RDTR Kawasan Perkotaan. 



Pasal25 

CukupJe1as 

Paw26 

Cuk:upJelas 

Pasal27 
Cukup Jelas. 

Pasa128 
Cukup Jelas. 

Pasal29 
Cukup Jelas. 

Pasal30 
Cuk:up Jelas. 

Pasal31 
Ayat(l) 

Perayaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuban 
persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus 
disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk 
bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses 
kendaraan pcnyclama~, seperti kenda.raan pemadam 
kebakaran dan ambulan, untuk masuk kl! dalam ta~k 
Bangunan Gedungyang bersangkutan. 
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Pasal 23 
Cukup Jelas. 

Pasal 24 
Gamber gads sempadan bangunan adalah sebagai berikut: 
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Pasal42 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
A.vat (2) 

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan' 
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas, 
yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lint.as dan 
Angkutan Jalan, PP No. 32 Tahun 2011 tP.ntAng M"'najemen 
dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen 
Kebutuhan Lalu Lintas, serta peraturan turunannya yang 
berkaitan. 

Pasa132 
Cukup Je.la&. 

Pasal33 
Cukup -Jelas. 

Pasal34 
Cukup Jelaa. 

Pasal35 
Cukup Jelaa. 

Pasa136 
Cukup Jelae. 

Pasa137 
Cukup Jelas. 

Pasa138 
Cukup Jelas. 

Palll:ll 39 
Cukup Jelas. 

Pasal.40 
Cukup Jelas. 

Pasal41 
Ayat(l} 

Cukup Jelas. 
Ayat(2) 

Cukup Jelas. 
Ayat(3) 

Yang dimaksud denem "pentturan perundang-undangan• 
yaitu peraturan perundang-undangan m~ngf!llai linglmngim 
hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 
tentang bin Lingkungan, ::serta peraturan turunannya yang 
berkaitan. 
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah 
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalain bidang perlindungan dan pengeJolaan lingkUngan 
hidup. 

Ayat(2} 
Cukup Jelas. 



Pasal43 
Cukup Jelas. 

Pasal44 
Cukup Jelas. 

Pasal45 
Cukup Jelas. 

Pasal46 
Cukup Jelas. 

Pasal47 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat(2} 

Yang dimaksud dengan "kuat/kokoh" adalah kondisi 
struktur Bangunan Gedung yang kcmungkinan terjadinya 
lcP.g;lgalan srruktur Bangunan Oedung' sangat bcil, yang 
kerusakan struktumya masih dalam batas-batas 
persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur 
bangunan yang dtrencanakan. 
Yang dimaksud dengan "stabil" adalah kondisi struktur 
Bangunan Cedung yang tidak mudah terguling, miring, atau 
tergeser selarna umur hangunAn y»ng rlirencanakan. 

Yang dimaksud dengan "persyaratall kelayanan• 
(serviceability) adalah kondisi struktur Bangunan Gedung 
yang se1ain memenuhi persyaratan keselamatan juga 
memberlkan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi. 
pengguna. 
Yang dimaksud dengan "keawetan atruktur" ada1ah umur 
struktur; yang panjang (lift P.lime) sesuai dengan rencana, 
tidak mudah rusak, aua, lelah (fatigue! dalam memikul 
beba.n . 
Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan 
bangunan prefabrikasi, hahan bangunan prefabrikasi 
tereebut harus dirancang sehingga. memiliki sistem 
sambungan yang baik clan andal, serta mampu llfl!rtahAn 
terhadap gaya angkat pada saat pemasangan. 
Perencanaan atruktur juga harus mempertimbangkan 
ketahanan bahan ba.ngunan terhadap kerusakan yang 
diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, 
dan mcnjamin keandalan Banguna.n Ocdung $CSUai umur 
layanan teknis yang direncanakan. 
Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban 
muatan mati atau berat sendiri Bangunan Gedung dan 
beba.n muatan hidup yang timbul akibat fungsi Bangunan 
Gedung. 
Yang dimakaud dengan beban muatan sementara seJain 
gempa dan angin, termasuk beban muatan yang timbul 
akibat benturan atau dorongsrn angin, dan l.ain-lain. 

. ~ 



Pasal 48 
Ayat(l) 

Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap 
penghuni don hmta. benda berbasis pada rancangan atau 
pengat.uran komponen arsitektur dan struktur Bangunan 
Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta 
benda dart kerugian saat terjadi kebakaran. 
Pengawran lromponen arsitektur dan sttulctur Bangunan 
Gedung antara Jmn dalam penggunaan bahan bangunan dan 
konstruksi yang tahan api, lrompartemenisasi dan 
pemisahan, dan perlindungan pada bukaan. 
Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harts. benda 
terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan 
peralo.tan yang dapat bekerja baik eecara otomatis maupun 
secara manual. digunakan oleh penghuni atau petugas 
pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman. 
Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai 
sistem proteksi aktif antara Iain penyediaan sistem deteksi 
da.n alarm kcbakaran, hidran keba.karan di luar dan dalam 
Bangunan Gedung, alat pemadam api ringan. dan/atau 
sprinkler. 
Da1ain hal pemilik rumah tinggal tunggal berrnaksud 
melengkapi Bangunan Gedungnya dengan aistem proteksi 
paaif dan/ atau aktif, maka. harue memenuhl persyaratan 
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan seauai 
pedoman dan St.andar Teknis yang berlaku. 

Ayat (2) 
CukU.p Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Da.ktail merupakan kemampurn ab'Uktur Bangunan Godung 
untuk mempertahankan kekuatan dan k.ek.akuan yang 
cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri 
wa1aupun sudah berada dalam kondisi di ambang 
keruntuhan. 

Ayat(3) 
Culcup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat(5) 
Cukup Jelas. 

Ayat(6) 
Cukup Jelas. 

Ayat(7) 
Cukup Jelas. 

Ayat(8) 
Culcup Jela&. 

Ayat(9) 
Cukup Jelas. 

Ayat (10) 
Cukup Jelas. 



Pasa.153 
Cukup Jelas. 

Pasal49 
Cukup Jelas. 

Pasal50 
Cukup Jelas. 

Pasal 51 
(;Ukup Jelas. 

Pa.sal52 
Ayat(l) 

Cuk.up Jel.mi. 
Ayat (2) 

Bukaan permanen ada1ah bagian pada dinding yang terbuka 
seeara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara. 

Ayat(3) 
Cukup JeJas. 

a. bangunan umum tennaauk apartemen, yang 
berpenghuni minimal 500 orang, atau yang m~mililci h111s 
minimal 5.000 m2, atau mempunyai ketinggian 
Bangunan Oedung lebih dari 8 lant.ai; 

b. khusus bangunan rumah saldt yang memiliki lebih dart 
40 tempat tidur rawat inap, temtania dalam 
mengit'l~ntifikARi clsin mP.ngimplementasi-kan secara 
proaktif proses penyelamatan jiwa manusia; 

c. khusus bangunan industri yang menggunakan, 
menyimpan, at.au memroses bahan berbahaya dan 
beracun ata.u bahan cair dan gas mudah tcrbakar, ata.u 
yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m2, atau 
beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luae 
areal/site minimal 5.000 m2• 

Ayat(S) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud den8'1U• MperaLuran perundang-undangan" 
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai 
telekomunikasi, yaitu UU No. 32 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang 
Tel.ekomunikasi Indonesia, serta sena peraturan turunannya 
yang bcrkaita.n. 

Ayat(7) 
Cukup Jelas. 

Ayat(8) 
Yang dimaksud dengan fungsi. klasifikasi, luas, jumlah 
1antai dan/ atau jumlah penghuni tertentu harue mempunyai 
unit ttUUlajemen proteksi kebakamn RAngunan C.edung 
adalah: 



-------·-·----- ···-··. 

Pasal55 
Cukup Jelas. 

Pruial56 
Cukup Jelas. 

Pruial57 
Cukup Jelas. 

Pasal 58 
CUkup Jelas. 

Pasal59 
CukupJelas. 

Pasal60 
Cukup Jelas. 

Pasal.61 
Cukup Jelas. 

Pasal62 
Cukup Jelas. 

Pasal 63 
Cukup Jelas. 

PasaJ 64 
Cukup Jelas. 

PasaJ.65 
Cukup Jelas. 

Pasal 66 
Ayat(l) 

Cukup Jclas. 
Ayat(2) 

Cukup Jelas. 

!~-. 

Cukup Jela.s. 
Ayat(3) 

Hurufa 
Yang dimakaud denpn 'peratumn perundang 
undangan" yaitu peraturan perundang-undangan 
mengene.i persyaratan kualit:as air minum, yaitu PP 
.No. I Tehun 2005 tentang Pengembangan Sistem 
Pengolahan Air Minum dan Pennen Keeehatan No. 
907 tahun 2002 t~t.ang Syar.11t-gyarat dan 
Pengawasan Kuahtas Air Minum. 

Hurufb 
Cukup Jelas. 

Huruf e 
Cukup Jelaa. 
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Pasal67 
Cukup Jelas. 

Pasal68 
Cukup Je1as. 

Pasal69 
Cukup Jelas. 

Pasal 70 
Cukup Jelas. 

Pasal 71 
Cuk:up Jela3. 

Pasal 72 
Cukup Jelns. 

Pa.aal 73 
Cukup Jelas. 

Paaal 74 
Cukup Jelas. 

PAAAl 75 
Cukup Jelas. 

Pasal 76 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "prasarana dan/atau sarana umum" 
x-pe1tijalur kanal ataujalw- hijau a.tau sejen.i~•Ja. 

Ayat(2) 
Cukup Jelas. 

Ayat(3) 
Yang dimaksud dengan "di bawah air" yaitu Bangunan 
Gedung yang dlbangun berada di bawah permukaan u. 
Yang dimaksud dcnpn "di atae air' yaitu Bangunan Oedung 
yang dibangun beradR di At.A"' pP.nnuk!Uln air, baik seeara 
mengapung (mengikuti naik-turunnya muk.a air) maupun 
mengguna.kan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya 
mub II.ii') .. 

Ayat(4) 
Yang di.maksud dengan "daemh hantaran udam listrik 
tegangan tinggi atau ekstra tinggi. atau ultra tinggi~ adalah 
area di sepanjang jalur SUTr, SUTET atau SUTUT termasuk 
bataa jalur sempadannya. 

Ayat(4) 
Cukup Jelas. 

Ayat(5J 
Cukup Jcla&. 

Ayat(6) 
Cukup Jelas. 



Pasal 77 
Cukup Jelas. 

Pasal 78 
Cukup Jelas. 

Pasal 79 
Cukup Jelas. 

Pasal 80 
Cukup Jel&l. 

Pasal 81 
Cukup Jelas. 

Paaal 82 
Cukup Jelas. 

Pas.al 83 
Cukup Jelas. 

Pasal 84 
Cukup Jel.as. 

Pasal 85 
Cukup Jelas. 

Pasal 86 
Cukup Jelas. 

Paaal87 
Cukup Jelas. 

Pasal 88 
Cukup -Jelas. 

Pasal 69 
Cukup Jelas. 

~ukUp JeJaa. 
Huruf c 

Cukup Jelaa. 
Hurufd 

Cukup Jelas. 
Hurufe 

Yang dimaksud dengan •peraturan perundang- 
undangan" yaitu pcraturan perundang-undangan 
mengenai pembangunan clan penggunaan menara 
telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan Bersama 4 
Menteri (Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 
2009, Menteri Peke1jaan Unuuu nomur 
07/PR.T/M/2009, Menteri Komunikaai dan 
Infonnatika. nomor 3/P/2009 dan Kepala Sadan 
Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) 
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Beraama Menara Telekomunik.a.ei. 

Huruff 
Cukup Jelas. 



.. _..__ _.., 
Cukup Jelas. 

Psu1.al Q1 
Cukup Jelas. 

Pa.sal92 
Cukup Jelas. 

Pa.sal93 
Cukup Jelas. 

Pa.sal94 
Cukup Jelas. 

Pa.sal 95 
Cukup Jela~. 

Pasal96 
Cukup Jelas. 

Paaal97 ,.,-.... Cuk:up Jelas. 

Pasal98 
Cukup Jelas. 

PasaJ.99 
Cukup Jelas. 

Pasal 100 
Cukup Jelas. 

Pasal 101 
Cukup Jelas. 

Pasal 102 
Cukup Jelas. 

Pasal 103 
Cukup Jelas. 

:,.- ~. Pasal 104 
Cukup Jelae. 

Pasal 105 
Cu lnip -Jelas. 

Pasal 106 
Cukup Jelas. 

Pasal 107 
Cukup Jelas. 

Pasal 103 
Cukup Jelas. 

Pasal 109 
Cukup Jelas. 

Pasal 110 
· CukUp -Jelas. 

Pasal 11 l 
Cukup Jelas. 



• 

Cukup Jelas. 
Pasal 114 

Cukup Jelas. 
Pasal 115 

Cukup Jc1as. 
Pasal 116 

Cukup Jclas. 
Paaa.1117 

Cukup Jelas. 

Pa.eal 118 
Cukup Jelas. 

Pasal 119 
,.---. Cukup Jelas. 

Pasal 120 
Cukup Jelas. 

Pasal 121 
Cukup Jelas. 

Pasal 122 
Cukup Jelas. 

Pasal 123 
Cukup Jelas. 

Paaal 124 
Cukup Jela3. 

Pi.t.Sll.1125 
Cukup Jelasa. 

,..., Pasa1126 
Cukup Jelas. 

Paaal 127 
Cukup Jelas. 

Pasal 128 
Cukup Jelas. 

Pasal 129 
Cukup Jelas. 

Pasal 130 
Cukup Jelas. 

Pasal 131 
Cukup Jelas. 

Pasal 132 
Cukup Jelas. 

Pa38.1 l33 
Culrup Jela.s. 



Pasal 134 
Cukup Jelas. 

Pasal 135 
CUkup Jelas. 

Pasal 136 
Cu.kup Jela.s. 

Pasal 137 
Cu.kup Jela.s. 

P.~138 
Cukup Jela.s. 

Fasel 139 
Cukup Jelas. 

Pasal 140 
Cukup Jelas. 

Pasal 141 
Cukup Jelas. 

Pasal 142 
Cukup Jelas. 

Pasal 143 
Cukup Jelas. 

Pasal 144 
Cukup Jelas. 

Pa.sal 145 
Cukup Jclaa. 

Paaal 146 
Cukup Jela&. 

Pasal 147 
Cukup Jelas. 

Pasal 148 
Cukup Jelas. 

Pasal 149 
Cukup Jelas. 

Pasal 150 
Cukup Jelas. 

Pasal 151 
Cuk:up Jelas. 

Pua} 152 
Cukup Jehus. 

Pasal 1:>3 
Cukup Jela3. 

Pa-1154 
Cukup Jela&. 

Paaal lSS 
Cukup Jelas. 



-e 

Pa.aal 156 
Cukup Jelas. 

Pasal 157 
Cukup Jelas. 

Pasa.1158 
Cukup Jelas. 

Pasal 159 
Cukup Jclaa. 

Paaal 160 
Cukup Jelas. 

Pnool 161 
Cukup Jelas. 

Pasal 16?. 
Cukup Jelas. 

Paaa1163 
r> Cukup Jela.s. 

Pasal 164 
Cukup Jelas. 

Pa.aal 165 
Cukup Jelas. 

Pasal 166 
Cukup Jelas. 

Paaal 167 
Cukup Jelo.e. 

Pasa.1168 
Cukup .Jf!IAs. 

Pasal 169 
Cukup Jelas. 

,......, Paaall70 
Cukup Jelas. 

Paaa1171 
Cukup Jelas. 

PasaJ 172 
Cukup Jelas. 

Paaa1173 
Cukup Jelas. 

Pasal 174 
Cqk:up Jcla:s. 

Pasal 175 
Cukup JeJaa. 

Pasa.1176 
Cukup Jelaa. 

Pasal 177 
Cukup Jelas. 
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